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BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 453 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang :

Mengingat

[

(DPMPTSP) KABUPATEN MIMIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MIMIKA,

bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Pelayanan Administrasi
Pemerintahan:

bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Mimika Nomor 503/232/DPMPTSP/2019, perihal Revisi
Lampiran Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional
Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969
tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);

Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Propinsi
Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);



on

10.

11.

2.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas
Undang — Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Peyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Pelayanan Administrasi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
18 Tahun 1993 tentang pedoman Tata Laksana Pelayanan
Umum;

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten
Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4), Noreg Peraturan
Daerah Kabupaten Mimika Nomor 04 /2017,
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12. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang
Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten
Mimika;

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR
OPERASIONAL PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN
MIMIKA.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
A

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Mimika.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom,

Bupati adalah Bupati Mimika.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika ;

Standar Pelayanan adalah Tolak Ukur yang digunakan sebagai pedoman
peyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang berkualitas, cepat, tepat, medah, terjangkau dan terukur ;

Standar Operasional Pelayanan adalah pedoman atau acuan untuk
melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian
kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis,
administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan
system kerja pada unit kerja yang bersangkutan untuk mewujudkan good
governance ;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika ;

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya
disebut DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah di bidang penanaman
modal, pelayanan perizinan dan non perizinan ;

Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Mimika ;

Perizinan adalah memberi izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,
barang, jasa, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum menjaga kelestarian lingkungan.

Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal
dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan.



12.

(1)

(2)
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Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala DPMPTSP
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainhya yang merupakan
bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau
badan untuk melakukan usaha untuk kegiatan lertentu.

BAB I
VISI DAN MISI

Pasal 2

Visi Dinas PMPTSP adalah Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Cepat,
Tepat, Efisien, Efektif dan Akuntabel.

Misi Dinas PMPTSP adalah ;

a. meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan kepada
masyarakal;

b. menumbuhkan keinginan masyarakat untuk memiliki perizinan sesuai
ketentuan yang berlaku;

c. meningkatkan citra aparatur penyelenggara pelayanan dengan
memberikan pelayanan Perijinan yang mudah, cepat, aman, transparan,
ramah dan pasti berkualitas, tepat dan memuaskan;

d. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia
(SDM) dibidang Perijinan dan Non Perijinan;

BAB III
JANJT LAYANAN

Pasal 3

Janji layanan Dinas PMPTSP adalah sanggup menyelenggarakan pelayanan
sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji,
kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(1)

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN KOMPONEN
STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN

Bagian ke Satu
Standar Pelayanan

Pasal 4

Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan adalah untuk memberikan
kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara
pelayanan publik ;

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan adalah sebagai berikut :

a. terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ;

b. terwujudnya kualitas pelayanan, efisien dan efektifitas penyelenggaraan
pelayanan publik; dan

c. terpenuhinya penyelenggaran pelayanan publik, sesual peraturan
perundang-undangan;
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Pasal 5

Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi pelayanan (service
delivery) dan internal organisasi ( manufacturing ) adalah :
a. Pelayanan (service delivery ):

1} Persyaratan;

2) Sistem, mekanisme dan prosedur;

3) Jangka waktu pelayanan;

4} Biaya / tariff;

9) Produk pelayanan;dan

6) Penangan pengaduan, saran dan masukan.
b. Internal Organisasi (manufacturing ) :

1} Dasar Hukum

2) Sarana dan prasarana atau fasilitas;

3) Kompetensi pelaksana;

4) Pengawasan Internal,

o) Jumlah Pelaksana,;

6) Jaminan Pelayanan;

7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;dan

8) Evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 6

Standar Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam
Perubahan lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati Mimika ini.

Pasal 7

Standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Dinas, wajib diumumkan dalam
maklumat pelayanan sebagaimana tercantum dalam Perubahan lampiran I (satu)
vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Mimika ini.

Bagian ke dua
Standar Operasional Pelayanan

Pasal 8

(1) Standar Operasional Pelayanan (SOP) dimaksudkan sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang DPMPTSP Kabupaten
Mimika dalam menyediakan informasi melalui mekanisme pelaksanaan
perizinan, non perizinan dan pelayanan pengaduan;

(2) Tujuan Standar Operasional Pelayanan (SOP) adalah sebagai berikut :

a. tersedia Standar Operasional Pelayanan bagi DPMPTSP Kabupaten
Mimika dalam melaksanakan pelayanan perizinan, non perizinan dan
pelayanan pengaduan; dan

b. meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkungan DPMPTSP untuk
menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.

Pasal 9
Standar Operasional Pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan

pengaduan sebagaimana tercantum dalam Perubahan Lampiran 11 (dua) yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Mimika ini.
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Pasal 10

Mekanisme pelavanan perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum
dalamm Perubahan Lampiran | (satu) yang merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Mimika ini.

BABYV
MEEKANISME PENGADUAN

Pasal 11

1) Maksud ditetapkannya mekanisme Pengaduan adalah memberikan
kepastian hukum dalam hal penyampaian pengaduan atas penyelenggaraan
pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan.

(2]  Tujuan ditetapkannya mekanisme pengaduan adalah sebagai berikut;
a. memberikan akses hak masyarakat terhadap pengajuan pengaduan; dan
b, menjadikan bahan evaluasi internal bagi penyelenggara pelayanan
publik;

(3) Mekanisme pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana
lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati Mimika ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati Mimika mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 30 Desember 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG
Diundangkan di Timika
Pada tanggal., 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 43,

Salinan sesuai dengan aslinya




LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR, 43 Tahun 2019
TANGGAL, 30 Desember 2019

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN
DAN STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN MIMIKA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN MIMIKA



1.

STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN LINGKUNGAN

Dasar Hukum _

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

b. ‘Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomaor 30 Tahun 2012 tentang Tata cara Perizinan.
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;

e, Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan
» Surat Permohonan ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika, Bermeteral Rp. 6000,-;
Foto Copy Akta Pendirian ( Apabila Berbadan Hukum };

Foto Copy lzinLokasi:

Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan [ IMB );

Fato Copy Suratizin Usaha Perdagangan ( SIUP );

Dokumen (UKL-UPLAMDAL);

Foto Copy NomorPokokWajibPajak [ NPWP );

Proposal Kegiatan Tentang Pengelolaan Limbah B3;

Rekomendasi dari OPD Teknis yang membidangi Lingkungan Hidup;

Y ¥ ¥YY YYYY

Prosedur

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan
dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;

c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin
sesual prosedur dan ketentuan yang berlaku;

d. Pemohon mengambil 5K Izin di loket pengambilan izin.

Waktu Pelayanan :

¥ Senin s5/d Kamis (08.30 wit - 15.00 wit
# Jumat :0B.30 wit - 13.30 wit
> Jam Istirahat Pelayanan :12.00 wit - 13.00 wit
» ‘Waktu Penyelesaian lzin :Baru 7 Hari Kerja

:Perpanjangan 3 Hari Kerja
Biaya ; GRATIS (Rp.0-,)

Produk Pelayanan :
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokurmen Surat lzin Lingkungan

Pengeloiaan Pengaduan

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a. Tlpn.;  (0901) 3262043 ’

b SMS

£,  E-Mail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan



8. Sarana dan Prasarana Pelayanan
a. Mejadan Kursi v
b. Komputer
c. Mesin Pencetak [Printer) #
d. Jaringan Internet
e, 1/(satu) set peralatan 5/M Pelayanan yang berbasis internet server

9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah dipercleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon Ill, dan pejabat
eselon |1l dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon [l diawasi oleh
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi oleh

Inspektorat serta Bupati secara umum,
11. Jumlah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumniah 80 Orang terdiri dari :

a, Berdasarkan Jabatan:
« Kepala Dinas
» Sekretaris Dinas
= Kepala Bidang
» Kepala Seksi
¢ Staf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang

berlaku.

13. J]aminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesual standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan .Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
Jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14, Evaluasl Kinerja

a. Ewvaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP

. 1a2poran bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

c. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus lzin berdasarkan jenis izin yang diajukan, Pelaku Usaha akan
manjawal 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
rengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbalkan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang tetah ditetapkpn
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
IZIN LINGKUNGAN (DPLH, AMDAL DAN UKL-UPL)

1. Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

Peraturan Pemerintah No.27/2012 tentang Izin Lingkungan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Kegiatan Wajib Amdal;
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tata cara
Perizinan. Pengelclaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17/2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam
AMDAL dan lzin Lingkungan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.8/2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanam;

Peraturan Bupati Mimika Nomeor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;
Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

2. Persyaratan :

a. Surat Permohonan ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Mimika, Bermeterai Rp. 6000,-;

b. Foto Copy Akta Pendirian ( Apabila Berbadan Hukum )i v

c. Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan ( IMB );

d. Foto Copy Surat lzin Usaha Perdagangan ( SIUP ); »

e. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak [ NPWP J;
f. Foto Copy Bukti kepemilikan tanah (Sertifikat/ Perjanjian Sewa;

g. Formulir UKL-LUPL :
o Disusun sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
& Atas nama pemrakarsa sesuai dengan usaha dan/atau kegiatan yang diajukan permchonan
izinnya.
h. Rekomendasi dari OPD Teknis yang membidangi Lingkungan Hidup;
i, Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 Lembar;
3. Prosedur: )

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi farmulir;

h. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

¢. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku;

d. Pemohon mengambil 5K izin di loket pengambilan izin.

4. Woaktu Pelayanan :

a.
b.
C.
d.

Senin s/d Kamis ¢ D830 wit - 15.00 wit
lumat r 0830 wit - 13.30 wit
Jam Istirahat Pelayanan :  12.00 wit - 13.00 wit
Waktu Penyelesaian lzin :  Baru 7 Hari Kerja

Perpanjangan 3 Hari Kerja



10.

11

12

13.

14.

Biaya : GRATIS (Rp.0-,)

Produk Pelayanan : Produk yang dihasilkan berdasaixan standar Pelayanan yang telah ditetapkan
adalah Dokumen IZIN LINGKUNGAN (DPLH, AMDAL DAN UKL-UPL)

Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a. Tipn.; (0901) 3262043

b. 5MS ;

c. E-Mail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

Sarana dan Prasarana Pelayanan :

a. Mejadan Kursi

h. Komputer

¢. Mesin Pencetak (Printer)

d. Jaringan Internet

g, 1(satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

Kompetensi Pelaksana :
ASN Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika |
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

Pengawasan Internal :

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
oleh pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon Ill,
dan pejabat eselon Ill dilakukan oleh pejabat eselon Il, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
esellon |l diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh inspektorat serta Bupati secara umum.

Pelaksana :

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari
a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris Dinas;

¢. Kepala Bidang;

d. Kepala Seksi;

e. Staf Pelaksana;

Jaminan Pelayanan :

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
berlaku dan 5K Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

Evaluasi Kinerja :

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
bersama dilingkungan DPMPTSF;

b. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing kepala Bidang pada rapat evaluasi,

c. Melakukan survey indeks kepuasan miasyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner
kepada para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku
Usaha akan menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan
petugas. Jika dari hasil pengolahan data pelryanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka
diperlukan tidankan perbaikan dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai
standard minimal yang telah ditetapkan maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi
pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada
masyarakat;
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STANDAR PELAYANAN
IZIN LINGKUNGAN
(SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)

Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
Peraturan Pemerintah No.27/2012 tentang lzin Lingkungan

d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2012 tentang Kegiatan Wajib Amdal;

e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tata cara
Perizinan. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup N0.16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup;

g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17/2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam
AMDAL dan lzin Lingkungan;

h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup MNo0.8/2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan.
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan lzin Lingkungan;

i, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

j. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu Tipz A

k. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan :
a. Surat Permohanan ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Mimika, Bermeteraj Rp. 6000,-;

b. Foto Copy NPWP yang masih berlaku;

r. Foto Capy lzin Mendirikan Bangunan ( IMB );

d. Foto Copy Surat lzin Usaha Perdagangan | SIUP );

#. Surat pernyataan persetujuan tetangga/masyarakat sekitar;

f.. Foto Copy Bukti kepemilikan tanah (Sertifikat/ Perjanjian Sewa)

g. Rekomendasi dari OPD Teknis yang membidangi Lingkungan Hidup;
h. Pas Foro terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 Lembar;
Prosedur :

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemchon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
vang berlaku;
Pemohon mengambil SK lzin di loket pengambilan izin.

walkiu Mefavyanai

. Senin sfd Kamis o 08,30 wit - 15.00 wit
o limat o 08.30 wit - 13.30 wit
oo sam lstirahat Pelayanan @ 12,00 wit- 13.00 wit

i, Waktu Penyelesaian izin @ Baru 7 Hari Kerja
:  Perpanjangan 3 Hari Kerja
Biaya : GRATIS (Rp.0-,)



6. Produk Pelayanan :Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan
adalah
Dokumen IZIN LINGKUNGAN (SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)

7. Pengelolaan Pengaduan .
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melslui:
a. Tlpn.; (0901) 3262043
b. SMS :
c. E-Mail;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

8. Sarana dan Prasarana Pelayanan :
a. Meja dan Kursi
b. Komputer
c. Maesin Pencetak (Printer)
d. Jaringan Internet
e. 1(satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

9. Kompetensi Pelaksana :
A5N Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika

berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

10. Pengawasan Internal :
Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
oleh pejabat eselon V. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon I,
dan pejabat eselon Ill dilakukan oleh pejabat eselon Il, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
esellon |l diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11, Pelaksana :

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari :

Kepala Dinas;

. Sekretaris Dinas:

Kepala Bidang;

Kepala Seksi;

Staf Pelaksana;

mapoe

12. Jaminan Pelayanan:

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

13. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag _
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14. Evaluasi Kinerja :

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
bersama dilingkungan DPMPTSP;

b. Laporan bulanan disampaikan cleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi;

c. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner
kepada para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku
Usaha akan menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan
petugas. lika dari hasil pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka
diperlukan tidankan perbaikan dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai
standard minimal yang telah ditetapkan maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi,
pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada
masvarakat;



STAND AR ¥ ANAN
IZIN INSTALAS! ELC " AIR LIMBAH (IPAL)

1. Dasar Hukum

d.

om0 o

i

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20 9 Te ¢ Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1103 lentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

Peraturan Pemerintah No.27/2012 tent<n " [*in Lingkungan;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 201 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pinti;

peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan Yang Wajib Analisis Mengenz: Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Negara Lingkuns tidup Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tata cara
perizinan. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup;

peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nc 17/2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam
AMDAL dan lzin-Lingkungan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.8/2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan
pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan lzin Lingkungan;

peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomar 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

Peraturan Bu;ﬁati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A}
Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Diras
penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Z. Persyaratan

cural Permohonan ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Mimika, Bermeterai Rp. 6000,
Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

Fota Copy NPWP yang masih berlaku;
Foto Copy Akta Pendirian [ Apabila Berbadan Hukum );

Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan {IMB);

Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan { SIUP);

Foto Copy AMDAL{HPL}RKLHUKUUPUSPPUDFL sesuai dengan kewajiban dari kegiatan atau
usahanya;

Rekomendasi dari OPD Teknis yang membidangi Lingkungan Hidup;

Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 Lembar;

surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000- ( apabila dalam pengurusan bukan permohon/
perwakilan))

Persyaratan Teknis !
11 pets lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air dengan skala 1. 5000;

Larmiar konsiruksi instalasi Pengelolaan Limbah {IPAL) serta saluran pembuangan limbal
yirat pernyataan kesediaan/ kesanggupan
(] Memasang alat ukur debit untuk pembuangan limbah cair;
5} Tidak akan melakukan pengenceran limbah cair;
3 wemassng/membuat saluran pembuangan limbah cair;
olah teriebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan standar baku riruty
-1 =nir yzng 1elah ditetapkan sesual peraturan perundang-undangan yang b rlaku;
5} Membuang limbah cair melalui saluran yang telah memenuhi baku mutu limbah cair yang

ditetapkan oleh instansi yang berwenang;



10.

9] Melaksanakan pengujian limbah cair di laboratorium yang ditunjuk sesuai ketentuan yang
berlaku;

10} Mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat ;

11) Melakukan kajian mengenai pembuangan limbah cair ;

Prosedur :

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

¢. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
vang berlaku;

d. Pemohon mengambil SK 1zin di loket pengambilan izin.

Waktu Pelayanan :

a. Senin s/d Kamis : 08.30 wit - 15.00 wit
b. Jumat ¢ DE.30 wit-13.30 wit
c. Jam Istirahat Pelayanan @ 12.00 wit - 13.00 wit
d. Waktu Penyelesaian izin :  Baru 7 Hari Kerja

Perpanjangan 3 Hari Kerja
Biaya : GRATIS (Rp.0-,)

* Produk Pelayanan :

Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen SURAT IZIN INSTALASI PENGELOHAN AIR LIMBAH (IPAL)

Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohaon dapat melalui:

a. Tlpn.; (0901) 3262043

b. SMS

. E-Mall; 2
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

Sarana dan Prasarana Pelayanan:

Meja dan Kursi

Komputer

Mesin Pencetak (Printer)

Jaringan Internet

1 (satu) set peralatan 5IM Pelayanan yang berbasis internet server

-

Pan ow

Kompetensi Pel:;hsana ;
ASN Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

Pengawasan Internal :

pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
oleh pejabat eselon V. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon |l
dan pejabat eselon !l dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
esellon 11 diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

L 1.-Pelaksana :

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari
a. Kepala Dinas;

Sekretaris Dinas;

Kepala Bidang;

Kepala Seksi;

Staf Pelaksana;

m oA o



12. Jaminan Pelayanan:
Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai.
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku,

13, jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :
Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14. Evaluasi Kinerja :

a, .Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
bersama dilingkungan DPMPTSP;
Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi;
Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisiones
kepada para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku
Usaha akan menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan
petugas. Jika dari hasil pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka
diperlukan tidankan perbaikan dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai
standard minimal yang telah ditetapkan maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi
pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada
masyarakat;



STANDAR PELAYANAN
IZIN LIMBAH BEAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LB3)

1. Dasar Hukum :

-

.3

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah No 85 tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracur (B3);

d. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun;

e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3} serta Pengawasan
Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Pemerintah
Daerah;

g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.56/Menlhk-
Sekjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan; C

i. Peraturan Bupati Mimika Namor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A

j. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan MNon Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan ;

a. Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-; (Formulir permchonan
dapat didownload pada Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 18 Tahun
2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun J;

b. Foto Copy NPWF yang masih berlaku;

c. Foto Copy lzin Lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL);

d, Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan; .

e. Foto Copy Surat lzin Usaha Pedagang (SIUP) ;

f. Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan (IMB);

g. Fotocopy |zin Lokasi; -

h. Foto Copy asuransi Pengelolaan Lingkungan;

i. Surat Keterangan Tentang Lokasl (Nama tempat/Letak, Luas, Titik Kordinat);

j.  Jenis - Jenis Limbah yang Akan dikelola;

k. Jumlah limbah B3 (Untuk Perjenis Limbah) yang akan dikelola;

I. Karakteristik Per Jenis Limbah B2 yang akan dikelola;

m. Design Konstruksi tempat Penyimpanan Limbah yang akan dikelola;

n. Flowsheet Lengkap Proses pengelolaan Limbah B3,

0. Uraian lenis dan Spesifikasi teknis pengelolaan dan Peralatan yang digunakan;

p. Tata Letak saluran Drainase;

q. Rekomendasi dari OPD Teknis yang membidangi Lingkungan Hidup;

Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 3 Lembar;
Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- [ apabila dalam pengurusan bukan pemohan/

arabilanY:
akitan):
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Prosedur :

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
yvang berlaku;

d. Pemohon mengambil 5K Izin di loket pengambilan izin,

Waktu Pelayanan :

a. Senin s/d Kamis ¢ 08.30wit - 15.00 wit
b. Jumat ¢ 08.30 wit - 13.30 wit
c. Jam lstirahat Pelayanan ;  12.00 wit - 13.00 wit
d

Waktu Penyelesaian lzin :  Baru 7 Hari Kerja
! Perpanjangan 3 Hari Kerja

Biaya : GRATIS (Rp.0-,)

Produk Pelayanan :Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan
adalah
Dokumen SURAT IZIN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN {LB3)

Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a. Tlpn.; (0901) 3262043

b. SMS ;

c.. E-Mail ;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

Sarana dan Prasarana Pelayanan !

a. Meja dan Kursi

b, Komputer

¢. Mesin Pencetak (Printer)

d. Jaringan Internet

e. 1{satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

Kompetensi Pelaksana :
ASN Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika

berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

Pengawasan internal :

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan’
oleh pejabat eselon |V. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon |,
dan pejabat eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon Il, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
esellon 1l diawasi aleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintabhan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

Pelaksana :

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari :
a. Kepala Dinas;

. Sekretaris Dinas;

Kepala Bidang;

. Kepala Seksi;

Stafl Pelaksana;

m o o

Jaminan Pelayanan ;

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dengan waklu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-

undangan yang berlaku.



13. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :
Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika,

14, Evaluasi Kinerja :

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
bersama dilingkungan DPMPTSP;
Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi;
Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner
kepada para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku
Usaha akan menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petun;ukfpen;&ie}aﬁan
petugas. Jika dari hasil pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 [sedang) maka
diperlukan tidankan perbaikan dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai-
standard minimal yang telah ditetapkan maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi
pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada

masyarakat;



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA PENGANGKUTAN IKAN

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal:

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

¢. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal.

e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 Tentang Perubahan atas,
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 Tentang Usaha Perikanan
Tangkap.

f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat
Penangkapan lkan Jaring Insang ( Gill Net ) di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

g. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;

h. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika :

Persyaratan

# Surat Permohonan ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Mimika, Bermeterai Rp. 6000,-;

Foto Copy KTP Pemohon Yang Masih Berlaku ;

Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan;

Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Dokumen lzin Lingkungan Hidup (SPPL/UKL-UPL,AMDAL) Terbaru 1 Rangkap;
Foto Copy NPWP,;

Foto Copy Surat Ukur Kapal;

Foto Copy Pas Tahunan;

Foto Copy Surat Pendaftaran Kapal [ Grand Motor )

Rekomendasi Hasil Cek Fisik Kapal;

Dok, Izin lingkungan UKL/UPL

YV VYV YV

Y.V YW w

*_.l'

Prosedur

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke FrontOffice untuk pendaftaran izin dan
dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;

c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

d. Pemohon mengambil SK izin di loket pengambilan izin.

Waktu Pelayanan :

# Senin s/d Kamis :08.30 wit - 15.00 wit :
# Jumat :08.30 wit - 13,30 wit

# lam Istirahat Pelayanan :12.00 wit - 13.00 wit

»  Waktu Penyelesaian Izin :Baru 6 Hari Kerja

:Perpanjangan 3 Hari Kerja
Biaya : GRATIS (Rp.0-,)

Produk Pelayanan :
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen Surat Izin Usaha Pengangkutan lkan.



7. Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a. Tipn.;  (0901) 3262043
b. SMS ;
¢, E-Mail;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

8, Saranadan Prasarana Pelayanan
a. Meja dan Kursi
b. Komputer
c. Mesin Pencetak (Printer)
d. Jaringan Internet
e. 1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

8. Kompetens| Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon Iil, dan pejabat
eselon |l dilakukan oleh pejabat eselon II, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon || diawasl
cleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11i. Jumliah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari :

a. Berdasarkan Jabatan :
* Kepala Dinas
* Sekretaris Dinas
* Kepala Bidang
¢ Kepala Seksi
s Staf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang’
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku.

13. ]aminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang 5ah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

i, Evaluasi Kinerja

: U vinean secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bers.

. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi
Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoieh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
pennoinan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbuikan
Zilzm proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal:

b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tenta:g Perikanan;

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

e. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Madal.

f.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 Tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 Tentang Usaha Perikanan
Tangkap.

g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.OB/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat
Penangkapan lkan Jaring Insang [ Gill Net ) di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.

h.  Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 TentangKedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;

. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika :

Persyaratan

a. Perorangan
® Surat Permohonan ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika, Bermeterai Rp. 6000,-;
® Rencana Usaha
¥ Foto Copy KTP Pemohon Yang Masih Berlaku ;
» Pas Foto Berwarna Ukuran 4 x 6 Sebanyak 2 Lembar;
¥ Surat Keterangan Domisili Usaha dan Specimen Tanda Tangan;
* Rekomendasi Dari Instansi / OPD Teknis Terkait;
» Rekomendasi dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan / Pejabat yang Berwenang;

b. Berbadan Hukum

> Surat Permohonan dari Perusahaan Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
danPelayananTerpaduSatuPintu Kabupaten Mimika, Ditandatangani Oleh Pimpinan dan
Distempel yang Berbadan Hukum Bermeterai Rp. 6000,-

» Rencana Usaha

» Foto Copy KTP Pemohon Yang Masih Berlaku :

» Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan

¥ Foto Copy NPWP

#  Surat Ukur Kapal

# PasTahunan

# Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal, Foto Copy Gross Akte

# Surat Pengujian Kapal Perikanan

» Dokumen lzin Lingkungan Hidup (SPPL/UKL-UPL,AMDAL) Terbaru 1 Rangkap;

# Rekomendasi Dari Instansi / OPD Teknis Terkait;

» Pas Foto Berwarna Ukuran 4 x 6 Sebanyak 2 Lembar;

# lzin Lingkungan UKL/UPL

Prosedur

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan



dilamipiri syaratl administrasi secaralen, | 1p dan henar;

c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya dir “0.2s penerbitan izin
sesuai prosedur dan ketentuan yang b 'a

d. Pemohon mengambil SK Izin di loket pergam  'an izin.

. Wilaktu Pelayanan &

= Senin s/d Kamis 0820 wit - 15.00 wit
¥ Jumat {08 20 wit - 13,30 wit B
# Jam Istirahat Pelayanan 1200 wit - 13,00 wit
= Waktu Penyelesaiar lzin BarubH  Verja
Perpan] . 1 3 Hari Kerja

. Dlaya : GRATIS (Rp.0-,)

Peaduk Polayanan ¢
“roduk vang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Lohwmen Surat lzin Usaha Perikanan ( SIUP)

/. Peneelolaan Pengaduan
felayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melaiui:
2. Tlon.;  (0901) 3262043
b, SM5 ;
c. E-Mail
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

8. Sarana dan Prasarana Pelayanan
a. Meja dan Kursi
Komputer
Mesin Pencetak (Printer)
Jaringan Internet
1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

P a0 o

9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon lil, dan pejabat
eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon Il, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon || diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11. Jumlah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari -

a. Berdasarkan Jabatan:
e Kepala Dinas
» Sekretaris Dinas
* Kepala Bidang
= Kepala Seksi
s 5Staf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku,



17, jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Cokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang S5ah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14, Evaluasi Kinerja

d.

(]

Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP ’
Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
rara pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
mesiawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
P -rLaiEnan cata pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperiukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) BUDIDAYA

Dasar Hukum

a. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

¢. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Penangkapan
lkan:

d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;

e. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Fenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan
a. Baru
# Mengisi formulir permohonan Izin Usaha Budidaya Perikanan diatas Meterai Rp. 6.000,-
dengan lampirannya;
Memiliki Rencana Usaha Perikanan;
Akta Perusahaan bila Usaha Berbentuk Perusahaan (PT/CV);
Foto Copy NPWP;
Foto Copy SITU;
Dokumen |zin Lingkungan Hidup (SPPL/UKL-UPL,AMDAL) Terbaru 1 Rangkap;
Rekomendasi Tim Teknis;
Foto Copy KTP Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan yang masih beriaku;
Foto Copy Bukti Sertifikat Kepemilikan Lahan / Pelepasan Tanah dari Adat, Penguasaan
Tanah Tempat Usaha ( Sertifikat/Perjanjian sewa menyewa, Perikanan Jual Beli:
Surat Kuasa Bermeterai Rp. 6.000,- ( jika diurus pihak ke 3) dan foto copy penerima kuasa:
Meterai Rp. 6.000,- Sebanyak 2 Lembar;
Dokurmen lzin Lingkungan
erpanjangan
Pas Foto Ukuran 3 x 4 dan Meterai Rp. 6.000,- Sebanyak 2 Lembar;
Balik Nama Pemilik Usaha/Kolam;
Keterangan Penambahan Luasan Kolam:;
Lampirkan lzin Asli yang lama;

YYY YYVYY

YVYYVYIVYY

Prosedur

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b.  Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

c. Dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Proses lzin
lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;

d. Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang
herlaku;

e. Pemohon mengambil 5K Izin di loket pengambilan Izin.

Waktu Pelayanan ;

senin sfd Kamis 1 08.30 WIT - 15.00 WIT
1 0B 30WIT- 13,30 WIT
atyeiayanan 12.00 WIT-=13.00 WIT

= Wakiu Penyelesaian Izin  : Baru 5 Hari Kerja

 Perpanjangan 1 Hari Kerja
favn : Terlampir

it afngs percasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokurnen
Surat I:ln Usaha Perikanan {SIUP Budidaya),



7. Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a. Tlpn.; (0901) 3262043 '
b. SMS
c. E-Mail;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan.
8. Barana dan Prasarana Pelayanan
Meja dan Kurs|
Komputer
Mesin Pencetak { Printer)
Jaringan Internet
1 (satu} set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis Internet Server.

E =T "

3. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

-

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon I, dan pejabat

eselon |l dilakukan oleh pejabat eselon II, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi

oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi

oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

i1.Jumlah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari :

4. Berdasarkan Jabatan:
* Kepala Dinas
s Sekretaris Dinas
* Kepala Bidang
» Kepala Seksi
e Staf Pelaksana

12, Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai deagan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yarg
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
Izwabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

sl ciinkukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama

\ 4 i:.:‘-‘.l.tr':'r):f\
o iy ¢l i Wan aleh masing-masing Kepala Ridang pada rapat evalussi
: viza0 Tnasyarakat ciperoleh denga cara menyebarkan kuisionor Lo

Poo0 s IY USana Yang (iengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
nonjewah 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
“enaofahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan =erhailizn
=5es palsvanane Epabila target penilaian mencapai standard minimal yang telan ditejaplan
-

@ perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknolog)
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



-

a,
b
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STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN {SIP1)

i. DassrHuBRum

uUndang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
Faraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Penangkapan

‘eraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
tan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A
S oraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
rengelolaan can Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
renanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika :

“ Mengisi formulir permohonan Izin Usaha Perikanan dengan lampirannya;

Folo Copy KTP Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan yang masih berlaku:

LDetiar Jenis Alat Tangkap yang dimifiki;

Dotumen Laik Kapal dari Dinas Perhubungan;

Fas foto berwarna 3 x 4 sebanyak 4 lembar;

Surat Ukuran Kapal Pas Kecil dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika:

Surat Keterangan Berdomisili Usaha yang diketahui Lurah Setempat;

surat Balik Nama apabila ada lual Beli Kapal bermeteral Rp. 6.000,- { Lampirkan Kuitansi

Fembelian dar Notaris);

#  Dokumen lzin Lingkungan Hidup (SPPL/UKL-UPLAMDAL) Terbaru 1 Rangkap;

~ Hepemilikan Kapal Lebih Dari 1 (satu) kapal, harus dilaporkan dengan melampirkan SIUP Asli
vong fama;

= Surnt Kuasa Bermeterai Rp. 6.000.- ( jika diurus pihak ke 3) dan foto copy penerima kuasa;

srpanfangan

= Mrenrisi formulir permohonan lzin Usaha Perikanan dengan lampirannya;

= [us fnto berwarna 3 x 4 sebanyak 4 lembar:

= Lurat Talik Mamez anabila ada Jual Beli Kapal bermeterai Rp. 6.000,-;

= Lamipirkan lzin Asli yang lama;

~ Surat Kuasa Bermeterai Rp. 6.000,- ( jika diurus pihak ke 3) dan foto copy penerima kuasz:

L o

N

Lt loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
©oehuninenyeranian formulie ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
acotinisirasi secara lengkap dan benar;

Anpabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang

g
Femohon mengamoil 5K lzin di loket pengambilan izin.

s/ Kamig C0230WIT = 15.00 WIT
L0330 wWR = 13.30WIT
TS GAZ00OWIT - 12.00WIT
AU Menyelesaian 1zin :Bard 1 Hari Kerja
: Perpanjangan 4 Jam

Th otrdzsarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Do -

“



F. Penceiglaan Fengadusn
Felavanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
o (0901) 3262043

| Thoar
¥ w
. - r

. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan
<. Znrana dan Prasarana Pelayanan

. Naia dan Kursi
b, Momputer
€. Mesin Pencetak ( Printer)

laringan Internet
7, 1 [satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis Internet Server,

"oty e e R a R e e
Bt b b I B P ] g e

Temitul adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pinty [DPNMIPTSP)
“rhupaien Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
Corsliuktur maupun yang tidak terstruktur :

2wissan internal

fursanntemal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
Chat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon Ill, dan pejabat
¢an N dilnkukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi
ool Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
alzh Inspektorat serta Bupati secara umum.

JJumtah Pelaksana
-7 Dinas PMPTSP berjumiah B0 Orang terdiri dari :
snrkan Jabatan

Kepala Dinas

an

Grkretaris Dinas

*  neopaia Bidang

Aala Sokcj

siaf Pelaksana
raimmn Pelavanan

© T ATaE Rabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yars
Tinifkan pada S0P masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
st yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang

[ 7inen Neamanan dan Keselamatan Pelayanan

~vmen Adminictrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar varn
voron S Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertangrun;
" TEens PMPTSER Kabupaten Mimika,

if berdesarksi Ungkatan eselon dan alau vae L ou |

SasitE PTA HGANg paga rape

=

d Chatiavanan kepace masyarsiarl,



ST 1 T AYANAN

st/ ' N SPESIALIS
Lasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun. ' 1er ktikKedokteran;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tentan 1 like:
S lernienkes RI No, 512/2007/ Tentan ‘raktek dan Pelaksanaan Praktek:

i

Pt

YW A

Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Ta an - lentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
4t Cungsi serta Tata Kerja Dinas Pea v Modal dan PelayananTerpadu Satu PintuTipe A ;
Feraiuren Bupati Mimika Nomor ; 1 rentang Pendelegasian Kewenangan
Penpelolaan dan Penandata + dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
renanaman Modal dan Pelayanan i ¢ atu Pintu Kabupaten Mimika ;

=
e

Surat Tanda Registrasi Dokter

surat Pernyataan Mempunyai Terpa Tktek;
Rekomendasi IDIfPDGI
= PasFoto Pemohon Ukuran 4x6% Lz k2 Lembar;
= Foto Copy KTP Pemohon yang . 1+ £ laku;
“=michon datang ke loket Reception menr o mengisi formulir;

Femohan menyerahkan formulir ke Freel U intuk pendaftaran izin dan

cilampiri syarat administrasi secara le::  1p dan benar;

- fpabila berkas lengkap, selanjutnya . oses penerbitan izin

sosual prosedur dan ketentuan yang berlaku;

4

~. Pemohon mengambil SK izin di loket pengambilan izin.

"

7 Senin s/d Kamis :08.30 wit - 15.00 wit
= Jumat 0830 wit - 13,30 wit
7 I=am Istirahat Pelavanan 112,00 wit - 13.00 wit
»  Wakiu Penyelesaian Izin :Baru 2 Hari Kerja

Perpanjangan 1 Hari Kerja

=:AT15 (Np,0-,)

veovare divasilhan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
"izin DokterSpesiatis.

vanon indermasi Fengaduan pemohon dapat melalui:
Trmer o (0901} 3262043

-Jrnyang telah tersedia pada Kotak Pengaduzn



ampetensi Pelaksana
Tericut adalah Profil 5taf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu {DPMPTSP)
“roupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperaleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur ;

TTL Tongawasan Internal

crwrmsan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan o ei
rojabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon Iil, dan pejabat
carlon NIl dilakukan oleh pejabat eselon 1I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon || diawasi
“i7h Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
Inspektorat serta Bupati secara umum,
2L lvwlab-Pelaksana
Dirnas PVIFTSP berjumiah 80 Orang terdiri dari ;

. DGerdasarkan Jabatan !

=  Kepala Dinas :1 COrang
= Sekretaris Dinas +1Crang
= Kepaia Bidang :10rang
* Kepala Seksi $12 Orang
»  5taf Pelaksana 165 Orang

verdasarkan Pendidikan :

= Magister/ Master {5-2) 17 Orang
*  Sarjana (5-1) :d41 Orang
s Diploma (D-111) ;4 Orang
= SMA : 28 Orang
s SMP =

Ferdasarkan Golongan :
¢ nlsepareiV :3 Orang
witsrgEn i :29 Orang
Golonzandl 112 Orang

wTnE Flvisisl Kabupsten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
lanjikan pada S0P masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku;

i.2. Imminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Uohumen Adminisiras) Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
beristu dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
abkan aleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

oouiijenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapay Cvaloss ol
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STANDAR PELAYANAN

SURAT IZIN KERJA BIDAN ( SIKB )

Dasar Hukum

2, Undang- Undang Nomaor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1646/MENKES/PER/X/2010 Tentang
Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan:

¢. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
2n Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A :

€. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatan Mimika ;

ERCL SR v i)

= Suret Permahonan diatas Meterai Rp. 6.000,-;

~ Foto Copy ljazah yang Dilegalisir:

~ Faoto Copy STR:

=~ Foto Copy KTP [Kab. Mimika);

#  Surat Rekomendasi dari Organisasi Profes (181) Cabang;

= Surai Keterangan dari Pimpinan Tempat Kerja yang Menyatakan masih Bekerja sebagai Bidan;
= Surat Keterangan Berbadan Sehat Dari Dokter;

= PasFolo4x6(2Lembar), dan3 x4 (2 Lembar ) Berlatar Merah;

- Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktek:

= WMap Warna Kuning ( Berisikan Nama,Tempat Kerja, Nomor Telephaone;
= Tempat Praktek ...

. Femohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi farmulir;
Femohon menyerahkan formulir ke FrontOffice untuk pendaftaran izin dan
1 rpini syarat administrasi secara lengkap dan benar:
. /Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku:
t. Pemahon mengambil SK Izin di loket pengambilan zin.

Vidakiu Pelayanan !

= Senin s/d Kamis :08.30 wit - 15.00 wit
= Jumat :08.30 wit - 13.30 wit
# lam Istirahat Pelayanan :12.00 wit - 13.00 wit
= Waktu Penyelesaian Izin :Baru 2 Hari Kerja

:Perpanjangan 1 HariKerja
ilaya : GRATIS (Rp.0-,)

i'roduk Pelayanan ¢

Teosiyl yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah diteta pkan adalah
R = Surat Izin Kerja Bidan,

=0 pemohon dapat melalui:

yitng teleh i¢rsedia pada Kotak Pengacuan

Siayanan yans herbasis internel server



Tampeetansi Pelaksana
Seritwt adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) -
Habupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

'), Tengawasan internal

jiie “ssnvinternal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf] dilakukan oleh
noizbat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan cleh pejabat eselon I, dan pejabat
eszlon [l dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oieh Inspektorat serta Bupati secara umum,

2 umlah Pelaksana

/o1 Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari :

a. derdasarkan Jabatan:

=~ Kepala Dinas :10rang
= Sekretaris Dinas ;1 Orang
= [Kepaia Bidang 11 Orang
n  Kepala Seksi 112 Orang
» 5taf Pelaksana : 65 Orang

1, Bardasarkan Pendidikan :

¢ Magister/ Master ($-2) : 7 Orang
~ Sarjana (5-1) 141 Orang
= [Diploma (D-H) 14 Crang
= SMA : 28 Orang
» _SMP i=

.. Derdasarkan Golongan

* Golongan IV 13 Orang
e Galongan | 129 Orang
» Solomgandl 112 Qrang

fiinan ¢ elayanan

“Jizn pada S0P masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
"1 yrng telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang

N

5 USSR Kabupsien Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas vang

1 .I-!_i1-”l

"7, mminan eamanan dan Keselamatan Pelayanan

Soiumen Atministrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yarn
it fen 51 Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggure
Freestkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

wzrjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan ataw rapat evaiuas: oo :
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STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN PENDIRIAN APOTIK

1. Dasar Hukum
d. Undang - Undang Nomor 419 Tahun 1949 Tentang Ordonansi Obat Keras:
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
Undang-Undang No, 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
Undang = Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
£. Undang-Undang No. 9 Tahun 2017 tentang Apotik;
h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang
ferubahan atas Permenkes Rl No.922/Menkes /Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tat3 Carz
Famberian lzin Apotik;
Feraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alal

i T < A R

Kesehatan;
i~ Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A :
k. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika :

oy L oy
s ke B AL e, i

# Surat Permohonan Jzin Pendirian Apotik bermetaraj Rp. 6.000,-;

= Surat Perjanjian Akta Notaris Apoteker dengan PSA ( Pemilik Sarana Apoteker |;

» Surat Pernyataan Apoteker tidak terlibat UU Kefarmasian Bermeterai Rp. £.000,-;

# Surat Izin Kerja Apoteker:

~ Surat Sumpah;

# Foto Copy ljazah Apoteker;

> Surat Keterangan Apoteker tidak di Apotik Lain Bermeterai Rp. 6000, -

= Foto Copy KTP Pemilik,Apoteker, Tenaga Kefarmasian;

# ljazah Tenaga Kefarmasian ;

7 Surat izin Kerja Tenaga Kefarmasian ;

» Surat Pernyataan Tenaga Kefarmasian bekerja Full Time di Apotik tersebut bermeterai Rp.
6.000.-;

» Surat Pernyataan Tenaga Kefarmasian tidak bekerja di Apotik lain bermeterai Rp. 6.000,-

¥ Daftar Perlengkapan Apotek;

> Dokumen lzin Lingkungan Hidup (SPPL/UKL-UPL,AMDAL) Terbaru 1 Rangkap:

= Fata Cooy Surat fzin Tempat Usaha (SITU) & Surat lzin Usaha Perdagangan { SIUP);
= waitar nE-:.,_,li(Fc-" i,
» Pas Photo Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 Lbrdan 3x 4 sebanyak 2 Lbr ( Pemilik Sarana )

7. Vemahon catang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir:
i mrerahian formulic ke Front Office untuk pendaftaran izin dan
==5t cecara lengkap dan benar;
tnya diproses :JC‘lFrEJltJr‘I izin
ws'nr-' beriakn
Frviat 5K |2in dl loket pe.-ngambnan izim.

e YW

0230 wit - 13:30 wi)

P00 wit - 35,00 wit
kN Baru 7 Har| Seria

:Perpanjangan 4 Hari Kerja



L

. Biaya : GRATIS (Rp.0-,)

“. Produk Pelayanan :
Frodul yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Uokumen Surat 1zin Pendirlan Apotik.

<. Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a. Tlpn.; (0901) 3262043

. SMS

c.. E-Mail;

4. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

. Sarana dan Prasarana Pelayanan
a.  Meja dan Kursi
Komputer
Mesin Pencetak (Printer)
laringan Internet
1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

m oA N o

I Rompetens| Pelaksana
Derikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
“otupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
siruktur maupun yang tidak terstruktur ;

rawiasan internal

- “7rmwasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
reishat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat esefon I, dan pejabal
m==lon 1Nl dilakukan oleh pejabat eselon Il, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon || diawasi
nirh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
nleliinspekiorat serta Bupati secara umum,

i, dumiah Pelaksana

Uinas PMVIPTSE berjumliah 80 Orang terdiri dari :

. werdasarkan Jabatan @

= Kepala Dines :10rang
= Sekretaris Dinas :10rang
Kepala Bidang :10rang
Zpila Selsi 112 Orang
= 5tal Felaksana : 65 Orang

dsssan-Fendidikan

! e/ Maditer (S-2 : 7 Orang

SETTenA | 3-1) :41 Orang

= irtoma (G- 14 Orang
+28 Orang

.i,."-_';,llli.‘

vk priayanan tidak s

D omenerime sanwsi sesyal -peraturan Porum



“inan eamanan dan Keselamatan Pelayanan

vosumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar Yang
herlaky dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14. Evaluasi Kinerja

d.

T

Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP

Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku vsaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. lika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



F )

STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN PEMDIRIAN KLINIK

Dasar Hukum

Undang = Undang No. 36 Tahun 2009 TentangKesehatan:

Undang-Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik;

Undang — Undang No. 23Tahun 2014TentangPemerintahan Daerah:

PerMenKes R No. : 84/MENKES/Per/|/1990 Tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomar @ Tahun 2014 Tenta ng Klinik;
Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe 4 ;
Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pengeloiaan
dan Penandatanganan Perizinan dan Non PerizinanKepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PelayananTerpaduSatuPintuKabupatenMimika ;

Persyaratan

Surat Permohaonan lzin Pendirian Klinik bermeterai Rp. 6.000,- .

Foto Copy KTP [ Kab. Mimika).

Pas Photo Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 Lbrdan 3 x 4 sebanyak 2 Lbr{ Pemilik }.

Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesenatan.

Surat Keterangan Lokasi dari Pemerintah Setempat.

Foto Copy Pendirian Badan Usaha,

Fato Copy Sertifikas Tanah yang Sah,Bukti Kepemilikan Lain yang disahkan oleh Notaris,atau
fukti Surat Kontrak/menyewa minimal untuk jangka waktu 5 Tahun.

#  Dolument UKL { Upaya Pengelola Lingkungan ) dan UPL [ Upaya Pemantauan Lingkungan),
= Profil Kinik yang akan didirikan, meliputi :Pengorganisasian, Lokasi, Bangunan, Prasarana,
tetenagaan, Peralatan, Kefarmasian, Laboratorium, dan keterangan pelayanan yang

diberikan.
“» Pas Photo Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 Lbrdan 3 x 4 sebanyak 2 Lbr | PemilikSarana )

VY VR Y N

PFrosedur

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b.  Pemohon menyerahkan formulir ke FrontOffice untuk pendaftaran izin dan
dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;

berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin

sesual prosedur dan ketentuan yang berlaku;

. Pemohon mengambil 5K Izin di loket pengambilan izin.

L

ot il | i LT =5 .

Sepin s/d Kamis (0830 wit - 15.00 wit

Yo

¥ Jumat 08.30 wit - 13.30 wit
= I=mlstirahat Pelayanan :12.00 wit - 13.00 wit
~ Waktu Penyelesaian Izin :Baru 7 Hari Kerja
:Perpanjangan 4 Hari Kerja
e P GRATIS (Rpa0-,)

pesdlacarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
= o i Pendiranilinik.

i permobon dapat melalui:

S FLiniddd G Ullpaduan yang teial (ersedia pada Katak Pengaduan



S.oaranad dan Prasarana Pelayanan
4. Ivieja dan Kursi
b, Komputer
t. Mesin Pencetak (Printer)
d. Jaringan Internet
e. 1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang bertasis internet server

2. Hompetensi Pelaksana

Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur -

=t Fengawasan Internal

engawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
reinbat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon |l, dan pejabat
creion i dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon || diawasi
o'=h Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

Li.Jumiah Pelaksana
A5N Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari i

. Berdasarkan Jabatan :
s Kepala Dinas
* Sekretaris Dinas
# Kepala Bidang
s Kepala Seksi
& Staf Pelaksana

a8

iinan Pelayanan

75 FVIPESE kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
cianjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
corthu vang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
koo Pl b

- [#minan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Lotumen Adminisirasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jmwabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

~=. cvaluasi Kinerja

i dilakkan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
ten oleh masing-masing Kepaia Bidang pada rapat eva uss
nriasan masyarakat diperoleh denga cara menyehart=

(om 2GR DEVLR TN Rollus/ penjelelasan o
rraleh <34 atew 68 (sedang) maka diperlytan
2 targed penitrizi mencapal standard minimz

| inyai@n berdasarkan

Ayalign {k!’_‘j_'-ﬁl{.i(l B OFA e
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STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Momor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

b, Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

¢. Permenkes Rl Nomor : 1108 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Kumplementer
— Altarnatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

i. Kepmenkes Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan
Tradisional;

e, Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 TentangKedudukan, Susunan COrganisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;

f.  Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Fengelolaan dan Penandatanganan Perizinandan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan

= Lural Permononan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cg Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PMelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika, Bermeterai Rp. 6000,-;

~ Biodata Pengobat Tradisional;

» Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat
tragisional;

~ Surzl Pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku berrneterai Rp. 6.000,-;

= Surat Keterangan Keabsahan dokumen yang diberikan bermeterai Rp.6.0C0,-;

~ Surat Keterangan dari Pimpinan Panti Pengobat Tradisional sebagal tempat bekerja bagi yang
prakiek di panti pengobatan tradisional;

~ [Daftar Peralatan dan Obat:

# Denah Lokasi dan Ruangan;

~ Foto Copy lzin Lingkungan / Dokumen Lingkungan Hidup;

~ Foto Copy ljazah / Sertifikat pengobatan tradisional yang dimiliki;

~ Folo Copy KTP Pemohan;

» Fota Copy SITU;

= TPasloto Berwarna Ukuran 4 x 6 Sebanyak 4 Lembar;

=~ hekomendasi dari Asoslast/ Organisasi Profesi;

# Rekomendasi Kejaksaan bagi Pengobat Tradisional Klasifikasi Supranatural;

= nekomendasi Kantor Departemen Agama bagi Pengobat Tradisional Klasifikasi Pendekatan

* Rekomendasi Dari Kapala Dinas Kesehatan / Pejabat yang berwenang;

2 Memanon dalang ke loket Reception mengambil dan mengisi lormulir;
' ' —2r=kan formulir ke FrontOffice untuk pendaftaran izin dan
‘iziresi secara lengkap dan benar;
Yag, r~-~E:miutnya dinroses penerbitan izin
nvang.| hesin!

| anciin di loket pengamotian izin.

il - L Cd it
iL33eEn I2in Baru 5 Hori Nerja

Farprpnnen 3 Han Kena



Produt yang dibasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
To%umen Surat zin PengobatanTradisional.

/. FPengeiolaan Pengaduan

Melayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a. Tipn.; (0901) 3262043

b, ‘SMS .

c.  E-Mail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

%, Sarana dan Prasarana Pelayanan

Meja dan Kursi

Komputer

Mesin Pencelak (Printer)

Jaringan internet

1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

R = = )

o Yensi Pelaksona
Teriut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah dipercleh baik yang
torstruktur maupun yang tidak terstruktur |

angawasan internal

T ewnsen internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan gieh
r=iahal eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon 1ll, dan pejabat

=olar i dilakukan oleh pejabat eselon |l, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon 1l diawasi
oieh Asisten Bidang Administrasi Pemerintaban Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
eileh Inspekiorat serta Bupati secara umum.

ah Feiaksana
AN Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari :
=, Deqdasarkan jabatan;
= Kepala Dinas
o« Sekretaris Dinas
+ Kepala Bidang

s  Kepala Seksi
= Staf Pelaksana

TUTTET Hohupaten Mimika member jaminan layanan sesuvai dengan wakiu dan kualitas veog

=, sinp menerima sanksl sesual peraturan Perumles

e T ey ey
Tl CeEayens

il kel % e

upakan Produk yang Sah sools

N



i, tvaluasl Kinerja

.

Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP

Laparan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang dizjukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. lika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperiukan tidankan perbaikan
tlalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIP)

Uasar Hukum

Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Perubahan atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/1/2010 Tentang Izin dan
Fenyelenggaraan Praktik Perawat;

keputusan Bupati Mimika Nomor 49 Tahun 201Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Fersyaratan

¥

=

w

vovow

Surat Permohonan diatas Meterai Rp. 6.000,-;

Foto Cony ljazah yang Dilegalisir;

Surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktek;

Foto Copy KTP (Kab. Mimika)

Surat Rekomendasi dar iOrganisasi Profesi [ PPNI);

Surat Keterangan dari Pimpinan Tempat Kerja yang Menyatakan masih Bekerja sebagai Perawat;
SuratKeteranganBerbadanSehat Dari Dokter;

Pas Foto 4 x 6 { 2 Lembar ), dan 3 x 4 [ 2 Lembar ) Berlatar Merah;

Map Warna Merah { Berisikan Nama, Tempat Kerja, Nomor Telephone;

Proscriur

d.
b

Pemchon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
Femaohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan

dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;

c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin

d,

sesual prosedur dan ketentuan yang berlaky;
Pemchon mengambil 5K 1zin di loket pengambilan izin,

Waktu Pelayanan :

= Senin s/d Kamis +0B.30 wit - 15.00 wit
» Jlumat ‘0B.30 wit - 13.30 wit
» Jam Istirahat Pelayanan :12.00 wit - 13.00 wit
= Waktu Penyelesaian 1zin :Baru 2 Hari Kerja

:Perpanjangan 1 Hari Kerja

Miava : 07 ATIS (Rp.0-,)

Jl einYETED

vone dihasiikan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah

(=1

rakiek Perawat (31P)

| pemonon capat melaiui;

Lan yang telall worsedia pada Kotak Pengaduan



-

Z. 5Sarana dan Prasarana Pelayanan

a. Mejadan Kursi

b, Komputer

€. Mesin Pencetak (Printer)

d. Jaringan Internet

8. 1(satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

ompetensi Pelaksana
ferikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
abupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur

L Venigawasan Internal

awasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan aleh
;nizer'on IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselen |11, dan pejztal
~=='on |1l dilakukan oleh pejabat eselon 11, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon |l diawas
" Asisien Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruban tersebut diawasi
oien Inspektorat serta Bupati secara umum.

L3, Jumiah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari :

7. Berdasarkan Jabatan :
» Kepala Dinas
»  Sekretaris Dinas
= Kepala Bidang
Keirata Seksl
= Staf Pelaksana

1Z.Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesual dengan waktu dan kualitas yang
¢limnjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
wakiu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku

rinan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Covsrmen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
Periaku rian SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang 5ah serta dapat dipertanggung
imwabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika. ’

sie i zal secara verjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama

o
HeRe

i ofzh masing-masing Kepala Bidang pada rapal evolus <

= masyarasl dineroleh dﬂﬂga caramenysiiarien

¢ rin ey Han jenls fzin van -.‘;. i
' 1% .-'r a P T- 'l--'.-"|'l E-.'l.l.rrl_”_'L',llllr'r |:" |z ey i
rroteh <34 aow AR (sedang) maka diperiy’

T

L oaw 1
i e 1 E i-1‘}-'q"|’|u|| i;.}lﬁr!.;il‘:'nrrf:'-l-l

EYENATE KEDILE 4 Vel Xax,



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN ( SIPB )

Dasar Hukum

tf

=

YN ¥

v

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang lzin dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
fan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;
Feraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

~. rersyaratan

Surat Permohonan Pendirian BPM | Bidan Praktik Mandiri ) diatas Meterai Rp. 6.000,-;

Fote Copy |jazah yang Dilegalisir;

Foto Copy STRB ( SuratTandaRegistrasiBidan |;

Foto Copy KTP (Kab. Mimika};

suratRekemendasiPendirianBidanPraktikMandiri { BPM ) dari Organisasi Profesi

surat Rekomendasi Pemeriksaan BPM dari Puskesmas di wilayaht empat Bidan Praktik Mandiri.
Surat Pernyataan Memiliki Tempat BPM ( Bidan Praktik Mandiri }

Surat Keterangan Berbadan Sehat Dari Dokter;

pas Foto 4 x6 | 2 Lembar ), dan 3 x 4 ( 2 Lembar ) Berlatar Merah;

Map Warna Hijau | Berisikan Nama,Tempat Kerja, Nomor Telephone;

3. Prosedur

a.

b.

s

d.

pemohaon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan
dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;

Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

Viphtyr Bplavenfan
= Senin s/d Kamis :08.30 wit - 15.00 wit
7  hmmat 08,30 wit- 13.30 wit
# lam Istirahat Pelayanan +12.00 wit - 13,00 wit
# Waktu Penyelesaian lzin :Baru 2 Hari Kerja

:Perpanjangan 1 Hari Kerja

5. blaya : GRATIS (Rp.0-,)

. Produl Pelayanan ;

‘=it yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah

san Surnt lzin Praktik Bidan.

“wrn pemohon dapat melalui;

yang ielan iersedia pada Kotak Pengacu



d. Jaringan Internet
e, 1({satu) set peralatan SiM Pelayanan yang berbasis internet server

9. Rompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupalen Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

L, Fendawasan Internal

Svrseninternal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
et sslon |V, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon I, dan pejabat
toolon W dilakukan oleh pejabat eselon II, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi
ol=h Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oinh Inspektorat serta Bupati secara umum,

"

Lo dumlah Peiaksana
Jinas PMPTSP berjumliah 80 Orang terdiri dari ;

7 Tercesarianabatan:
= Hrpzla Dinas
= Sekretaris Dinas
* Kepala Bidang
= HKepala Seksi
= Staf Pelaksana

1%, Jaminan Pelayanan

Linas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
“rnjikan pada S0P masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
vialiu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan Yang
T ri=tei,

ToL iinan dleamanan dan Keselamatan Pelayanan

770 Arrnnistrasi Peiaky Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
verlaku dan 5K Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jrwabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

: Tvetuasi Kinerja

Ao Lunhimshfiniegkan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaiuasi bersania

B w ey
W AN Earl

hulanan disamparkan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi
o Misisbitan sprvey indeks kepuasan masyarakat diperoieh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
(775 prlzku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
woopiteab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
= st pelzyaran diparoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perhaiten
£ T »2hia target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditesr oy
“Uvonan berupa nevasi pelayanan berdasarkan kemajuan Lebins'l

pelayanan kepada masyaiakat,



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN TENAGA FISIOTERAPI

i. Dasar Hukum

a2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

b. Permenkes RI Nomor 80 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi;

¢, Peraturan Bupati Mimika Momor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan QOrganisasiTugas
dan Fungsiserta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;

d. Peraturan Bupati Mimika Nomer 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

e |

Persyaratan

% Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
pelayananTerpaduSatuPintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,

Foto Copy Surat Tanda Register Fisioterapi yang masih berlaku di Legalisir;

Foto Copy ljazah Fisiaterapi di Legalisir;

surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki SIP;

Surat Pernyataan Memiliki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tempat
Praktek Pelayanan Fisioterapi Secara Mandiri;

Surat Ketarangan dari Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan;

Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x & sebanyak 3 Lembar;

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

Foto Copy NPWP yang masih beriaku;

Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Setempat;

sural Aekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan pemoinon/
Perwakilan);

surat Pernyataan Memiliki Tempat Praktik;

YYY VY YNY Yy w

‘:"

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan
dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;

¢. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin
sesual prosedur dan ketentuan yang berlaku;

d. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

7. Waktu Pelayanan ;

* Senin s/d Kamis :08.30 wit - 15.00 wit
# Jumat :08.30 wit - 13.30 wit
= Jam Istirahat Pelayanan :12.00 wit - 13.00 wit
» Waktu Penyelesaian lzin :Baru 7 Hari Kerja

:Perpanjangan 3 Hari Kerja

€. Dizya: GRATIS (Rp.0-,)

S berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adaian
risioterapl

Jail pEMohon gapat meiaiul

I|| 3
S TAT,

Sluzn yang islah (eisedia paca Kolak Pengacuar



O. 5arana dan Prasarana Pelayanan

Meja dan Kursi

Komputer

Mesin Pencetak (Printer)

Jaringan Internet

1 (satu) set peralatan 5IM Pelayanan yang berbasis internet server

ap oow

m

%, Kompetensi Pelaksana
ferikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
¥atupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

~izenmy Internal

~~—rwasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf] dilakukan oleh
vooatieteselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselen lil, dan pejabat
“olop 1 dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon |} diawasi
Tdang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi

pexiorat serta Bupati secara umum.

vinas PVIPTSP berjumiah BO Orang terdiri dari ;

reasarkan Jabatan ;
= [agisla Dinas
= edreiaris Dinas
Kepala Didang
kenaia Selsl

v 5Staf Pelaksana

wllhd SR LT L AN

T PWAETAE Kebupaten Wimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualilas yang
dijmnjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
weokty yang telah dijanjikan maka, sfap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang

FeFaki
L1 jnminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Lion Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
Dorinbu dan 5K Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung

jmwahkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika,

i, Evaluasl Kinerja

wkilng smcara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
= “ =oeoeiian oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluadi
n masyarakat dineroleh denga tara menyeharioe:

Misly <A =i GE (sedang] maka diperiuie
pans == rmancany standard minimel v

3 ooani pelayanan: berdasarkany (cs
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STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN TENAGA FARMASI

Ps=ap Yykom

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

b.. Permenkes Rl Nomor B89 / Menkes/Per/V/2011 tentaﬂ'g Registrasi, lzin Praktekdan Izin
KerjaTenaga Kefarmasian;

c.. Peraluran Bupati Mimika Nomor 283 Tahun 2015;

Lo aspuiusan Bupati Mimika Nomor 49 Tahun 2015;Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun
2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Fenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;

e. Peraturan Bupall Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepada Kepala Dinas
Penanaman Medal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan

~ Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cqg Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-:

= Fato Copy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian yang masih berlaku di Legalisir;

~ Folo Copy ljazahTenagaTeknis Kefarmasian di Legalisir;

= Surat Keterangan Sehat dan Tidak Buta Warna dari Dokter Yang memiliki SIP;

- oural Pernyataan Apoteker /PimpinanTempat Pemohon Melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian;

# Surat Persetujuan Atasan Langsung;

» Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 3 Lembar;

7 Foto Copy NPWP yang masih berlaku;

» Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;

= Rekomendasi dari Organisasi Profesi sesuai Tempat Prakteknya;

# HRekomendasi dari Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Setempat;

» Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika;

~ Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.56.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan pemohon/
Perwakilan);

> Tempat dimana !

T Ttk

[
L.

remanon dalang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir:
Femohon menyerahkan formulir ke FrontOffice untuk pendaftaran izin dan

dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar:

v

fpabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin
s2zuni prosedur dan ketentuan yang berlaku;
Femonan mengambil SK 1zin di loket pengambilan izin.

altu Pelavanan ;
% Soanin sfd Xamis :08.30 wit - 15.00 wit
: 0830 wit - 13,30 wit

Ferpanjangan 3 Hari kerja

rrstandar Foiayanan yang letah diletaphkan agai;



7. Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a, Tipn.;  (0901) 3262043
b, M5
. E'.-v:lailu .
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

7, Eepena dan Prasarana Pelayanan
a. Meia dan Kursi
b, Kemputer
c. Mesin Pencetak (Printer)
a. Joringan Internet

a, 1 [satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

‘mmpetens| Pelaksana
rerikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSF)
“=humaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
{erstruktur maupun yang tidak rerstruktur

17, Pangawasan Internal

40 .0 Internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf] dilakukan cieh
“41 azelon IV, Penzawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon lll, dan pejabat
< 11 dilskukan oleh pejabat eselon I, selanjutiya Kepala Dinas sebagal pejabat esellon 11 diawasl
Coron Didane Admipistrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawas
si=l Inspektarat serta Bupati secara umum,

11, jumiah Pelaksana -
ASN Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari :

., [Perdasarkan Jabatan :
« leopala Dinas
= Sekrptaris Dinas
* Repala Bidang
*  Kepala Seksi

+ 5taf Pelaksana
waminan Felayanan

fiinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
¢iianjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
oty yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang

Deviatay,
-, j;=minen Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

| Acminisirasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
| #5 5Y Perizinan vang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
1 Dinzs PMPTSP Kabupaten Mimika.

. 1] PR T S

seve b | EbE o
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i pelayanan percass



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN TENAGA GIZI (ANALIS)

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

b Permenkes Rl Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga
Gizi

£, Paraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu Tipe A ;

Peraturan Bupati Mimika Nomaor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan

Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

L

Paersyaratan

# Mengisi Surat Permohonan di tujukan ke Bupati Kabuten Mimika Cq Kepala Dinas
Pananaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu bermeterai Rp. 6.000,- dengan
lampirannya;

¥ Surat Keterangan dari Pimpinan sarana Pelayanan Kesehatan yang menyatakan tanggal
mulai bekerja;

= Burat ¥eteraogan Sehat dari Dokter yang memilki Surat 1zin Praktek;

=~ ‘Zoneh Lokasidan Ruangan;

> Folo Copy Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi yang masih berlaku dan dilegalisir,

~ Foio Copy ljazahdanDilegalisir;

= Foto Copy KTP Pemchon yang masih berlakuy;
foto Copy NPWP/NPWPD

= [aps FotoUkuran 4 x 6 Sebanyak 3 Lembar;

PakarnendasidariDrganisasiProfest;

* lekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika/Pejabat yang berwenang,

F Tempat Praktek .

1 Temohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b, Femohon menyerabkan formulic ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

c. Dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Proses izin
lapjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;

¢!, Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang
herlaleur;

I ernahon mengambil SK 1zin di loket pengambilan lzin,

= Teninosfd Kamis : 08,30 WIT = 15.00WIT

' 0830 WIT-13.30WIT
~ irenistirenat felavenman 1 12.00 WIT-13.00 WIT
= Walttu Penyelesaian lzin  : Baru 7 Hari Kerja

: Perpanjangan 3 Hari Kerja

dlkan Stangar Pelgyanan yang telah diteiapan



£

Sarana dan Prasarana Pelayanan

a. Meja dan Kursl

romputer

nesin Pencetak ( Printer)

Jaringan Internet

1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis Internet Server.

Ppany

7. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Fintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang

terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
~=jahat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon |1, dan pejabat
eselon 1l dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

ii.jumiah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumlah B0 Orang terdiri dari :

7, Berdasarkan Jabatan;
» Kepala Dinas
s Sekretaris Dinas
= HKepala Bidang
« Kepala Seksi
e Staf Pelaksana

1Z. ilaminan Pelayanan

Dinas PMPBTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
wrkty yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang

lserlakuy,
{7, j=minan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Gokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesual standar yang
serlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
\~rabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

reatuast Bineria

~uaiumsl dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
[Mingunman DPMPTSP
Liilar an dienranaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evatu=si
oo bapuasan masyarakat diperoleh denga cara menyeharkan i

bt e L B - ol nn lenis izin vans o A

arcot paniTinn (encapal slandars i
wanan berupn inovasi pelayanan berdasarkan kemzjusn Lesood
“am pelavanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN TOKO OBAT

i. Dasar Hukum

3
ly.
C.

Undang = Undang Nomor 149 Tahun 1949 Tentang Ordonansi Obat Keras:

Undang — Undang Nomar 5Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

-nerng = Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

renutusan Menteri Kesehatan Republik indonesia No. 1331/ MENKES/SK/ /2002 tentang
FrrubahanatasPermenkes Bl No.167/KAB/B.VII/1972 Tentang Pedagang Eceran Obat:
Ceraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tenta ng Kedudukan, Susunan Organisasi
Tugasdan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayananTerpaduSatuPintuTipe
Feraturan Bupati Mimika Nomaor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

=. FPersyaratan

= Surat Permohonan lzin Pendirian Toko Obat bermeteral Rp. 6.000,- ;

= Sural Perjanjian Akta Notaris Asisten Apoteker dengan PSA ( Pemilik Sarana Apoteker );
#  Tote Cony KTP Pemilik, Asisten Apateker;

» ljazah Asisten Apoteker;

# Surat izin Kerja Asisten Apoteker;

s Sural Pernyataan Asisten Apoteker bekerja Full Time di Apotik tersebut bermeterai Rp.
-~ surel Periyaiaan Asisten Apoteker tidak bekerja di Apotik lain bermeterai Rp. 6.000.- :
# Foto Copy SuratizinTempat Usaha (SITU)&Suratizin Usaha Perdagangan ( SIUP);

» Denah Lokasi dan Denah Ruangan Toka Obat;

= Lokumen izin Lingkungan Hidup {SPPL/UKL-UPL,AMDAL) Terbaru 1 Rangkap

» PRekomendasi dari Kepala Puskesmas Setempat;

~ Daftar Obat-Obatan yang akan Diperdagangkan;
# PasPhoto Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 Lbrdan 3 x 4 sebanyak 2 Lbr { Pemilik Sarana )

1 Prosodurp

e

¥

d.

Pemahon datang ke loket Receptfon mengambil dan mengisi formulir;

Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat’
rriministrasi secara lengkap dan benar:

Diiakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Proses lzin
frrjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;

Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang
e riete:

“emohon mengambil SK izin di loket pengambilan Izin,

SUEE0 VI = 15000 WIT
AR 30 VAT = 13,30 WIT

A0 = 1309 WIT
Baru 3 M= zit

".'"r";""_i' B i :-ﬁ:d[':, ;ﬂ};;.ﬂ

=chaf dlanGar Feayanan yang (elah ditelapan.aes
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Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon d=- ~lalui:

A, Tipn.;  (0901) 3262043

& Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

>arana dan Prasarana Pelayanan

. Meja dan Kursi

b. Komputer

c.  Mesin Pencetak | Printer)

1. Jaringan Internet

1 {satu] set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis Internet Server.

5

rfompetenst Peiaksana

Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
abupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

nrawasan internal

thnawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
i8at eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon W1, dan pejabat

csclon W dilakukan oleh pejabat eselon |1, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi

|
i

f Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi

olzh inspektorat serta Bupati secara umum.

L. iumiah Pelaksans

ASN Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari :

ex
o

e

Sy
e R

Frinss

Berdasarkan Jabatan :
¢ Kepala Dinas

+ Solretaris Dinas

e Hepala Bidang

v Kepala Seksi

Staf Pelaksana

k]

=inan Pelayanan

e PMTTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang

ihen pada S0P masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
v=nz telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang

man teamanzn dan Keselamatan Pelayanan

‘umen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar vang

i2ku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
=bikan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika,

T e

JSEginercazir=a linekatan eseion gan ainu
| SOk ThEsIing- 1 SO D Il EMNE Da20a Tan
A0 masyardhel tinerpleh denga cara inemueleb o f 1

dius iz Besd Lockan jenis izin yang Jiajuio,

) 1 e e (el

' L CRR A I O Eo
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STANDAR PELAYANAN

SURAT IZIN PRAKTEK [51P] DOKTER

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X /2011 Tentang
I2in dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran:

€. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Creanisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;

d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewen3s ngan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan
Surat Permohanan diatas Meteral Rp. 6.000,-;

Foto Copy ljazah yang Dilegalisir:

Foto Copy STR;

Foto Copy KTP (Kab. Mimika)

Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi:

Surat Keterangan dari PimpinanTempat Kerja vang Menyatakan masih Bekerja sebagai Dokter:
Surat Keterangan Berbadan Sehat Darj Dokter;

PasFoto4x6(2 Lembar ), dan3 x4 (2 Lembar ) Berlatar Merah;

Map WarnaBiru ( Berisikan Nama, Tempat Kerja, Nomar Telephone:
Tarmpat Praktek :

v

Y Y OY ¥

"y

rosecur

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi farmulir;

0. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran jzin dan
di'amipirl syarat administras! secara lengkap dan benar;

¢. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku:

d. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

YWaktu Pelayvanan :
» Senin s/d Kamis :08.30 wit - 15.00 wit
7 et 0830 wit - 13.30 wit
-~ Jam Istivahatl Pelayanan 112,00 wit - 13.00 wit
= Waktu Penyelesaian Izin :Baru 2 Hari Kerja
:Perpanjangan 1 Hari Kerja

Dlava : GRATIS (Rp.0-,)

ok Meiavanne s

T b difasiitan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
rrtitin Fraktek Dokter

Vpemiohan dapat melalui:

e pada Kotak fenses



d. Jaringan Internet
g. 1 ({satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

£ Koempetenst Pelaksana
Rerikut adalah Profil 5taf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu 5atu Pintu (DPMPTSP)
¥abupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur

“hgawasan internal

rongawezsan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf] dilakukan olen
poighat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon Ill, dan pejabat
e=rlon 1 dilakukan oleh pejabat eselon |, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
cl=h Inspektorat serta Bupati secara umum.

i jurniah Pelaksana
| Dinas PMPTSP berjumlah B0 Orang terdiri dari :

a. Berdasarkan Jabatan:
= Kepala Dinas
= Sakretaris Dinas
= Kepala Bidang
~ Kepala Seksi
a2 Staf Pelaksana

Imminan Pelayanan

Tieas PP TSP Kabupaten Mimika member Jaminan layanan sesual dengan waktu dan kualitas yang
tilanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
wrktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang

=, jPminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

ratumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berfzby dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang 5Sah serta dapat dipertanggung
wabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

vrinasi Kinetja

- Furluesidilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
ailirgdunzan DPMPTSP
L=noren bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi
=hytan survev indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisianer kepac
LT ke usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan, Pelakl Usaha stan
meqlawsh 14 ftem pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
nonealabian 1:’.::1 pe1m,r:=nan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaitan
oy e e Rk tarret penitaian mencapal standard minimal wape tafaly flizetontog
nig wiast pelayaman berdasackan Beapa)ls

vy pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN PENYELENGGARA OPTIK (SIPO)

Dasar Hukum :

oD O

i e SR -

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang lzin Optikal;
peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan CrganisasiTugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A :
peraturan Bupati Mimika MNomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
pengelalaan dan Penandatanganan perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

fersyaraian :

a.

curat Permohonan ditujukan Kepada Bupati twimika Cg Kepala Dinas Penanaman Modal can
pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimixa Bermeterai Rp. 6000,

Fato Copy NPWP yang masih berlakuy;

Foto Copy Akta pendirian perusahaan apabila berbentuk badan;

fFoto Copy SIUP/TDP perusahaan atau pemohon;

Foto Copy ljasah Tenaga Ahli Refraksionis Optise sebagai penanggung jawab teknis;

Foto Copy ljasah Tenaga Pelaksanan Pelayanan atau Asisten Refraksionis Optisie;

Surat Pernyataan Kesediaan Tenaga Ahli Refraksionis Optise sebagai penanggung jawab pada
optikal yang akan didirikan;

Surat Perjanjian Kerjasama pemilik sarana dengan Tenaga Ahli Refraksionis Optisie;

Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki SIP;

Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
Surat Rekomendasi dari OPD terkait (jika diperlukan);
Bukti Kepemilikan Tanah (Milik pribadi / sewa);

. Tas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 3 Lembar;

fi. Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp. 6.000,- [ apabila dalam pengurusan bukan pemohon/
Perwakilan);

Prosecur:

2 Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b, Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar,;

c. Apahila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku,

d. Pemaohon mengambil SK (zin di loket pengambilan izin,

Wiaktu Pelayvanan :

-

Senin sfd Kamis : 0830 wit - 15.00 wit

izl - DR.30 wit - 13,30 wit

vy i=firniat Pelavanan ) 12.00wit-13.00 wit
Yy Termreleszian izin 1 Baru 7 Hari Kerja

Perpanjangan 3 Hari Kerja

=prkan stancar C=avanan yang telah diteis i



Pengelolaan Pengaduan

pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a, Tlpn.;  (0901) 3262043

b, SMS ;

c. E-Mail ;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

Sarana dan Prasarana Pelayanan

a, Mejadan Kursi

Komputer

Mesin Pencetak (Printer)

laringan Internet

1 (satu) set peralatan 5IM Pelayanan yang berbasis internet server

s

m

Kompetensi Pelaksana ;
ACM Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
Lerdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah dipercieh.

. Pernpawasan internal :

Pengawasan Internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana [staf) dilakukan

oleh pejabat eselon V. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon Ill,

dan pejabat eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon Il selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat _
esellon I diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan

keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

1. Pelaksana :

(=

ASHN Dinas PMPTSP yang terdiri dari :
a. Kepala Dinas;

. Sekretaris Dinas;
c. Kepaia Bidang;
¢, KepalaSeksi;

e, Staf Pelaksana;

Jaminan Pelayanan !

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
diianjikan pada S0P masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku,

I, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

Nokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standrr yag
herlaku dan 5K Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
iwabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

2. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan sselon dan atau rapat evaiuasi
barsama dilingkungan DPMPTSP;
e bulanan dicampalkan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi;

EN i = incels kepuasan masvarakat diperoleh denga cara memyelgthee =y =0

Al vang mepgurus izin berdasarkan jenis izin yani
i item peikaiyedn Yaig ada bherdasarkai

prean Gardfn 5 peiavanenl, Ap2bhig
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STANDAH PELAYANAN
SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI [SIDGI)

Dasar Hukum

3}

o m e n oo

=

Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Undang-Undang Momor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomaor 2052/Menkes/Per/X/ 2011 tentang lzin Praktik dan
r=laksanaan Praktik Kedokteran; _

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birikrasi Nomor 15 Tahun
Z014 tentang Standar Pelayanan;

Ferpiuran Bupati Mimika Momor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasiiug?s
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe /4
Feraturan Bupali Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan FPerizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman WModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

yoraian
Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-
Folo Copy Surat Tanda Register (STR) yang masih berlaku di Legalisir;
Foto Copy ljazah di Legalisir,
Foto Copy NPWP yang masih berlaku;
foto Copy lzin Cperasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih beriaku;
Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki SIP;
Surat Pernyataan Memiliki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada
sarana yang bersangkutan;
sural Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
CTekgiznuasl gari Kepala Dinas Kesehatan;
a5 Foto terbaru warna Ukuran 4 x & sebanyak 4 Lembar;
Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan pemohon/
Ferwakilan);

Prosecur

k.

C.

remohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

Pemohon meayerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
ndmyinistrasi secara lengkap dan benar;

fpabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
voanz Beriakis

remohon mengambil 5K Izin di loket pengambilan izin.



™

16.

=r

Menpelolaan Pengaduan ;

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a. Tlpn.; {0901) 3262043

b. SMS ;

c.  E-Mall;

. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

Sarana dan Prasarana Pelayanan

3, Meja dan Kursi

. Komputer

. Mesin Pencetak (Printer)

d. Jaringan Internet

=, 1{satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

Koempetensi Pelaksana:

ASN di DinasPenanaman Maodal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperaleh baik yang terstruktur maupun
yang tidak terstruktur,

Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana {staf} dilakukan
nleh pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat aselan |,
dan pejabat eselon N dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabatl
asellon 1| diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

Peiaksana ;

ASM Dinas PMPTSP yang terdiri dari :
Kzpala Dinas;

Sekretaris Dinas;

Kepala Bidang;

Kepala Seksi;

staf Pelaksana;

® a0 o

L, daminen Pelayanan |

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesual dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang beriaku,

. jrrinan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

Dokumen Administrast Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag

harlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung

imwahkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

Evaluasl Rinerjp i
cualunsi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eseion dan atau rapat evaluasi

sy dHintlwnesn DPMPATSE,
=L AR :;--.-'r'--,:u'l- nleh masing-masing Kepala Bidang pada rapai ov
RE AT jo e ceks keouasan masyarakal diperolenh denga cara melys

' yang menguros izin berdasarken jenls biin
i 14 item pertanyazn yang ada bercasarkan
a7t pengolahan datay pelavanan diperoleh <34 aten ©
“ar dalam osos pelayanan. Apaniia L
nogitetanksn cvaka perlu perangxatan e

i“ri‘i 105 ZLN] & WG es1 EI\J [TE L u.l-..__'_ T



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN KERIA DOKTER INTERNSIP (SIPDI)

U a5aF HURUGT

& oo

[g]

undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 Tem'ang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Momaor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
Paraturan Menteri Kesehatan Momor 299/MEMKES/PER/II/2010 tentang Penyelenggara
Mroeram Internsip dan Penempatan Dokter Pasca Internship;
Srraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/ 2011 tentang lzin Praktik dan
Felaksanaan Praktik Kedokteran;

aturan Mentari Pendavagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birikrasi Nomor 15 Tabiun
2014 tentang 3tandar Pelayanan,
Feraturan Bupati Mimika Nomor S8 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan OrganisasiTugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A
Peraturan Bupati Mimika MNomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Fancelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan MNon Perizinan Kepada Kepala Dinas
Foqanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

ol

surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
fulavanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 60C0,-;
“oio Copy Surat Tanda Register (STR) yang masih berlaku di Legalisir;
Foto Copy ljazah di Legalisir;
Foto Copy NPWP yang masih berlaku;
Fato Cony lzin Operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlaku;
Jyrat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki SIP;
Sural Pernyataan Memiliki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
tierat Rekomendasi dari Organisasl Profesi;
surat Bekomendasi dari Kepals Dinas Kesehatan;

s fpto terbary warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 Lembar;
“urat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.5.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan permohan/

Tarwakiian);

Fomhon datang ke laket Reception mengambil dan mengisi formulir;

= anten menyerahkan farmulic ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampin syarat
Jisteasi socara lengkap dan benar;

i~ iia harkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan

urne borfaku;

remohon mengambil SK izin di loket pengambilan izin.

03,300 writ - 15.00 wit
0B 30w - 13,30 wit
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Fengelolaan Pengaduan ;
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a. Tipn,; (0901) 3262043

b, SMS ;
c. E-Mail;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

Sarana dan Prasarana Pelayanan :

a, Meja dan Kursi

bh. Komputer

c. Mesin Pencetak (Printer)

d. Jaringan Internet

1 {satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

3

tamreiensi Pelaksana:

ASN di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP] Kabupaten rimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang terstruktur maupun
yang tidak terstruktur.

1. Pengawasan Internal &

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
olah pejabat eselan IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejahat eselon I,
dan pejabat eselon 1l dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
pcolion || diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanzan
kpsaluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

Eeiaksana :

KEN Dinas PMPTSP yang terdiri dari:
a. iepala Dinas;

b, Selretaris Dinas;

g FEpel Didang:

d; ':’.?;_-'F‘Eﬂ 5'-?*51;

Staf Pelaksana;

rd

. tomiman Pelavanan:

v

Ginas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
difanjivan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
- sq wakty vane telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
borlaku dan 5K Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

v uasidneny
- rostieasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
s OPMPTSP;

s oleh mastid-rnasing Kepala fidang Dad

IETIE IR pETEaS
' .;"_.’:.-l-i'- ¥ 3 r 7 Ll i
i~rhatkan dalam proses pelayanan. Apabiia 197 1
lelaly ditetapkan maka perlu peningkatan pr

e kemajuan tekneiogi informasi guna peningkalan
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b.

C.

d.

B

r.

B-

h.

STANDAR PELAYANAN

SURAT IZiN PRAKTEK DOKTER GIGI (SIPDG] PRAKTER DOKTER MANDIR|

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Undang-Undang Nomar 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/ 2011 tentang lzin Praktik dan
Felaksanaan Praktik Kedokteran:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Momor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan OrganisasiTugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu Tipe A ;
Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Mon Perizinan kKepada Kepala Dinas
Fenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Fersyaratan ;

d.

b

o
il

Es

¢
e

B-

h.

i

Surat Perrnohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cqg Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Telavanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

solo Lapy Surat Tanda Register (STR) yang masih berlaku di Legalisir;

rolo Copy ljazah i Legalisir;

Foto Copy NFWF yang masih berlaku;

Futo Copy Izin fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlakuy;

Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki S1P;

surat Pernyataan Memiliki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tempal
Praktek Secara Mandiri;

Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Surat fiekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 Lembar;

Surat Kuasa Pemehon bermeterai Rp.6.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan pemohon/

Forwakilan);

C

d.

Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

perpahon menyarahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

Apahila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
vang berlakuy;

Permohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

07 30wl = 35 Mgt
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7. Pengeiclaan Pengaduan |
Felayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a, Tlpn,;  (0901) 3262043
SidS 3
E-pail
nengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

an e

Snrana dan Prasarana Pelayanan

a. Mejadan Kursi

b, Komputer

Mesin Perncetak (Printer)

Jaringan Internet

1 [satu) set peralatan S5IM Pelayanan yang berbasis internet server

1

m

Kompetensi Pelaksana ;

ASN di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu {DPMPTSR) Kabupaten Mimika
bardasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang terstruklur maupun
yang tidak terstruktur.

SOST RSO TR SRR

~wasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf] dllakukan
nieh peiabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabzt eselon IV dilakukan gleh pejabat eselon i,
Uan pejabat eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon 11, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
esellon || diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan

koseluruban tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum,

o Meloisarnia
MSN Dinas PMPTSP yang terdiri dari :
Kerrata Dinas;

. Sekretaris Dinas;

o “epala Bidang;

. hepala Selsy;

staf felaksana;

o ol

{

1]

. Jzminzn Felayanan:
Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
diizniikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan cesuai
denzan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku,

. izminnn Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :
Dekurmen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
barlatu dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
awabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika. L

“ealuaci dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselen dan alau rapal evajuct

! =’ DPMPTSE,;
inaryolel rrxsing-masing Kepala Bidang pa
. r e o +
U & v i ! ARE EDE (OPTHEAT
molahai ol elavanan diperoleh <30 4l
ey Gl 5 pelayanane Apzaita |
3y gitel mhe e e poslos peminghkalan ot i i

an kemajuan tekngiopi informasi guna peningeaisi |
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STANDRT \N
SURAT IZIN PRAKTER L . . \ANDIR! (SIPDM}

asar Hukum

iindang-Undang Nomaor 25 Tahun 2000 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Feraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/ Menkes/Per/X/ 2011 ter -ng izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birc rasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 9017 Tentang Kedudukan, Susunan OrganisasiTugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpa lu Satu Pintu Tipe A
Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendel gasian Kewenangan
pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Nen Perizinan K:opada Kepala Dinas
pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan

a.

- B o o

9

d

Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cg Kepala Dinas Penunaman Modal dan
Pelayanan Terpadu 5atu Pintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,~;

foto Copy Surat Tanda Register {STR) yang masih berlaku di Legahisir;

Foto Copy ljazah di Legalisir;

Foto Copy NPWFP yang masih berlaku;

Foto Copy lzin Operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlahu;

Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki 51P;

Surat Pernyataan Memiliki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehalan atau Tempat
Praktek Secara Mandiri;

Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan:

e Tidak melakukan tindakan aborsi.

- tentaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan etika profesi.

surat Bekomendasi dari Crganisasi Profesi;

<urat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 Lembar;

Syrat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan pemohan,

Ferwakilan);

. Pamophon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
1. "amnhon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan

i syarat administrasi secara lengkap dan benar;
‘ - 5, s=lanjutnya diproses penerbitan izin

hWETE

Sil 5% (2 ) loket pengambian izin.



b by fW AR =

~ Senin s/d Kamis :08.30 wit - 15.00 wit

 Jumat :08.30 wit - 13.30 wit
¥ Jam Istirahat Pelayanan :12.00 wit - 13.00 wit
= Waktu Penyelesaian (zin :Baru 7 Hari Kerja

‘Perpaniangan 3 Hari Kerja

&1

Ciaya : GRATIS {Rp.0-)

v Trodul Pelayanan ;
Produl yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
nabumen SURAT 1ZIN PRAKTEK DOKTER MANDIRI (SIPDM).

— N

1=y Penpaduan

Pl ayanan Infarmasi Pongaduan pemohon dapat melaluic
7 Tlpn.;  (0901) 3262043

b, SMS

g E-haily

¢, iAengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

sarana dan Prasarana Pelayanan

a. Meja dan Kursi

b Komputer

et Mesin Pencetak (Printer)

o Jaringan Internel

o, 1 {satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

Yemnetensi Pelaksana

mosikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Maodal dan PelayananTerpadu 5atu Fintu (DPMPTSPR)
vabunaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
toestrukiur maupun yang tidak terstruktur : (terlampir).

17, Tengawasan |nternai

Fengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf} dilakukan oleh
pejabat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon lil, dan pejabat
sselon |1l dilakukan oleh pejabat eselon 11, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellan 11 diawasi
alah Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
olel Inspektoral serta Bupati secard umum.

11, Jumiah Pelaksana
20 [3ie s PMPTSP berjumiah 80 Orang terdin dari :
7, Derdasarkan Jabagan:

aPian +10rang

A Orane



b, Berdasarkan Pendidikan:

s  Magister/ Master (5-2) : 7 0rang

s Sarjana(5-1) 141 Orang

» Dinloma (D-11} 14 Orang

n SMA : 28 Qrang
SMP :-

¢, Herdasarkan Golongan :

= Htedcan (Y :30rang
* oolgngan HI 1 29 Orang
= Golongan |l : 12 Orang

iZ. laminan Pelayanan

Dinas PVPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan wakiu dan kualilas yang
flijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berialkuw,

1I. inminan Reamanan dan Keselamatan Pelayanan

Crekurien Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesual standar yang
Cclviy den SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
iawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

1. Evaluasl Kinerja

2. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP

tr. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

. IMeta kukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan, Pelaku Lsaha akan
menitwab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. hika dari hasil
penpalahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau €5 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
Irformasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN KERJA AHLI KESEHATAN MASYARAKAT (SIKAKM)

Dasar Hukum :

a, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

b. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Momor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan OrganisasiTugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu 5atu Pintu Tipe A |

&, Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan MNon Perizinan Kepada Kepala Dinas
Fenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Fersyaratan :

2, Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
ErisyananTerpaduSatuPintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

b7, Foto Copy Surat Tanda Register (STR] yang masih berlaku di Legalisir;

¢. Foto Copy ljazah yang di Legalisir;

d. Fato Copy NPWP yang masih berlaku;

e. Foto Copy lzin Operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlaku;

f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki SIP;

g. Surat Pernyataan Memiliki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tempat
Praktek Pelayanan Secara Mandiri;

h. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada
sarana yang bersangkutan;

i, Surat Rekomendasi dari Qrganisasi Profesi;

i, Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

k. Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 Lembar;

|, Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- | apabila dalam pengurusan bukan pemohon/

Porwakilan);

‘rosecur:

Femohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar; -

e Apabila berkas lengkap, selanjutnya diprases penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan

ymme Bar]ab

R

1 Pemchon mengambil SK (zin di loket pengambilan izin.

“rain sfd Kamis o 0830 wit - 15.00 wit
opdoly o 0830 wit - 13.30 wit
s El e T R 12 .00 wit - 13.00 wit

Perpanjangan 3 Hari Kerja

=
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renecelalaan Pepgaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a. Tiprn.;  (0901) 3262043
b. SM5 ;
c. E-Mail;
d. Mengisi Farmulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;
Sarana dan Prasarana Pelayanan ;
2. Meja dan Kursi
b, Kemputer
c.. Mesin Pencetak {Printer)
Jaringan Internet
1 {satu) set peralatan 5IM Pelayanan yang berbasis internet server

ftampetensi Pelaksana :

ASH Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Kellmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

Tentwasan Intemal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
nleh peiabat eselon V. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon 11,
than pejabat eselan |1 dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
ssellon 1l diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
koseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

L Felaksang:

ASM Dinas PMPTSP yang terdiri dari :
¥apala Dinas,

. Sekretaris Dinas;

lKepala Bidang;

Kepala Seksi;

Staf Pelaksana;

A

Lr.

I o

[Fripan Pelavanan :

[ieag TAAPTSP ¥ahupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang

dianjivan poda S0P masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan lidak dilakukan o5l
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku,

©, jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

Datumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
barlabu dan S¥ Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
inwabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

i

Tuslipsmi dilszutan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapel evaiuas
iy g wlEmOPMPTSE;
ween taderr o Siszmpaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapal evijusns,
sooa sareoy Indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarian | T
' ' Uoouspha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diafelan, Pt

i ioyang ada berdasss

FEIVETE Kallid) Dl &=
aiEn telasl SrSaes pelevalivil. MAE i

rlah ditetaphan ssaka periu peningrals
cemejuan ieknologi informas) guna penin



STANDAR PELAYANAN
SURAT ILiN KERJA ASISTEN ENTOMOLOGI KESEHATAN [SIKAEK]

Casar Hukum :

3. Undang-Undang Momar 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

b, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

C. feraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia MNomor 80 Tahun 2016 Tenlang
Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan;

t. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birgkrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

e Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan OrganisasiTugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A |

f. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Fengelolaan dan Pernandatanganan Perizinan dan Mon Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan @

2. Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
palayananTerpaduSatuPintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

h. Foto Copy Surat Tanda Register (STR) yang masih berlaku di Legalisir;

¢, Foto Copy ljazah di Legalisir;

d. Foio Copy NPWP yang masih berlaku;

e. Fota Copy lzin Operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlakuy;

£ Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki 51P;

o, Surat Pernyataan Memiliki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Termpat
Praktiek Pelavanan Secara Mandiri;

b, Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada
sarana yang bersangkutan;

|, Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

i, Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan,

k. Fasrato terbary warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 Lembar;

|, Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- [ apabila dalam pengurusan bukan pemohon/

Perwakilan);

Frosedur :

a. FPemaohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

B, Pemohon menverahkan formulic ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
sedministrasi secara lengkap dan benar;

c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan (zin sesual prosedur dan ketentuan
vang herlaku;

d. Pemohon mengambil SK 1zin di loket pengambilan izin.

by Ndmemmon =

g kel v DBA0 WAL - 1500wt

L s -
i @ Bare T Hamiasna
Ferpanjangah 3 Han Kerja
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pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohos tapat elalui

a. Tpn.; (0901) 3262043

b. SM5

¢. E-Mail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah ters 1 pada Kotak Pengaduan;

t=rana dan Prasarana Pelayanan

2. Mejadan Kursi

b, Yompuler

¢, Maesin Pencetak (Printer)

d. Jaringan Internet

£, 1[satu) set peralatan SIM Pelayanany . L internet server

Kompetensl Pelaksana :
ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelay nai Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten NMimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatibian yang pernah diperoleh.

Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara bl 2njang. Pengawasan terhadap pelaksana {staf) dilakukan
oleh pejabat eselon IV. Pengawasan 1~ iap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon b,
dan pejabat eselon Il dilakukan oleh pejabal oselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
esellon Il diawasi oleh Asisten Bidang Au nistrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

Feiaksana:

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari
4. Kepala Dinas;

% Selretaris Dinas;

c. Kepala Bidang;

Eranla Seksi;

staf Pelaksana;

5

., Jaminan Pelayanan :

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesLai
¢onpan wakiu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

;. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan:

natumen Administrast Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai stenniar yag
berlaky dan 5K Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
iawahkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

. Teslupsio dlilakuban secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluesi
fimmam —.-.nnlqr-.-rsp-: b

rarvalen masi 5 : SO0 IS SR G



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN KERJA PERAWAT GIGI (SIKPG]

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

b, Undang Undang Nomar 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

£ Peraturan Menterl Kesehatan Republik Indonesia Nomaor 20 Tahun 2016 Tentang lzin Dan
Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut;

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

£, Peraturan Bupati Mimika Nomaor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan OrganisasiTugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Fintu Tipe A}

f. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu Kabupaten Mimika ;

Fersyaraian ;

a.. Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cqg Kepala Dinas Penanaman Modal dan
pelayananTerpaduSatuPintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

I roto Copy Surat Tanda Register Perawat Gigi yang masih berlaku di Legalisir;

. folaCopy ljazah Perawat Gig] di Legalisir;

o, Folo Copy NPWP yang masth berlaku;

e. Folo Copy lzin Operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih beriaku;

f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki SIP;

g, Surat Pernyataan Memiliki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tempat
Praktek Pelayanan Secara Mandiri;

h. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada
sarana yang bersangkutan;
“urat Nekomendasi dari Organisasi Profesi;

j.  Sural Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

k. PasFoto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 Lembar;

|, Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- | apabila dalam pengurusan bukan pemohon/
Poerwakilan);

remghon datang ke loket Reception mengambil dan meng:si formulir;
Saraohon menverabkan formulic ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat

3

7 gl F | g |

Fmiristrasi secara lengkap dan benar;
¢, Joanhila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan keteniuan
yang berlaku;

d. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

08.30 wit - 15.00 wit

Ao L
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Perparn|fisTn 3 Har nar
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Pelayanan Informasi Pengaduan pemochon dapat melalui;

a. Tipn.: (0901) 3262043
b, SMS ;
¢, E-Mail; :

d. Mengisi Farmulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

Sarana dan Prasarana Pelayanan:

a. Meja dan Kursi

b. Komputer

t. Mesin Pencetak (Printer)

d. Jaringan Internet

e. 1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

Komupetensi Pelaiisana :
%51 Dinas Pepanaman Modal dan PelayananTerpadu 5atu Pintu [DPMPTSP) Kabupaten Mimika

berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

. Pengawasan Internal :

pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
nleh pejabat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon I,
dan pajabat eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon II, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
psellon Il diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

Pelaksana:

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari
a. Kepala Dinas;

. Selkretaris Dinas,

. “eptia Bidang;

[izpala Soisl

s, Staf Pelaksana;

. B

L, laminon Pelayanan ©

Piroe PAMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualilas yang
fienittzn pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dengan waklu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

1. [arainan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

Oetumen Adminisirasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
barlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapal diperta grung
jrwabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

S SWistuteo senara herjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluas
Lersama dilingkungan DPMPTSP;
| =40 bilanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi;
= =  su-.z indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara monycionies
' ' wang amern i ous iZin Derdusarkan |enis L -

= |

nenlalian 1ata pelavanan dipsrpieh <30



STANDAFE PELAYANAN
SUNAT IZIN KERJA TENAGA RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPL [SIKRR)

Uasar Hukum

i

[EL I~

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang Undang Namaor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; u
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi dan Izin
Keria Radiografer;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang
Pepyelenpgaraan Pekerjaan Radiografer;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

Feraturan Bupati Mimika Momaor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan OrganisasiTugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu 5atu Pintu Tipe A
Peraturan Bupati Mimika Nomer 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelalann dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanamon Modal dan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu Kabupaten Mimika ;

AV aoEn .

Sirat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
FelayananTerpadusatufintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

Fota Copy Surat Tanda Register (5TR) yang masih berlaku di Legalisir;

Fora Copy ljazan di Legalisir;

Foto Copy NPWP yang masih berlaku;

Foto Copy lzin Operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlaku;

Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki 51P;

surat Fernyataan Memiliki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tempat
Feattak Pelavanan Secara Mandiri;

surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada
sorana yang bersangkutan;

Surat Aekomendasi dari Organisasi Profesi,

Turps Mekomendasi dan Kepala Dinas Kesehatan;

Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 Lembar;

Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan pemochon/
Perwakilan);

mnon Colens ke loket Reception mengambii dan mengisi farmuliry
shnn menyzrahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarnt

afedrnel SRpara [{.-ng_l(ap dan benar;
I Lorigs lenghkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan kelentuan

B Ty Ty

 hen monpamibl 5K [ zin di loket pengambilan izin,
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Produk Pelayanan ;
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen SURAT IZIN KERJA TENAGA RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (SIKRR)

Pengelolaan Pengaduan :

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
2. Tlpn.;  (08901) 3262043

b. SMS;

c.. E-Mail:

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

Sarana dan Prasarana Pelayanan

a. Meja dan Kursi

b. Komputer

c. Mesin Pencetak (Printer)

d. Jaringan Internet

e 1(satu) set peralatan 5IM Pelayanan yang berbasis internet server

Komprtensi Pelaksana ;
A5N Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernan diperoleh,

Pengawasan Internal :

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
oleh pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon |,
t'an pejabat eselon | dilakukan oleh pejabat eselon |l, selanjutnya Kepala Dinas sebagal pejabat
esellen |l diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

Pelaksana:

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari ¢
a. kenola Binas;

b, Sekretaris Dinas;

c. Kepala Bidang;

d. Kepala Seksi;

e, Staf Pelaksana;

Jlaminan Pelayanan ;

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas vang
dijanjikan pada S0P masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
denpan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
ungangan yang berlaku.

Z. jaminen Keamanan dan Keselamatan Pelayanan ;

Dokumen Administrasl Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
barlabu dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
j~weabten oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

Jenjang Gerdasarkan tingkatan eselon con

n eieh masing masing Kepala flidane pada rr
[vidasan Miazyaredzl diperoleh denpa cam |
vang mengurus izin berdasarkan jenis izin g
itom portpriesan vang afda Berdasarss

=N e Yan molary ormons peisyenan Apablie wmrmse

Al spill pEminels
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najuan teiknolil inieimash guna panibighes
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STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN KERJA TENAGA RADIOLOGI [SIKR)

iR ie!
Linfang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan:

ieraturan Menter Kesehatan Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi dan lzin

foturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 leptang
I'nnveiengearaan Pekerjaan Radiografer;
refaluran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
ZoU tentang Standar Pelayanan;
Lrzluran Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan OrganisasiTugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;
Feraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Fengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non' Perizinan Kepada Kepala Dinas
Fenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Alsl rermononan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
FolvananierpaduSatulintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;
ey surat Tanda Register (STR) yang masih berlaku di Legalisir;
y ifazaidi Legaiisi;
& Capy NPWPE yang masth berlaku;

i Capy lzin Operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlaku;
“iios nEleETalhgan aehat dari Dokter Yang memiliki SIP;
Surat Pernyataan Memiliki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tempat
Mratiek Pelayanan Secara Mandiri;:
surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada
RS ADUNAE 5-—-r"."-1'|‘.uf_.1!'|,'

el fERemendast carturganisasi Profesi;
sitret Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan:
®os Tota berbare warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 Lembar;

sural Kuasa Pernohon bermeterai Rp.6.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan pamohon/

FHAtnH -

2t Neception mengambil dan mengisi formulir;
Fomanon menyerankan formulic ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
2 ristrasl secara lengkap dan benar:
foiin berkas lenghap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketenluan

I.l

b s Enin dl loket pengambilan izin,
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Pengelolaan Pengaduan

Peliyanan Infermasi Pengaduan pemehon dapat melalui!

a. Tlpno;  (0901) 3262043

b.. S5M5

€. E-Mail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

Szrana dan Prasarana Pelayanan:
a. Meja dan Kursi

b.. Komputer

¢. Mesin Pencetak (Printer)

d. laringan Internet

e, 1 (satu)set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

Kompetensi Pelaksana;
ASN Dinas Penanaman Maodal dan PelayananTerpadu 5atu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh,

. Penrawasan Internal @

Senmawnsan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana {stal) ciiakwian:
oleh pajabat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan olef pejabat eselon 11,
dan pejabat eselon |1l dilakukan oleh pejabat eselon Il, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
esellon || diawasi cleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

Pelaksana

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari :
Kepala Dinas;

. Sekretaris Dinas;

Kepala Bidang;

Kepala Seksi;

Staf Pelaksana:

1 = TS S -]

jaminan Pelayanan :

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
diianjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku,

* 2, jnminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

14,

Botumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesual standar yag
teriaku dan 5K Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang 5ah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

Evaluasi Kinerja ;
a. Hvamass dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapal evaluasi
sazaa dilingkungan DPMPTSP;
== = T ricRk “F‘m]-;an aleh masing-masing Kepala Hld.ﬂrw paca rap
. Yeplasan ntisvarakal diperoleh denga L
olis yang meiiguius izin berdasarkan jenis iz
' 14 item pertanyaan yang ada berdasarxay
riahar fdqls pelavandn diperaieh <37

iy Udfr SFle plEyoado) b RR

najuan eknologl nfonmiasl guna peilnghsi
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STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN KERJA REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN (SIKRMIK)

Dazar Hukum

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik:

b, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan:

€. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tenta ng

Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;

d. FPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Namar 15 Tahun
1014 tentang Standar Pelayanan;

£ Feraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan OrganisasiTugas
dan Funpsi serta fata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe & ;

f.  Peraturan Bupali Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan :

a. - Ssurat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cg Kepala Dinas Penanaman Modal dan

PelayananTerpaduSatuPintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

Foto Copy Surat Tanda Register (STR) yang masih berlaku di Legalisir;

t. Foto Copy ljazah yvang i Legalisin;

. Foto Copy NPWP yang masih berlaku;

o, roto Lopy lzin Gperasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlaku;

l.  Surai Kelerangan Sehat dari Dokter Yang memiliki 519;

g Surat Pernyataan Memiliki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tempat
Praktek Pelayanan Fisioterapi Secara Mandiri;

it sbiral keierangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada

(=2

sheana yang bersanpkotan;
1. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
- Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
. Fas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 Lembar;
I. Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan pemohan/

Perwakiian);

Frosedur :

7 Pemohen datang ke loket Reception mengambii dan mengisi formulir;

H seohen menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
sliminisirasi secara lengkap dan benar;
Lo berkas dengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan

d. Pemohon mengamabil 5K fzin di loket pengambilan izin,

OF 300wt - 1500} wit
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Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
4. Tipno:  (0901) 3262043

b, SMS ;

c. E-Mail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

Sarana dan Prasarana Pelayanan :

a.. Meja dan Kursi

b, Komputer

t. Mesin Pencetak {Printer)

d. Jlaringan internet

e. 1 ({satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

Kompetensl Pelaksana :
ASN Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

Fengawasan interaal |

Poncawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana |stal) dilakukan
oleh pejabat eselon 1V. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselan 11,
dan pejabat eselon |1l dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
ecellon || diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
Leseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

. Pelaksana :

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari :
a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris Dinas;

£. Kepala Bidang;

d. Xepala Seksi;

e, Staf Pelaksana;

. Jaminan Pelayanan :

Dinss PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengzan waktu dan kualitas yang
tijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan lidak dilakukan sesuai
drsmen waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

jaminen Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

Dakumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesual standar yag
horlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabikan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

Evatuasi Rinerja ;
2 FCusluzsi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan alau rapal evzluasi
hergamn dilingkungan DPMPTSP;
~— ¢ lesl=n Hisampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapa’ 2y

1 - H 1 -
5 hapuasan oaverakat diperoleh denga ¢
i y - T T 7
i r s |z perdasarkan jenis |
vl e
LglRall davaln proses pelayanan, A0=00

o1 " y 1 i N | :
i i i1 TiAKe pefiy Bl Xeald



STANDAI PELF  "NAN
SURAT IZIN KERJA TENAGA REFRAKSIUNIS 'PTISIEN DAN OPTOMETRIS (SIKRO)

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Ten' | ; Pelayanan Publik;

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Opsien Dan Optometris;

Feraluran Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan OrganisasiTugas
dan Funpsiserta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A
Peraturan Bupati Mimika MNomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan :

a.

P - T = T o B =

5]

&

Syrat Perriohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanar TerpaduSatuPintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 600G,-,

Foto Copy Surat Tanda Register (STR) yang masih berlaku di Legalisir,

Folo Copy ljazah di Legalisir;

Foto Copy NPWP yang masih berlaku;

Foto Copy lzin Operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlaku;

Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki SIP;

Surat Pernyataan Memillki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tempat
Fraktek Pelayanan Secara Mandiri;

Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada.
sarana yang bersangkutan;

Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 3 Lembar;

Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000.- ( apabila dalam pengurusan bukan pemahon/

Perwakilan);

a1

Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

/ipabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentua:n
yvang Berlaku;

remohon mengambil SK lzin di loket pengambilan izin.

=

56 Sernd © J8.30 wit - 1500 wit
08.30 wit - 12,30 wit
et

Ferpanjangan 3 Har kerja

I ilthasiiian oordasarkan stanoar Felaya.

A EEMAG SERARSIONIS OPTISIEN Ul <
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Manrelolaan Pengaduan

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
2. Tlpnoy  (0901) 3262043

b. 'SMS ;

€. E-Mail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

saranadan Prasarana Pelayanan :

a. Wieja dan Kursi

b.  Komputer

t.  Mesin Pencetak {Printer)

o. Jaringan Internet

e, 1(satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

‘nonatonsi Pelaksans
n5N Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
herdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

Pengawasan internal

Meppawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
aleh pejabat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon I,
dlan pejebat eselon 1 dilakukan oleh pejabat eselon i, selanjutnya Kepala Dinas sebagal pejabat
stellan I diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
teseluruhan tersebut diawasi aleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

Felaksana

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari |
p. Yrpala Dinas;

b. Sekretaris Dinas;

©. Kepala Bidang,

of, XepalaSeksi;

o, Staf Pelaksana;

Jaminan Pelayanan :

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dappan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag:
undangan yang berlaku.

jaminan Reamanan dan Keselamatan Pelayanan :
Dakumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawalikan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

4 Tealiasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
I i m-"LI-M’DPMPTSP
: e -wmnikan oleh masing: I"I"I'tS1"‘L||_.. Kepala Bidang pada rapat nuo
puasan Masyarakal diperoleh denga cars mien
TAF ME VNS irir berdasarkan jﬂ‘m' it

O R LRl Yang ada berdasdlsadl
oiahian pe B colayanan dipercieh <3

: 1 potdyanan npLu T

= M HROFmiasy gulhe perih



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN KERIA TENAGA ANALIS [SIKTA)

1. Dasar Hukum

d.
b.
C

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang Undang Nomaor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang |zin dan
Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Mimika Momor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan OrganisasiTugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu 5atu Pintu Tipe A |

Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan :

Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PelayananTerpaduSatuPintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

Fota Copy Surat Tanda Register Tenaga Analis yang masih berlaku di Legalisir;

Foto Copy ljazah di Legalisir;

Fato Copy NPWP yang masih berlaku,

Foto Copy lzin Operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlaku;

Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki SIP;

Surat Perpyataan Memiliki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tempat
Praktek Pelayanan Secara Mandiri;

Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada
sarana yang bersangkutan,

Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 Lembar,

Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- | apabila dalam pengurusan bukan pemohon/
Perwakilan]; :

Prosedur :

2,
b.

d.

Pemohan datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
achministrasi secara lengkap dan benar;

Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
vang berlakuy;

Pemohon mengambil SK 1zin di loket pengambilan izin.

Waktu Pelayanan:

=)

Senin sfd Kamis r 0B.30 wit - 15,00 wit

: g 0 0830 wit - 12,30 wit
12.00 wit - 13.00 wit
Baru ¥ rlati

Perpanjanzan.d Han kerya

lasarkan standar Pelavanan yang telah ditetapkan adl.
KEDIA TENAGA ANALLS [SIKTA)
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Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Infarmasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a. Tlpn,; (0901) 3262043

b. SM5 ;

c. ‘E-pMail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

Sarana dan Prasarana Pelayanan :

a. ‘Meja dan Kursi

b: Komputer

r.  Masin Pencetak [Printer)

d. laringan Internet

#. 1 (satu) set peralatan 5iM Pelayanan yang berbasis internet server

Kompetensi Pelaksana :
ASN Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

Pengawasan Internal :

pangawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana {staf) dilakukan
cleh pejabat eselon |V, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon |1,
dan pejabat eselon |l dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
esellon || diawasi cleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum,

Pelaksana :

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari :
a. Kepala Dinas;

Sekretaris Dinas;

Kepala Bidang;

Kepala Sekst;

staf Pelaksana;

L =

. Jaminan Pelayanan :

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlakwu,

=, jhminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan !

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag

kertaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung

jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika,

Evatiasi Kinpriz = '

o fualussi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evatuasi

tarsama o llingkungan DPMPTSE;

b | e=eran bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaliash

= aey Ty froeks Impuasan masyarakat diperoleh denga cara memvohaisn Durinnos
ang moancis Zin berdasatkan ieni

A lfem par WA :f""l.'l 303 berGgas

) '-"I-'-‘il..l{-i- VERHOLIED ITHQETIE BHdla ki
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STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20039 Tentang Pelayanan Publik;

Undang Undang Nomer 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang
Fenyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;

d, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun

o

o

Y

2014 tentang Standar Pelayanan;
g, Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan OrganisasiTugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu 5atu Pintu Tipe A ;
. FPeraturan Bupatl Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan MNon Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu Kabupaten Mimika ;

Fersvaratan :

a. Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PelayananTerpaduSatuPintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

b. Foto Copy Surat Tanda Register {STR) yang masih beriaku di Legalisir;

£, Foto Copy ljazah yang di Legalisir;

d. Foto Copy NPWP yang masih berlaku;

e, Tolo Copy lzin Operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlaku;

f.  Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki 51P,

g Surat Pernyataan Memillki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tempat
Praktek Pelayanan Secara Mandiri;

h. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada
sarana yang bersangkutan;

i, Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
Surat Hekemendasi darj Kepala Dinas Kesehatan;

k. Pas Fototerbary warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 Lembar;

|, Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan pemchaon/
Perwakilan);

a, Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b, Pemohon menyerahkan formulic ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

¢, Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
yang beriaku;

¢. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

¥ e 08.30 wit - 15.00 wit
' U3 A0wr -13.30wWi
172,00l 1 300wt

By Baru+ F

Perpanjsingan 3 Har kerja

: f yIanis ~wananyang telahditetaphan e:
AN TENAGA SANITARIAN (SIKTS)
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Pengelofaan Pengaduan

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a. Tipn.;  (0901) 3262043

b. 5MS ;

c.  E-Mail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Ketak Pengaduan;

Sarana dan Prasarana Pelayanan :

a. Meja dan Kursi

b. Kompulter

£, Mesin Pencetak (Printer)

d. Jaringan Internet

e. 1(satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

Kompetensi Pelaksana :
ASN Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

Pengawasan Internal :

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
olch pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon 11,
dan pejabat eselon lil dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
esellon Il diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

Pelaksana ; -
ASMN Dinas PMPTSP yang terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

Sekretaris Dinas;

Kepala Bidang;

Kepala Seksi;

staf Pelaksana;

man o

laminan Pelayanan :

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dongan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :
Dekumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang 5ah serta dapat dipertanggung
jawabkan cleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

4. Evaluas! Kinerja

2. Fwaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
barsarma dilinghungan:DPMPTSR,
' taparan blanan disampaikan ofeh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluast

Silan sureey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyennrkan kusioror
i yang mensumis itin herdasarkan jenis i
e oo VAT WERE 208 TGN

O b T prEradikan gataim ity pf.*id*,‘dn.c-n. #piel rliad ar
| :slah ditetapkan maka perlu peningkatan proinye 700
. erdanarkan kemajuan teknologl informasi guna peningkatan pelayanan kopallo
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SURAT IZIN KT . 1T {SIKTGM]

Uasar diukum 2

a. Undang-Undang Mo o 207 ntang Pelayanan Publik;

b, Undang Undang Nomor 36 Tahun 20 “'z Tenaga Keseghatan;

c. Peraturan Menteri Kesehatan | . . “rsia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang lzin Dan
Eonyelengparaan Praktik Terapis Gigi D o F

i, retaturan Menterl Pendayagunaan \parg _oia tdan Repormasi Birokrasi Nomer 15 Tahun
2044 tentang Standar Pelayanan;

¢. Peraturan Bupati Mimika Nomao: by 017 Tentang Kedudukan, Susunan OrpganisasiTugas
dan Fungsiserta Tata Kerja DinasPe- o v in Modal danPelayanan Terpadu Salu Pintu Tipe &

f. Peraturan Bupati Mimika Nomor <7 fum 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangah
Pengelolaan dan Penandatanganan p ian dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Te-par  5atu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan :

a. Surat Permohonan ditujukan Kepada 8 1 Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PelayananTerpaduSatuPintu Kabupaten v dermeterai Rp. 6000,-;

1. Foto Copy Sural Tanda Register {STR yang, masih berlaku di Legalisir;

¢. Foto Copy lazah yang di Legalisir;

d. Foto Capy NPWP yang masih berlaku;

¢, Foto Copy lzin Operasional fasilitas pe ayanan kesehatan yang masih berlakuy;

f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki 51P;

7. Surat Pernyataan Memiliki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tempal
Prakiek Pelayanan Secara Mandiri;

h. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada
sarana yvang bersangkutan;

i, Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

i. Surat Rekomendasi dan Kepala Dinas Kesehaten;

k. Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 Lembar;

I Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- { apabila dalam pengurusan bukan pemohon/
Perwakilan);

Frosedur:

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b, Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

¢ Apahila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
vang berlaku;

d, Pemaohon mengambil SK 1zin di loket pengambilan izin,

O 20 et - 1300 wit
D830 weii - L3.30 wit
12.00 wit - 13,00 wil
=alzin 1 Baru 7 han ferja
Perpanjangan 3 Hari Kerja
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Penpelolaan Pengaduan

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a. Tipn.; (0901) 3262043

b. SMS5

c. E-Mail ;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

Sarana dan Prasarana Pelayanan:

a. Mejadan Kursi

h. Komputer

¢.  Mesin Pencetak [Printer)

d. Jaringan Interne!

e. 1 [satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

Kompetensi Pelaksana:
ASN Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu [DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

Pengawasan Internal :

pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. lengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
oleh pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon 1l
dan pejabat eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon Ii, selanjutnya Kepala Dinas sebagal pejabat
esellon 11 diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
kecolurulian tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

, Pelaksana :

13

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari :
a. Kepala Dinas;

Selretaris Dinas;

Kepala Bidang;

Kepala Seksi;

Staf Pelaksana;

Mmoo er

Jaminan Pelayanan :

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan:
Bokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jowabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.
fualuasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
bersama dilingkungan DPMPTSP,
! rernn bilanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapal evallias;
re Ll s dey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyears
“uousahe yang mengorus izin berdasarkan jenis izin v
! wealy 14 item perlanvaan yang ada berdasarkan o
= o 7 hasil pengolahan data pelayanan diperoleh <34 atau
Salkan falam e i'l".‘|F",.":”‘-:‘-"|' .-\.r-,__-.;.,;' 5 A
anr telah ditetapkan maka perlu peningkatan geiny
© kemajuan teknologl informasi guna peningkatan



STANDAR PELAYANAN
SURAI IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT (SIPTGM)

Uasar Fukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

h. UWndang Undang Nomaor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

¢. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tabhun 2016 Tentang lzin Dan
5 terezaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut;

¢, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reparmasi Birokrasi Nemor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

e, Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan OrganisasiTugas
dan Tungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu 5atu Pintu Tipe A ;

{, Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpacu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

=, Zural Fermohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PelzvEnanlerpedusatuPintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,

h. Fato Copy Sural Tanda Reglster {STR) yang masih berlaku di Legalisir;

=. Foto Copy ljazah yang di Legalisir;

d. Foto Copy NPWP yang masih berlaku;

-e, Foto Copy lzin Operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlaku;

£, Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki 5IF;

g. Surat Pernyataan Memiliki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tempat
Praktek Pelayanan Secara Mandiri;

n. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
Sural Rekemendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

j. PasFoto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 Lembar;

. Sural Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6,000,-  apabila dalam pengurusan bukan pemohon/
Perwakilan),

Femohon tatang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

¢ Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
vang berlaku;

d. Pemohon mengambil 5K Izin di loket pengambilan izin.

ralkio Pelaysnan @

a. Sanin s/d Kamis © [08.30 wit - 15.00 wit
-+l LM\ }- v 0830 wit - 13.30 wit
v Ve dstirahal Pelayanan v 12,00 wit - 13.00 wit
= u Penyelesalan lin @ Barw 7 Hari Kerja
Perpanjamian 3 Harl Kerja

adihasitkan hordasarkan standar Pelayaieil yetiy
AAKTIK TERANS GIGI DAN MULUT (SIPTGM]

I EETTIONOn e el mEIaide



£

10

11

ft
b |

c.  E-Mail;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

Sarana dan Prasarana Pelayanan :

a. Meja dan Kursi

b. Komputer

£, Mesin Pencetak [Printer)

¢, Jaringan internet

o 1lsatu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

fnmnetensi Pelaksana :
ASH Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

Pengawasan Internal

pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. pengawasan terhadap pelaksana (staf] dilakukan
oleh pejabat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon fll,
dan pejabat eselon il dilakukan oleh pejabat eselon II, selanjutnya Kepala Dinas sebapai pejabat
csellon Il diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

Pelaksana:

ASM Dinas PMPTSP yang terdiri dari :
Kepala Dinas;

. Sekretaris Dinas;

werdla Bidang)

o

[ I

Kepala S=ksy;

. Staf Pelaksana;

m

. Jaminan Pelayanan :

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
ilijanjikan pada 50P masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

. jnmrinan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan ;

mabumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai stancar ¥ag
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan cleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

Eualuasi Kinera @
5 tvaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
bersama dilingkungan DPMPTSP;
I, Leooran bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluash
¢ iieiakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner
| d .lnhu usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izln yang dinjukan; Prlatu
34 jtem pertznyaan yang ada berdasarkan [efun -
pengolahan data pelayanan tiperoleh =3.4 <y
=teany flalert roses pelayanan, Apabila f
mowiietE] Pt pERU pravingiEan |

T WL i
20 E0AnD LV OTTTH e e

Bulfi RETHAG



STANDAR PELAYANAN

SURAT 1ZIN AMBULANCE, EVAKUASI DAN REPATRIASI PASIEN MAUPUN JENAZAH (SIAER]

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

b, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

¢. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas-
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;

. Pperaturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan

3. Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cg Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PelayananTerpaduSatuPintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,

b, Foto Copy NPWP yang masih berlaku;

c. Foto Copy lzin Operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlaku jika ambulans
merupakan milik sarana kesehatan;

d. Fota Copy Surat Tanda Registrasi (STR) perawat minimal 1 orang perawat yang dilegalisasi;

. Foto Copy ljazah yang di Legalisir

{. Foto Copy Basic Trouma and Cardio Life Support {BTCLS);

g, Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermator [BPKB);

h. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

i, Faotokopi Buku Kir kendaraan sebagai ambulans;

|, Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
o Fotokopl Surat lzin Mengemudi (SIM) pengemudi yang masih berlaku.
o Daftar kelengkapan alat yang ada di ambulans.

K. Sementara, dokumen teknis yang dimaksud meliputi:
= Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia; dar;
& Sertifikat dari Unit Pelayanan Ambulans,

I npekomendasi sebagai ambulans dari Dinas Kesehatan;

m._ Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 Lembar;

n. Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan pemohon/
Perwakilan);

Proseduar

2 Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir

b, Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampri syaral

administrasi secara lengkap dan benar;

Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan kelentuan
yang berlaku;

pemohan mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

Pty Palavansn s

Cenin &f Kanis © D830 wil - 15.00 wit -
AILE: t 0830 wit - 13 30 wil
tetieo o lsvsnan ¢ 12,00 wit- 13.00 wit
j T lusEian lain o Baru 7 Harl Kerja
Perpaniannan 3 Hari Kerja

LSULANLE, EVALUNSE DAN Rer ATIDAS ot U
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“aneeloiaan Pengaduan
Felayanan Informasi Fengaduan pemohon dapat melalui:
gy HpES (0901) 3262043

b, SMS
¢, E-Mail;
d. Mengisi Formulir pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

sarana dan Prasarana Pelayanan :

a, Mejadan Kursi

b Komputer

¢ Wiesin Pencetak {Printer)

g, Jaringan internel

e. 1(satu)set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

Kermpetensi Pelaksana !
ASM Dinas Penanaman Maodal dan pelayananTerpadu Satu Pintu (OPMPTSP) Kabupaten Mimika
wnrAnearkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

preravensan Intemai
pencawasan internal dilakukan secara berienjang, Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
oleh pejabat eselon |V. Pengawasan terhadap pejabat eselon [V dilakukan oleh pejabat eselon il
don pejabat eselon 1 dilakukan oleh pejabat eselon 1l selanjutnya Kepala Dinas sebagal pejabat
pcellon 1l diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

. Pelaksana

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari
a: Hepola Dinas;
b, Sekretaris Dinas;
¢ Wwenata Bidang:
2 Soksl;

5 !
e, Staf Pelaksana;

el lariti] I"’n:qvﬂ_-r\r_n A

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kuaiitas yang

dijanjikan pada 50P masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
gangan wakiu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
yndangan yang berlaku,

iaminan Heamanan dan Keselamatan Pelayanan @
Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesual standar yag
bertaky dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
inwahikan oleh Dinas PM PTSP Kabupaten Mimika.

wrlizes] lAneTn -
5, rueslpasi dHakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluas
5 2 DPMPTER,;
veran dlsanipaikan gleh masing-masing Kepala Bidang pada rapal cue
=it Brnnipsan mnswrrakat diperoleh denga €and et
e prieiye geny Bua BETU#ETE

| heell pengolaban data pelayanan diperaleh: <34 atau B 107 ') i
aikan dalam areses pelayanan, Apabile arpet o i '
lahy ditetapkan maka perhe peningtaian

SRR LR i_“_||_|l':.u'_;ﬂ ELVIE i,
1 fa



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTES! (SIPPA)

1. Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang I2in Dan
Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

a. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan OrganisasiTugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;

b. Peraturan Bupati Mimika Nemor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

2. Persyaratan: .
a. Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PelayananTerpaduSatuPintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

b. Foto Copy Surat Tanda Register Penata Anestesi {STR-PA) yang masih berlaku di Legalisir;
c. Foto Copy ljazah di Legalisir;

d. Foto Copy NPWP yang masih berlaku;

e. Foto Copy lzin Operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlaku;

f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki SIP;

g. Surat Pernyataan Memiliki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tempat

Praktek Secara Mandiri;
h. Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 3 Lembar;
i. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
j. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
k. Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan pemohon/

Perwakilan};

3, Prosedur:
a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
b, Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampirn syarat
administrasl secara lengkap dan benar;
¢. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku;
d. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

4. Waktu Pelayanan :

a. Senin sfd Kamis © DR300 wit - 15.00 wit
b, Jumat ;0B 30 wit - 13.30 wit
£, lam Istirahat Pelayanan @ 12.00 wit - 13.00 wil

‘ehty Penyelosaian zin :  Baru 7 Hari Kerja
:  Perpanjangan 3 Hari Keria

sumitlkan standar Pelavean yang lelan dite(apran avdi
i3 sU AT Lkt PIAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)

‘271 Tonpaduan pemohon dapat melalui:
: (U9Ul) 2262043



c. E-Mail;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan: -
a, Meja dan Kursi
b. Komputer
£, Mesin Pencetak (Printer)
d. Jaringan Internet
8. 1 (satu) set peralatan 5IM Pelayanan yang berbasis internet server

9. Kompetensi Pelaksana:
ASN Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

i0. Pengawasan fnternal :
Fengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
oleh pejabat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan cleh pejabat eselon i,
dan pejabat eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
ecellon I diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan,
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umurm.

11. Pelaksana:

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

Sekretaris Dinas;

Kepala Bidang;

Kepala Seksi;

Staf Pelaksana;

Lo~ TR o
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Jaminan Pelayanan :

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesual dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksl sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

13. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan !

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14. Evaluasi Kinerja : : :

2. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
bersama dilingkungan DPMPTSP;

b. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi;

c. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner
kepada para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku
Usaha akan menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan
petugas. Jika dari hasil pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau &8 {sedang) maka
diperlukan tidankan perbaikan dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai
standard minimal yang telah ditetapkan maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi
pelayanan berdasarkan kemajuan teknologl informasi guna peningkatan pelayanan kepada
masyarakat;



1.

STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birckrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

c. Peratwran Bupati Mimika Nomaor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan OrganisasiTugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Saiu Pintu Tipe A,

4. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenaigan
pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan

4. Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
relayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,

b Fota Copy Surat Tanda Register yang masih berlaku di Legalisir;

£, Foto Copy ljazah di Legalisin;

d. Foto Copy NPW? yang masih berlakuy;

. Foto Copy lzin Operasional Tempat kerja yang masih berlaku;

f  Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki 5iP;

. Surat Pernyataan Memiliki tempat Kerja;

h. Surat keterangan dari pimpinan yang menyatakan bekerja pada sarana yang bersangkutan;

I, Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

j. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

k. Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x6 sebanyak 4 Lembar;

|. Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan pemohon/
Perwakilan);

Prosedur :

3. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi fgrmulir;

b, Pemohan menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasl secara lengkap dan benar;

¢, Apahila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan kelentuan
yang berfazu;

d. Pemghon mengambil 5K lzin di loket pengambilan izin.

VWaktu Pelayanan :

a. Senin s/d Kamis © D830 wit - 15.00 wit 2

b. Jumat © D830 wit - 13.30 wit

s b= robgtiet melawanan b 12.00wit - 13.00 wit

d. ‘Waktu Penyeiesalan izin @ Baru 7 Hari Keija

Perpanjangan 3 Hari Kerja

itz yang telahditeian

‘wan pemohan dapal melalui;

20 Wang eeran a2 pota Kolak Pengagis,



sarana dan Prasarana Pelayanan :

4. Mieja dan Kursi

. Kompuoter

£,  MNesin Pencetak (Frinter)

d. laringan Internet

e, 1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

L, llempetlensi Pelaksania |
AStl Dinas Penanaman Maodal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
lerdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh,

‘sncawasan Internal

pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. P2ngawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
alel pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eseian I,
dan pejabat eselon I dilakukan oleh pejabat eselon |, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabnt
ssnllon |l diawasl oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
Leseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

. Pelaksanai
A5H Dinas PMPTSP yang terdiri dari :
a. Xepala Dinas;
. Selretaris Dinas;

¥e=pala Bidang;

Kopala Seksi;

staf Pelaksana;

Tl

m o

laminan Felayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan wa ktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sestai
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku,

A

. jaminan Keamanan ton ileselamatan Pelayanan
Dokumen Adminisirasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesual standar y o5
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

i, Evaiuasi Kinerjz :

4 fvaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
hersama dilingkungan DPMPTSF;

b. Lanoran bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi;

c. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisicner
kepada para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku
Usaha akan menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan
oetugas. Jka dari hasil pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 [(sedang) makn
tinarlukan tidankan perbaikan dalam proses pelayanan. Apabila targel penilaian mencapal
ssandard minimal yang telah ditetapkan maka perlu peningkatan pelayanan berupa ovas
 Teuanan berdasarkan kemajuan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS (SIP-E}

Dasar Hukum :
Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang zin dan

o

fenyelenggaraan Praktik Elektromedis;

¢, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

d  Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan OrganisasiTugas
dan Fungsiserta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A

2 Peraturan Bupati iMimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
penpelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
fenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Prrsyaratian:

4. Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Madal dan
malavananTerpaduSatuPintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

5. Folo Copy Sural Tanda Register Elektromedis (STR-E) yang masih berlaku di Legalisir;

¢, Foto Copy ljazah di Legalisir;

¢ Fato Copy NPWP yang masih berlaku;

o, Faoto Copy lzin Operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlakuy;

¢ Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki 51P;
Surat Pernyataan Memiliki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

W Surs Ackomendasi dari Organisasi Profesi;

i, Sural Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

. Fas Fato terharu warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 Lembar;

i Zurat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan pemohan/
Perwakilan);

“rosecur?

4. Pemchon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

by, Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
admimistrasi secara lengkap dan benar;

c. #Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
ving berialiyy;

Pemohaon mengambil SK lzin di loket pengambilan izin.

Tr=in s Kamis : 08 30wit - 15.00 wit

| ' 0830 wit - 13.30 wil
sen Istipahat Paiavanan @ 12.00wit - 13.00 wit
“eny=iesalan lzin ¢ Bard 7'Hari Kerja

Perpanjangan 3 Hari Kerja

v ihasikan rrfasarkan standar Pelayanan ol

iz pemohnon depe i metalui

bl eI Lo el e pala Loian oG 3!
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Sarana dan Prasarana Pelayanan :
a. Meja dan Kursi

b. Kamputer

¢.  Mesin Pancetak (Printer)

d. Jaringan Internet

e. 1(satu)set peralatan S5IM Pelayanan yang berbasis internet server

Kompetensi Pelaksana :
ASN Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu {DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

Pengawasan Internal ;

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf] dilakukan
oleh pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon 1,
dan pejabat eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
esellon |l diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintabhan Umum dan pelaksanaan’
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

. Pelaksana :

ASN Dinas BMPTSP yang terdiri dari :
a. Kepala Dinas;

Sekretaris Dinas;

¥epala Bidang,

Kepala Seksi;

Staf Pelaksana;

oano

laminan Pelayanan :

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesudi
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

14.

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
herlaky dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

Evaluasi Kinerja :
a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
bersama dilingkungan DPMPTSR,

b, Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bldang pada rapat evaluasi,

. tdalakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan Kuisioner
' I3 | =i usahia yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajutea. o '
Usaha akan menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan
petugas. Jika dari hasil pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 [sedang] maka
diperlukan tidankan perbaikan dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai
standard minimal yang telah ditetapkan maka perlu peningkatan pelayanan berupa inavasi
orlsvnnan berdasarkan kemajuan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada
masyarakat;



Pl

STANDAR PELAYANAN
IZIN PRAKTIK LABORATORIUM (5IL)

Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang lzin dan
Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;

¢. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomer 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

a. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan OrganisasiTugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A,

b. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan :
a. Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan

pelayananTerpaduSatuPintu Kabupaten Mimika Bermeterai fp. 6000,-;

b. Foto Copy Surat Tanda Register (STR) yang masih berlaku di Legalisir;

¢, Foto Copy ljazah di Legalisir,

d. Foto Copy NPWP yang masih berlaku;

e. Faoto Copy lzin Operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlaku;
f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki SIP;

g. Surat Pernyataan Memiliki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
h. Surat Rekomendasi dari Qrganisasi Profesi;

Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

j. Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 % 6 sebanyak 4 Lembar;

k. Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- | apabila dalam pengurusan bukan pemohon/
Perwakilan);

Frosedur :

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi farmulir;

. Pomohon menyarahkan formulic ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
zdministrasi secara lengkap dan benar;

¢ fApebils herkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan kelenilzn
wape hockaln:

3

d. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

Waktu Dejavanan,

a. Senin sfd Kamis © 0B.30 wit - 15.00 wit
v lumat : 0B.30 wit-13.30 wit
A lezivahal Pelavanan o 12.00'wit - 13.00 wit

Wakiu Penyelesaian lzin @ Baru 7 Hari Kerja
. Perpanjangan 3 Hari Kerja

i -Did Fauid Yol RS W Bl

S [ LABORATORIUM (51L)
nl'.__-:_.-;_ln .:E'-JLL-.E'::'-_E

W engisi Formiwin Fengauuan yang teiahi lersecla pada Molar FeEngeuYs.
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Sarana dan Prasarana Pelayanan :

a. Mejadan Kursi

Komputer

Mesin Pencetak (Printer)

jaringan Internet

1 {satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

@ aen o

“ompetensi Pelaksana:
ASN Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

Pengawasan Internal :

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
oleh pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon i,
dan pejabat eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon II, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
esellon || diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

Pelaksana :

ASH Dinas PMPTSP yang terdiri dari :
a, Kepala Dinas,

Sakretaris Dinas;

Kepala Bidang;

Kepala Seksi;

ctaf Pelaksana;

‘I'BG.-."‘\II;‘

Jaminan Pelayanan i

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang-
dijanjikan pada S0P masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan lidak dilakukan sesual
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :
Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

Evaluasi Kinerja :

3. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
hersama dilingkungan DPMPTSP;

b. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasy

c. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisionars
kepada para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku
\Usaha akan menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan
petugas. Jika dari hasil pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atauy G8 {sedang} maka
diperlukan tidankan perbaikan dalarm proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai
standard minimal yang telah ditetapkan maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi
pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada
masyarakat;



sl

STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOGI (SIPP)

Dasar Hukum :

o |

o

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Momor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang lzin dan
Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Mimika Nomeor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A
Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan:

a. Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PefayananTerpaduSatuPintu Kabupaten Mimika Bermetearai Rp. 6000, -;

b, Foto Copy Surat Tanda Register (STR) yang masih berlaku di Legalisir;

c. Foto Copy ljazah di Legalisir;

d. Foto Copy NPWP yang masih berlaku;

&, Foto Copy lzin Operasional fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlakuy;

f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Yang memiliki SI1P,

g Surat Pernyataan Memiliki tempat Kerja dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

h. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;

i, Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;

j. PasTFoto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 Lembar;

k. Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- | apabila dalam pengurusan bukan pemohon/
Perwakilan};

Prosedur :

a, Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohon menyeratikan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan

.

Lad

&

H

v EIRE =)

yang berlaku;
Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

e te) fEEaYENEN
Senin s/d Kamis © 0830 wii - 15.00 wit
Jumal v 08.30 wit - 13.30 wit
fam Istiraliat Pelavanan ¢ 12.00 wit - 13.00 wit
' mytbosaian lzm ¢ Bara FHan Kerja

Ferpanjangan 3 Harl Kerja

mardasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adlaial

el lia ks el B

o BETEL TLUAnN pEmohon gepat melaiui:

(5]



c. E-Mail;
d. Mengisi Fermulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

Sarana dan Prasarana Pelayanan @
2. Mejadan Kursi
b, Komputer
ifesin Pencetak (Printer)
. Joringan Internet
1 [satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

T

in

Kompetensi Peiaksana:

ASH Dinas Penanaman Modal dan pelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
* ' ysarkan Bidang Kellmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

Tenpowasan intermnal ;

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf] dilakukan
aleh pejabat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon [,
dan pejabat eselon NIl dilakukan oleh pejabat eselon II, selanjutnya Kepala Dinas sebagai peiabat
esellon 1l diawasi oleh Asisten E‘:dang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

| T PAUAPTSP vang terdiri dari

Sekralacis Dinas;
£, repala Bitiang;
d. Kepala Seksi;

p. Staf Pelaksana;

. laminan Pelayanan :

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

', jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

Detumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
Leriaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang 5ah serta dapat dipertanggung
{zwabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

sl Einere 2
3. Tvaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
hersama dilingkungan DPMPTSE;

. laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi;
¢, Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner
mepada parz pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan janis izin yang diajukan. Pelaku
{saha akan menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan
“-qe. Jika dari hasil pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 62 [sedane) maka
a: ‘Lo~ parhalkan dalam proses pelayanan, Apabila targel seeifzio e :

» ol

iLha LRI NS S g JFsiid



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI [ SIUJK}

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

b. Peraturan Menteri PU Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian [zin
Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

c. Peraturan Lembags Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Momor 10 Tahun 2013 Tentang
Usaha lasa Pelaksana Konstruksi;

d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsl serta Tata Kerj aDinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatuPintuTipe A ;

e. Peraturan Bupati Mimika Nomaor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

i. Persyaratan
a. Baru
Mengisi Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;
Foto Copy KTP Penanggung jawab/Direktur yang masih berlaku;
Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan usaha dan pengesahan Badan Hukum
di Dep. Hukum dan HAM bagi PT. Di Pengadilan Negeri bagi CV;
Daftar Tenaga Kerja Teknik dan Non Teknik;
Surat Pengalaman Kerja Tenaga Teknik;
Pas Foto Berwarna Direktur ukuran 3 x 4 2 lembar;
Denah Lokasi Perusahaan;
Surat Keterangan domisili dari kelurahan dimana perusahaan itu berada;
NPWP;
Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 Lembar.
b. Perpanjangan/Perubahan
> FEoto Copy KTP Penanggungjawab/Direktur yang masih berlaku;
= Pas Foto Berwarna Direktur ukuran 3. x 4 2 lembar;
MNeraca Awal/Akhir Bermeterai Rp. 6.000,-
Surat Keterangan domisili dari kelurahan dimana perusahaan itu berada,
jikaterjadiperubahanDomisili Perusahaan ; B
3. Prosedur
a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
b, Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;
¢. Dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Proses izin
lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;
d. Apahila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang

harlabu:

¥

Ny

YV VYW Y YWY

B i

e, Pemchon mengambil SK 1zin di loket pengambilan Izin.

. Waktu Pelayanan &

- el K

Kamiis ;0830 WIT —15.00 WIT
QB30 WIT=1330WIT

i i it +12.00WIT = 45.00 WIT

ktu Penyelesaian lzin : Baru/Perubahan 5 Hari Kerja

: Perpanjangan 3 Harl

23]



7. Fenzeiclaan Pengst £
Pelayanan informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a, Tlpn.; (0901) 3262043
b, 3MS;
c. E-Mail;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

{5, 5arana dan Prasarana Pelayanan
a. Meja dan Kursi
Komputer
Mesin Pencetak ( Printer)
Jaringan internet
1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis Internet Server.

®ap o

9.  Hompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur

10. Pengawasan Internal

Fencawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
ccjabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon 1, dan pejalat
ssalon 11l dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi
ri=h Asistan Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasl.
aleh inspektorat serta Bupati secara umum,

3. jumiah Peiaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumiah 80 Orang terdiri dari :

1, Berdasarkan Jabatan :
» Kepala Dinas

»~ Sekretaris Dinas

o Kepala Bidang

s [Kepala Seksi

= Staf Pelaksana

g

7. J=minan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundrniag-uindangan yang
berlaku,

i . [rminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

LT MEIINISFEsE - mesy wsaha yang masuk dijamin aman dan diarsipain sesudl sl :
--*‘arm dan SK Pertzman yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
-yabkan aleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

4 e & berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan alau (apal euziuasl o
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STANDAR PELAYANAN
1ZIN OPERASI LIFT

Dasarbukum :

a. Undang-Undang NMomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan; .

c. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Tipe A ;

d. Keputusan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika;

Fersyaratan :

a. Surat Permohenan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. €000,-;

. Foto Copy Momor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;

Denah Lokasi pemasangan Lift;

. Rekomendasi dari OPD Teknis (bila diperlukan);

ras Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 Lembar;

" Sipat Fuasa Pemohon bermeterai Rp. 6.000,- | apabila dalam pengurusan bukan pemaohon/

Perwakilan);

@ OoLTY o

Prosedur:

2. Pamohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi farmulir;

b, Permohan menyeralitan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampuri syaret
administrasi secara lengkap dan benar;

c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku;

d. Pemohon mengambil SK 1zin di loket pengambilan izin.

Yaktu Pelayanan :

a. Senin s/d Kamis ¢ DB8.30 wit - 15.00 wit
b. Jumat ¢ 0B.30 wit - 13,30 wit
c. Jam Istirahat Pelayanan ! 12.00 wit - 13.00 wit
d

Waktu Penyelesaian lzin :  Baru 7 Hari Kerja
:  Perpanjangan 3 Hari Kerja
Biaya : GRATIS (Rp.0-,)

Produk Pelayanan :
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dalurnen SURAT IZIN OPERASI LIFT.

=i pan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
(G2us) 32672043

Gyt 1 engacuan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

IAYATIAN :

r ¥ B p - L I”l‘
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Kompetensi Pelaksana ;
ASN Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

. Penmaweasan Internal ¢

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
cl=h pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselan I,
dan preiabat eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon Il, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
esellon || diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum,

Pelakisana :

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari ;
a. Kepala Dinas;

Sekretaris Dinas;

Kepala Bidang;

Kepala Seksi;

Staf Pelaksana;

- e B - 2

Jaminan Pelayanan !

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuaj
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

14,

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

Evaiuasi Kinerja :

2. [valuasi dilakukan secara berjeniang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
tecsama dilingkungan DPMPTSP; .

b tangran bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

¢. Meiakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisicies
kepada para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku
Usaha akan menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan
retugas, Jika dari hasil pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 [sedang) maka
diperiukan tidankan perbaikan dalam proses pelayanan. Apabila target penilalan mencapai
standard minimal yang telah ditetapkan maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi
~~tayanan berdasarkan kemajuan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada
rmasyarakat;
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STANDAR PELAYANAN
IZIN USAHA HOTEL BERBINTANG

Dasar Hukkum

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
bh. Undang-Undang Momor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;
=, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP2010 tentang Tala
Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;
e, Peraturan Bupati Mimika Nomer 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;
Parsyaratan
# Surat Permononan Bermeterai Rp. 6000,-;
¥ Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen;
~ Swurat Pernyataan Persetujuan;
# Dokumen lzin Lingkungan Hidup (SPPL/UKL-UPL,AMDAL) Terbaru 1 Rangkap;
> Folo Copy Sertifikat / Bukti Kepemilikan Tanah;
> Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak / Sewa Menyewa atas Tanah dan Bangunan;
» Foto Copy Akte Pendirian Badan Hukum / Usaha yang Sah;
¥ Foto Copy KTP Pemohon;
“oon Copy Suret ldin Tempat Usaha (51TU);
»  FotoCopy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
* Fato Copy Bukti Setoran Pajak / Retribusi Daerah;
# Foro Copy NPWP / NPWPD;
Pz Fota Berwarna Ukuran 3x4 Sebanyak 4 Lembar;
pswgnipendasi Daci inslanst [ SKPD Teknis Terkait;
= Tnekomendasi dari kepala Disbudparpora [ Pejabat yang Berwenang;
rrosedar
7. Memohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
b Temohon menyerzhkan formulir ke FrontOffice untuk pendaftaran izin dan
dilampiri syarat administras! secara lengkap dan benar;
c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin
sesuzi prosedur dan ketentuan yang berlakuy;
d. Femohan mengambil SK [zin di loket pengambilan izin

VWakiu Pelayanan

¥ Senin sfd Kamis '08.30 wit - 15.00 wit

* limat :08.30 wit - 13.30 wit

»#  Jam Istirahat Pelayanan 112.00 wit - 13.00 wit

= Waktu Pepyelesaian Jzin :Baru 5 Hari Kerja
:Perpanjangan 3 Hari Kerja

“sarkan stancar Felayanan yang teiah crietapkan o000
«tz2l Berbintart;.

dhEE AR S Vi "lil"-



c. E-Mail;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

7, 3arana dan Prasarana Pelayanan

a. Meja dan Kursi

h.  Komputer

L ssin Pencetak (Printer)
At intern -f-_

©. & [satu) set peralatan 5ivi Pelayanan yang berbasis internet server

wimpetensi Pelaksana

Feritul adalah Profil 5taf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPIMPTSF)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

. eegewasan internal

>

pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon 1ll, dan pejabat.
eselon |1l dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon |l diawasi
aleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektaorat serta Bupati secara umum.

(=

. Jumlah Pelaksana
ASH Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari :

a, Berdasarkan Jabatan:
= FKepala Dinas
= Spkretaris Dinas
» Kepala Bidang
*  Kenala Seksi
aiai Pelaksana

. inminan Peiayanan

5,

Claan PAMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesual dengan waktu dan kualitas yang
ianiikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesual dengan
vty yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangar, yang
berlaku,

i, [==sinan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sovumen Adminisirasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yaiig
Lol dan SK Perizinen yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
euabican aleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14, dalisasi Kinerja

i ‘lat o senara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluash herzama

aleh masing-m2slre iepaia Higang paca s

s fzin BernEsarkan Jenis (Zin yeng omE|r
O i fevnne ada Berdas 1rkan P.Eluhjuklfneﬁjﬁ_-if'!p\'.'..

:.\l ; i .__-. 15?r|._\|:_,‘|,_.:: r'-.'.‘"" r'-i-"v- 0l
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STANDAR PELAYANAN
IZIN USAHA HOTEL MELATI

meaT Uk

s, undang-Undang Womaor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;

c. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomeodasi;

d. Peraturan Bupati Mimika Nomor S8 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal danPelayananTerpaduSatuPintuTipe A

e, Peraturan Bupati Mimika Noemor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan

¥ Surat Permohonan Bermeteral Rp. 6000,

» Surat Pernyataan kebenaran dan Keabsahan Dokumen;

* Suyrat Pernyataan Persetujuan;

* Dokumen izin Lingkungan Hidup (SPPL/UKL-UPL,AMDAL) Terbaru Sebanyak 1 Rangkap;

= Foto Copy Sertifikat / Bukti Kepemilikan Tanah;

= Foto Copy Surat Ferjanjian Kontrak / Sewa Menyewa atas Tanah dan Bangunan;

Foto Copy Akte Pendirian Badan Hukum / Usaha yang 5ah;

Fato Copy KTP Pemohon;

Foto Copy Surat lzin Tempat Usaha (5ITU);

Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Foto Copy Bukti Setoran Pajak / Retribusi Daerah;

Foto Copy NPWP / NPWPD;

Pas Foto Berwarna Ukuran 3x4 Sebanyak 4 Lembar,;

fiekomendasi Dari Instansi / SKPD Teknis Terkait;

Prosedur

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b Pemahon menverahkan formulir ke Frontoffice untuk pendaftaran izin dan

Hismniri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
£ spehila berkas lenckan, selanjutnya diproses penerbitan izin
sosual prosedur dan ketentuan yang berlakuy;
d. Pemohon mengambil SK 1zin di loket pengambilan izin.

L .

v

v ¥

k. T R U

Waktu Peiayanan :

» Senin s/d Kamis :08.30 wit - 12.00 wit
»  Jumat 08.30 wit - 13.30 wit
> Jam Istirahat Pelayanan :12.00 wit - 13.00 wit
»  Waktu Penyelesaian lzin :Baru 5 Hari Kerja

‘Perpanjangan 3 Hari Kerja

si=va : GRATIS (Rp.U-)

Laovanglhya g telen ollelapn

Ly fezidd) SPREFAT

ot =1 ZA0UET Yang (@ian LeFsenia pads RolaK FeRBacUT



8. S5aranadan Prasarana Pelayanan
3. Meja dan Kursi
h. Komputer
¢, Moesin Pencetak {Printer)
d. Jaringan Internet -
e. 1 (satu)set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

™, Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

o

;. "zngawasan Internal

ongawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
sejabat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan cleh pejabat eselon |Il, dan pejabat
eselon |1l dilakukan oleh pejabat eselon |l, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum,

1, Jurniah Pelaksana
AEM Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari :

. Berdasarkan Jabatan :
= Kepala Dinas
»  Sekretaris Dinas
= Meoala Bidang
o Kepala Seksi
= Siaf Pelaksana

L7, Jominan Pelayanan

Dinas PRPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yvang
flinniikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
wakiu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
Berlaky.

12, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
torlaky dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
imwabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

30 Tvaluash Kinerja
Cunluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama

' ——= Sul=ses tiss o aikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapal evaluasl

i i i 2

smimetinT s s M nninsan masvarakat divercleh denga cara menveharkan it =597

- momgurusdzin berdasarken jenis 1zim yvang diajukan
Lt o Aargean yang ada Derdasarkan petutfuly/ penjeieiash g - o
Jfivah divta ped o lineroleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tlday
= =raes malovarnnn, Anabila target penilaian mencapal standard minimal yang teiah fticin=n

rwmnan berupe inovesi pelayanan berdasarken kemsj
| =lvanan kepaca masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA GELANGGANG BOWLING

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1980 Tentang Keparawisataan;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

c. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 TentangKedudukan,
SusunanOrganisasiTugasdanFungsiserta Tata KerjaDinasPenanaman Modazl
danPelayananTerpaduSatuPintuTipe A;

d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

FerEyeraedn

» Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Kabupaten Mimika Cg Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;
Rekomendasi dari Kelurahan/Distrik Setempat;

Melampirkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Pas Foto Ukuran 3 x 4 Sebanyak 4 Lembar;

Dokumen Izin Lingkungan Hidup (SPPL/UKL-UPL,AMDAL} Terbaru Sebanyak 1 Rangkap;
Melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (5ITU);

» Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

v

b T, o

¥ ¥

PSR UT
a. Tomohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
h. Pemohon menyerahkan formulir ke FrontOffice untuk pendaftaran izin dan
dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlakuy;
d. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

Waktu Peiayanan :

> Senin s/d Kamis :08.30 wit - 15.00 wit
#  Jumat :08.30 wit - 13.30 wit
» Jlam Istirahat Pelayanan :12.00 wit - 13.00 wit
= Waktu Penyelesaian Izin :Baru 3 Hari Kerja

:Perpanjangan 1 Hari Kerja

“iava : GRATIS (Rp.0-,)

Produk yang dihasitkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adaiah
Dokumen Surat Izin Usaha Gelanggang Bowling.

Nelnyenan iniommas Fengagduan p:emohnn dapat melalui:
5. Tl (0901) 3262043

“12] Formulir Tengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

1

Lif Fencetdk (Frinier)



d, laringan Internet
2. - 1|satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

.

7. lempetensi Pelaksann

Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur;

'mnrmunsan Internal

angawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf] dilakukan oleh
rjahat eselon V. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon 11l, dan pejabat
seton [ dilakukan oleh pejabat eselon ll, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon |l diawasi
=i fisisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
o'eh Inspektorat serta Bupati secara umum,

]
|

I
L=

i sumizh Pelaksana
i34 Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari :

a. berdasarkan Jabatan:
» Kepala Dinas
o Sekretaris Dinas
» Kepala Bidang
= Kepala Seksi
= 5taf Pelaksana

s Jominan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
wealkiy yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
harlaku:

17, j>minan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Mokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

24, Cvaluasl Kinerja

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilinpkanpan PEMPTSP

b, Laperan bhulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

c.. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisicner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
ioorelehag data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaitan

Twnnam, Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang welan dite st
g peEningkeien pelayanan berupa inowvasi pelayanan berdasarkan kemajuan iednciag
ksl gUnd peningratan pelayanan kepada masyarakat,
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STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA DUNIA FANTASI

Drasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1280 Tentang Keparawisataan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

c. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 TentangKedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTipe A ;

d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan Baru

»  Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Kabupaten mMimika Cg Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

rekamendasi dari Kelurahan/Distrik Setempat;

Melampirkan Surat 1zin Mendirikan Bangunan (IMB);

Pas Foto Ukuran 3 x 4 Sebanyak 4 Lembar;

Dokumen izin Lingkungan Hidup (SPPL/UKL-UPL,AMDAL) Terbaru Sebanyak 1 Ranghkap,

Melampirkan Surat lzin Tempat Usaha (SITU);

Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

¥ v

¥
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Prosedur

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan
dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;

c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

d. Pemohon mengambil 5K izin di loket pengambilan izin.

Waktu Pelayanan :

» Senin s/d Kamis 08,30 wit - 15,00 wit
F Jumat ‘08,30 wit - 13,30 wit
# Jam Istirahat Pelayanan 112,00 wit - 13.00 wit
» Waktu Penyelesaian lzin :Baru 3 Hari Kerja

:Perpanjangan 1 Hari Kerja
Biaya : GRATIS (Rp.0-,)

Procuk Pelayanan :
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen Surat Izin Usaha DuniaFantasi.

Penseiolaan Pengaduan
palayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
TIe. {0901) 3262043

Uan yang telah [ersadia pada Kotek 'engs

4. ieringan Interied

1w 52t persatan sivi Pelayanan yang werbasis inlernet server



o, Hompetensi Pelaksana

fierikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu 3atu Pintu (DFMPTSP)
%abupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
rerstruktur maupun yang tidak terstruktur

1. Fengawasan Internal

ronenwasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf] dilakukan aleh
jmjabal eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon I1l, dan pejaimt
senlon 1l dilakukan oleh pejabat eselon II, selanjutnya Kepala Dinas sebaga pejabat esellon |l diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektarat serta Bupati secara umum.

11, jumlah Pelaksana

ASN Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari :

4. Derdasarkan Jabalan:
+ Kepala Dinas
= Sekretaris Dinas
e Kepala Bidang
»  FKepala Seks|
=  Stal Pelaksana

{ 2. Jaminan Felayanan

~inas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
fijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
vit 4 vang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang

Wl

meiatan,
17. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

foluren Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
tslabi dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
inwabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

4. Evaluasi Kinerja

[valuasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP

b. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

c. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menye barkan kuisioner kepaca
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. lika dari hazil
oengalahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
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STANDAR PELAYANAN
Surat izin Usaha Fusai Kesehatan [ Health Center ) dan Kebugaran lasmani (Fittnes Center)

Dasar Hukum

Undang-Undang Momaor, 9 Tahun 1980 Tentang Keparawisataan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Tipe A :

d, Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modai dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

G -

Persyaratan

# Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Kabupaten Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;
Rekomendasi dari Kelurahan/Distrik Setempat;

Melampirkan Surat lzin Mendirikan Bangunan {IMB};

Pas Foto Ukuran 3 x 4 Sebanyak 4 Lembar;

Dokumen lzin Lingkungan Hidup (SPPL/UKL-UPLAMDAL) Terbaru;

Melampirkan Surat lzin Tempat Usaha (5ITU);

ielampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPR)

b G A
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2. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
b. Pemohon menyerahkan formulir ke FrontOffice untuk pendaftaran izin dan
dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin
sesual prosedur dan ketentuan yang berlaku;
i, Pemohon mengambil 5K |zin di loket pengambilan izin,

DO ey anan

= Senin sfd Kamis :08.30 wit - 15.00 wit
Qe 08,30 wit - 13.30 wit
» lamlstirahat Pelayanan :12.00 wit - 13.00 wit
# Waktu Penyelesaian lzin :Baru 5 Hari Kerja

:Perpanjangan 3 Hari Kerja
Ciaya : GRATIS (Rp.G-,)

Mroduk Pelayanan :
Produl yang dibasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Cokumen Surat lzin Usaha Pusat Kesehatan | Health Center) dan Kebugaran Jasmani ( Fitrizss

. |

o
O
&



d. Jaringan Internet
e. 1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Maodal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPSP)

Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf] dilakukan oleh
pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon |ll, dan pejabat
eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon 1l diawasi
aleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi

oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.
11. Jumlah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumiah 80 Orang terdiri dari :

a. Berdasarkan Jabatan :
+ Kepala Dinas
s Sekretaris Dinas
Kepala Bidang
Kepala Seksi
Staf Pelaksana

* & &

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan |ayanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika. ;

14. Evaluasi Kinerja

-

3. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP
Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi
Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. lika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA PASAR SENI DAN VENIR SHOP

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1980 Tentang Keparawisataan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

t. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;

d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinandan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu Kabupaten Mimika ;

2. Persyaratan
* Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Kabupaten Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Bermeteral Rp. 6000,-;
Rekomendasi dari Kelurahan/Distrik Setempat;
Melampirkan Surat lzin Mendirikan Bangunan (IMB);
Pas Foto Ukuran 3 x 4 Sebanyak 4 Lembar;
Dokumen lzin Lingkungan Hidup (SPPL/UKL-UPL,AMDAL} Terbaru;
Melampirkan Surat lzin Tempat Usaha (SITU);
Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak [NPWP)

3. Prosedur
a. Pemchon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan
dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
¢. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin
sesual prosedur dan ketentuan yang berlaku;
d. Pemohon mengambil 5K Izin di loket pengambilan izin.

Y ¥F VY VWY

Waktu Pelayanan :

# Senin s/d Kamis :08.30 wit - 15.00 wit
# Jumat :08.30 wit - 13.30 wit
¥ Jam Istirahat Pelayanan :12.00 wit - 13.00 wit
»  Waktu Penyelesaian lzin :Baru 3 Hari Kerja

:Perpanjangan 1 Hari Kerja
5. Biaya:GRATIS (Rp.0-,)

6. Produk Pelayanan :
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen Surat Izin Usaha PasarSenidan Souvenir Shop.

7. Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a. Tlpn.; (0901) 3262043
b. SMS ;
¢ E-Mail;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan
f.  Sarana dan Prasarana Pelayanan
a. Meja dan Kursi
Komputer
Mesin Pencetak (Printer)
Jaringan Internet
1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

L~ =



9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon V. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon i, dan pejabat_
eselon Ili dilakukan oleh pejabat eselon II, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon || diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11. Jumiah Pelaksana
ASN Dinas PMFPTSP berjumiah 80 Orang terdiri dari :

a. Berdasarkan Jabatan :
* Kepala Dinas
e Sekretaris Dinas
* Kepala Bidang
Kepala Seksi
Staf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada S0P masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang

berlaku.
13. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14. Evaluasi Kinerja

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP
Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi
Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha zkan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
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STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN OBJEK WISATA

Dasar Hukum

a. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

c. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;

d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 TentangKedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A

e. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
pengelolaan dan Penandatanganan Perizinandan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ,

Persyaratan

Mengisi Surat Permohonan dengan lampirannya;

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku

Pas Foto Berwarna Ukuran 3 x 4 Sebanyak 3 Lembar;

Dokumen Izin Lingkungan (UKL,dan UPL, AMDAL ). Terbaru sebanyak 1 rangkap;

Foto Copy AktaPendirian Perusahaan yang mencantumkanObjek Usaha Pariwisata;
Foto Copy Bukti Penguasaan Tanah ( Sertifikat, Perjanjian Sewa Menyewa Perikatan jual
Beli);

Foto Copy Hak Pengelolaan Dari PemilikObjek /wisata;

surat Kuasa dan Foto Copy KTP Penerima Kuasa bagi Pemohon yang pengurusan izinnya
melalui jasa pihak lain;
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Prosedur

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

¢ Dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Proses izin
lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;

d. Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuaj prosedur dan ketentuan yang
berlaku;

&. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan lzin.

Waktu Pelayanan :

» Senin s/d Kamis :0B.30WIT-15.00WIT
¥ Jumat :08.30 WIT=1330WIT
% Jam Istirahat Pelayanan  :12.00 WIT - 13.00 WIT
» Waktu Penyelesaian Izin  :Baru 3 Hari Kerja

: Perpanjangan 1 Hari Kerja
Biaya : GRATIS (Rp.0,-)

Produk :
Produk yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Izin
Pengelolaan Objek Wisata.

Pengelolaan Pengaduan

pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a.Tlpn. ; (0901) 3262043

k. 5MS5

e E-Mail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

Sarana dan Prasarana Pelayanan
a. Mejadan Kursi
b. Komputer



c. Mesin Pencetak ( Printer)
d. Jaringan Internet
e. 1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet Server,

9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon |V dilakukan oleh pejabat eselon Ill, dan pejabat
eselon |l dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum,

11. Jumlah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumiah 80 Orang terdiri dari :

a. Berdasarkan Jabatan :
¢ Kepala Dinas
Sekretaris Dinas
* Kepala Bidang
« Kepala Seksi
 Staf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku.

13. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang 5ah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14. Evaluasi Kinerja

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP
Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi
Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha aken
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA PERMAINAN DAN KETANGKASAN

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor, 8 Tahun 1980 Tentang Keparawisataan;

Undang-Undang Nomaor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTipe A ;
Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinandan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu Kabupaten Mimika ;

2. Persyaratan Baru

=

Y
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Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Kabupaten Mimika Cg Kepala Dinas Penanaman
Modal danPelayananTerpaduSatuPintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;
Rekomendasi dari Kelurahan/Distrik Setempat;

Melampirkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); -
Pas Foto Ukuran 3 x 4 Sebanyak 4 Lembar;

Dokumen Izin Lingkungan Hidup (SPPL/UKL-UPL,AMDAL) Terbaru Sebanyak 1 Rangkap:
Melampirkan Surat lzin Tempat Usaha (5ITU);

Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3, Prosedur

a.
b.

d.

Pemohan datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
pemohan menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan
dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;

Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlakuy;

Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

Waktu Pelayanan :

Senin s/d Kamis :08.30 wit - 15.00 wit

Jumat :08.30 wit - 13.30 wit

Jam Istirahat Pelayanan +12.00 wit - 13.00 wit

Waktu Penyelesaian lzin :Baru 3 Hari Kerja
:Perpanjangan 1 Hari Kerja

YYVYY

5. Biaya:GRATIS (Rp.0-,)

6. Produk Pelayanan:
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen Surat Izin Usaha Permainan dan Ketangkasan.

7. Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a.

b.
£,
d

Tipn.;  (0901) 3262043

SMS

E-Mail ;

Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

8, Sarana dan Prasarana Pelayanan

Meja dan Kursi
Komputer
Mesin Pencetak (Printer)

Jaringan Internet
1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server



9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil 5taf di DinasPenanar :n Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
‘Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Kellmuza: serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon lll, dan pejabat
eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum,

11. Jumlah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari :

a. Berdasarkan Jabatan:
o [Kepala Dinas
s Sekretaris Dinas
s Kepala Bidang
« Kepala Seksi
Staf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang

berlaku.
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14. Evaluasi Kinerja

3. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP

b. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

¢. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan, Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi Euna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA GELANGGANG RENANG

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomaor. 9 Tahun 1980 Tentang Keparawisataan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

£. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan,
SusunanOrganisasiTugasdanFungsiserta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tipe A ;

d. Peraturan Bupati Mimika Nemor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinandan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Maodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan Baru

% Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Kabupaten Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

» Rekomendasi dari Kelurahan/Distrik Setempat;

Melampirkan Surat lzin Mendirikan Bangunan (IMB);

Pas Foto Ukuran 3 x 4 Sebanyak 4 Lembar;

% Dokumen Izin Lingkungan Hidup (SPPL/UKL-UPL AMDAL) Terbaru Sebanyak 1 Rangkap;

# Melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (5ITU);

Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Prosedur

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan
dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;

¢. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

d. Pemohon mengambil SK lzin di loket pengambilan izin.

¥

Y

v

Waktu Pelayanan :

# Senin s/d Kamis :08.30 wit - 15.00 wit
# Jumat :08.30 wit - 13.30 wit
# Jam Istirahat Pelayanan 112.00 wit - 13.00 wit
» Waktu Penyelesaian lzin :Baru 3 Hari Kerja

:Perpanjangan 3 Hari Kerja
Biaya : GRATIS (Rp.0-,)

Produk Pelayanan :
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah

Dokumen Surat Izin Gelanggang Renang.

Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a. Tipn.; (0901} 3262043

b. SMS ;

c. E-Mail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan
Sarona dan Prasarana Pelayanan

a. Meja dan Kursi

b. Komputer

c. Mesin Pencetak (Printer)

d. Jaringan Internet

e. 1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server



9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenana nan lal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidary Ke I 2n serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruklur

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjer 118, "engawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat e elon IV dilakukan olen pejabat eselon Ill, dan pejabat
eselon |1l dilakukan oleh pejabat eselon Il, selanj inya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan | num dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11, Jumlah Pelaksana
ASM Dinas PMPTSP berjumlah BO Orang terdiri ¢« .

a, Berdasarkan labatan:
¢« Kepala Dinas
e Sekretaris Dinas
s Kepala Bidang
s Kepala Seksi
s Staf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14. Evaluasi Kinerja

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP
Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi
Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. lika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN RUMAH BILYARD

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1980 Tentang Keparawisataan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

¢. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 TentangKedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTipe A ;

d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan

¥ - Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Kabupaten Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;
Rekomendasi dari Kelurahan/Distrik Setempat:

Melampirkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Pas Foto Ukuran 3 x 4 Sebanyak 4 Lembar;

Dokurnen lzin Lingkungan Hidup (SPPL/UKL-UPL,AMDAL) Terbaru Sebanyak 1 Rangkap;
Melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Prosedur

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan
dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;

c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

d. Pemohon mengambil 5K Izin di loket pengambilan izin.

=

VY YYVY

Waktu Pelayanan :

» Senin s/d Kamis :08.30 wit - 15.00 wit
»  Jumat 0B 30 wit - 13.30 wit
¥ Jam Istirahat Pelayanan :12.00 wit - 13.00 wit
» Waktu Penyelesaian lzin :Baru 3 Hari Kerja

:Perpanjangan 2 Hari Kerja
Biaya : GRATIS (Rp.0-,)

Produk Pelayanan :
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen Surat Izin Rumah Bilyard.

Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a. Tlpn.; (0901) 3262043

h. SMS ;

c. E-Mail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan
Sarana dan Prasarana Pelayanan

a. Meja dan Kursi

b. Komputer

£, Mesin Pencetak (Printer)

d. Jaringan Internet

e. 1(satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server



9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) -
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon |V dilakukan oleh pejabat eselon Ill, dan pejabat
eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon Il, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon |l diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11. Jumlah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari : .

a. Berdasarkan Jabatan:
s Kepala Dinas
* Sekretaris Dinas
¢ Kepala Bidang
= Kepala Seksi
s Staf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas vang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku.

13. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14. Evaluasi Kinerja

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama

dilingkungan DPMPTSP
. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

c. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 jtem pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat,



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA BAR

Dasar Hukum

Undang — undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan;

b. Undang-Undang MNomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
c. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 TentangKedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTipe A ;
#. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;
Persyaratan
a. Permohonan Baru
> Mengisi Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;
# Salinan Izin Mendirikan Bangunan { IMB J;
# Foto Copy Surat izin Tempat Usaha ( SITU) dengan Menunjukan Aslinya;
# Foto Copy SIUP dan TDP;
% Daftar Fasilitas dan Izin Pariwisata { Izin Karaoke/1zin Minuman Beralkohol dll );
% Daftar Tenaga Kerja dan Foto lzin Ketenaga Kerjaan;
> Foto Copy Bukti Penguasaan Tanah ( Sertifikat, Perjanjian Sewa Menyewa Perikatan jual
Beli);
¥ Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan vang'berbadan usaha dan pengesahan Badan Hukum
di Dep. Hukum dan HAM bagi PT. Di Pengadilan Negeri bagi CV;
» Dokumen lzin Lingkungan (UKL,dan UPL, AMDAL) . Terbaru sebanyak 1 rangkap;
» PasFoto Berwarna Ukuran 3 x 4 Sebanyak 2 Lembar;
# Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
» Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 Lembar;
» Denah Lokasi dan Data Fasilitasl;
# Rekomendasi Tim Teknis;
b. Permohonan Perpanjangan
» Mengisi Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;
» Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab [ KTP ) yang masih berlaku;
¥ Foto Copy Surat lzin Tempat Usaha ( SITU) dengan Menunjukan Aslinya;
» Foto Copy SIUP,
¥» Foto Copy Surat Izin Usaha Bar,Diskotik,dan Pub yang lama;
% Pas foto berwarna Penangggungjawab Teknik ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
%* Surat Kuasa Bermeterai Rp. 6.000,- ( jika diurus pihak ke 3) dan foto copy penerima kuasa;
Prosedur
a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;
¢. Dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Proses Izin
lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;
d. Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku;
Pemohon mengambil SK izin di loket pengambilan Izin.

1 -

Waktu Pelayanan :

YOO Y Y

Senin s/d Kamis :08.30 WIT — 15.00 WIT
Jumat :08.30 WIT=13.30WIT
lam Istirahat Pelayanan  : 12.00 WIT-13.00 WIT
Waktu Penyelesaian lzin  : Baru 3 Hari Kerja

: Perpanjangan 1 Hari Kerja



Biaya : GRATIS (Rp.0,-)

Produk :
Produk yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen
Surat Izin Usaha Bar,

Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

aTlpn.;  (0901) 3262043

b. 5MS ;

c. E-Mail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

Sarana dan Prasarana Pelayanan

a. Meja dan Kursi

Komputer

Mesin Pencetak | Printer)

Jaringan Internet

1 (satu) set peralatan S5IM Pelayanan yang berbasis Internet Server.

T an o

. Kompetensi Pelaksana

Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu 5atu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah dipercleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf} dilakukan oleh
pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon Ill, dan pejabat
eselon 11l dilakukan oleh pejabat eselon II, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi”
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum,

11. Jumliah Pelaksana

ASN Dinas PMPTSP berjumiah 80 Orang terdiri dari :

Berdasarkan Jabatan :

* Kepala Dinas

s Sekretaris Dinas

+ Kepala Bidang

e« Kepala Seksi

=« Staf Pelaksana 4

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku, :

13. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dotumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.



14. Evaluasi Kinerja

a.

b.

Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP

Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA KECANTIKAN & BARBER SHOP

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomaor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan;

b. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

c. Peraturan Bupati Mimika Nomor 283 Tahun 2015 Tentang

d. Keputusan Bupati Mimika Nomor 49 Tahun 2015 Tentang

e. Peraturan Bupati Mimika Nemor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;

f.  Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ; '

Persyaratan

% Mengisi formulir permohonan Izin Hiburan bermeterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;

¥ Surat Persetujuan/tidak keberatan dari tetangga yang diketahui RT,RW,Lurah, dan Kepala Distrik
dan Foto Copy KTP Warga yang menyetujui yang masih berlaku;

> Foto Copy KTP Pemohon/Penanggungjawab yang masih berlaku;

» Foto Copy Bukti Penguasaan Tanah atau Perjanjian sewa menyewa/jual beli;

# Foto Copy SITU

= Daftar Peralatan;

¥ Daftar Fasilitas;

# Daftar Tenaga Kerja

% Surat Kuasa Bermeterai Rp. 6.000,- [ jika diurus pihak ke 3) dan foto copy penerima kuasa;

# Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar;

¥ Rekomendasi Tim Teknis,

% Aslilzin Yang Lama ( Perpanjang).

Prosedur

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

¢. Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbit=n izin sesual prosedur dan ketentuan yang
berlaku;

d. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan |zin.

Waktu Pelayanan :

* Senins/d Kamis 1 08.30 WIT = 15.00 WIT
» Jumat 10830 WIT-13.30WIT
% Jam Istirahat Pelayanan  :12.00 WIT-13.00 WIT
¥ Waktu Penyelesaian lzin  : Baru 3 Hari Kerja
: Perpanjangan 1 Hari Kerja
Biaya :GRATIS (Rp.0)
Produk :

Produk yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan adalah
DOKUMEN IZIN USAHA KECANTIKAN & BARBER SHOP

Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan informasi Pengaduan pemaohon dapat melalui:

a.

b,
t.
d.

Tipn.;;  (0901) 3262043

SMS ;

E-Mail ;

Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan.



9.

Sarana dan Prasarana Pelayanan

a. Mejadan Kursi

b. Komputer

c. Mesin Pencetak ( Printer)

d. Jaringan Internet

e. 1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis Internet Server.

Kompetensi Pelaksana

Berikut adalah Profil 5taf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon 11, dan pejabat
eselon || dilakukan oleh pejabat eselon i, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon |l diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum,

11, Jumlah Pelaksana

ASN Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari :

Berdasarkan Jabatan :
+ [Kepala Dinas

s Sekretaris Dinas

s« Kepala Bidang

« Kepala Seksi

= Staf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku.

13. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14, Evaluasi Kinerja

a.

Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP )
Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
—enimaesh 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
neneolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperfukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. )



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA KLUB MALAM

Dasar Hukum

an o

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik:

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata:
Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 TentangKedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A}
Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika :

Persyaratan

.

Permohonan Baru

Mengisi Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;

Salinan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB };

Foto Copy Surat 1zin Tempat Usaha ( SITU) dengan Menunjukan Aslinya;

Foto Copy SIUP dan TDP,

Daftar Fasilitas dan lzin Pariwisata ( lzin Karaoke/lzin Minuman Beralkohol dll );

Daftar Tenaga Kerja dan Foto Izin Ketenaga Kerjaan;

Foto Copy Bukti Penguasaan Tanah ( Sertifikat, Perjanjian Sewa Menyewa Perikatan jual
Beli};

Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan usaha dan pengesahan Badan Hukum
di Dep. Hukum dan HAM bagi PT. Di Pengadilan Negeri bagi Cv;

Dokumen lzin Lingkungan (UKL, dan UPL, AMDAL ). Terbaru sebanyak 1 rangkap;

Pas Foto Berwarna Ukuran 3 x 4 Sebanyak 2 Lembar;

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku

Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 Lembar;

Denah Lokasi dan Data Fasilitasl:

Rekomendasi Tim Teknis:

Fermohonan Perpanjangan

# Mengisi Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab ( KTP ) yang masih berlaku;

Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha ( SITU) dengan Menunjukan Aslinya;

Foto Copy SIUP;

Foto Copy Surat Izin Usaha Bar, Diskotik,dan Pub yang lama;

Pas foto berwarna Penangggungjawab Teknik ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;

Surat Kuasa Bermeterai Rp. 6.000,- ( jika diurus pihak ke 3) dan foto copy penerima kuasa;

v 5 1_- Y Y Y Y Y

b i T T

Y

Y Y YY VY

Prosedur

a
.

Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

Dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Proses Izin
lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;

Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang
beriaku;

Pemohon mengambil 5K Izin di loket pengambilan lzin.

Ay Mafavsnan @
Jonin sfd Kamis : 08.30 WiT = 15,00 WiT
Jumat ;D830 WIT—13.30 WIT
=1 15tirahat Pelayanan +12.00 WIT - 13.00 WIT
Wakiu Fenyelesalan izin  : Baru 3 Harl Kerja

: Perpanjangan 1 Hari Kerja



5. Biaya : GRATIS (Rp.0,-)

6. Produk:
Produk yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen

Surat lzin Usaha Klub Malam.

7. Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a.Tipn.;  (0901) 3262043

b. SMS ;
C.

E-Mail ;

d Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

8. Sarana dan Prasarana Pelayanan

»ango

Meja dan Kursi

Komputer

Mesin Pencetak [ Printer)

Jaringan Internet

1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis Internet Server.

9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil 5taf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang ,
terstruktur maupun yang tidak terstruktur

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon [V. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon lIl, dan pejabat
eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon II, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon i diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi

oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11. Jumlah Pelaksana

ASN Dinas PMPTSP berjumliah 80 Orang terdiri dari :

a. Berdasarkan Jabatan:

.

L]
L]
L ]

Kepala Dinas
Sekretaris Dinas
Kepala Bidang
Kepala Seksi
Staf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
wakty yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang

beriaku.

seainan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

~ Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yong
v Earizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung

jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.



14. Evaluasi Kinerja

a.

Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP

Laporan bulanan disampaikan cleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



_:..'I-

STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA KOLAM MEMANCING

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTipe A ;
Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
pengelolaan dan Penandatanganan Perizinandan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan Baru / Perpanjang / Perubahan

% Mengisi formulir permohonan Izin Hiburan bermeterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;

» Foto Copy KTP Pemohon/Penanggungjawab yang masih berlaku;

» Rekomendasi Tim Teknis;

» Foto Copy IMB dengan Menunjukan Aslinya;

» Dokumen lzin Lingkungan (UKL,dan UPL, AMDAL) . Terbaru sebanyak 1 ra ngkap;

> Foto Copy Bukti Penguasaan Tanah atau Perjanjian sewa menyewa / jual beli;

% Foto Copy lzin Usaha Perikanan;

> Daftar Fasilitas;

% Surat Kuasa Bermeterai Rp. 6.000,- ( jika diurus pihak ke 3) dan foto copy penerima kuasa;

» Meterai Rp. 6.000,-

Prosedur

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

¢. Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku;

d. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan Izin.

Waktu Pelayanan :

b A

Senin 5/d Kamis ;0830 WIT—-15.00 WIT
Jumat (D830 WIT=-13.30WIT -
Jam Istirahat Pelayanan  :12.00 WIT-13.00 WIT
Waktu Penyelesaian Izin  : Baru 3 Hari Kerja
: Perpanjangan 1 Hari Kerja

Biaya :GRATIS {Rp.0)

Produk :
Produk yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan adalah
Dokumen izin Kolam Memancing.

Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

.

b
.
d

Tlpn.;  (0901) 3262043

SMS ;

E-Mail ;

Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

Sarana dan Prasarana Pelayanan

.

b
7
d
e

Meja dan Kursl

Komputer

Mesin Pencetak [ Printer)

jaringan Internet

1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis Internet Server.



9, Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanam: .dal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidans v+ 'muan serta Pelatihan yang pernah dipercleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon V. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejatiat aselon 1N, dan pejabat
eselon 1il dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon |l diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11. Jumlah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumliah B0 Orang terdiri dari:

a. Berdasarkan Jabatan:
+ Kepala Dinas
s Sekretaris Dinas .
Kepala Bidang .
s Kepala Seksi
« Staf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku,

13. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika. .

14, Evaluasi Kinerja

2. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP

b. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

c. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat dipercleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN PANTI MANDI UAP

i, Dasar Hukum

=3 ]
N

4.

b.
C.
d

Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas-
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;
Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan

.

Permohonan Baru

» Mengisi Surat Permohonan dengan lampirannya;

Salinan Izin Mendirikan Bangunan { IMB };

Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha [ SITU) yang masih berlaku dengan Menunjukan Aslinya;
Foto Copy SIUP;

Dokumen Izin Lingkungan (UKL, dan UPL, AMDAL) . Terbaru sebanyak 1 rangkap;

Foto Copy Bukti Penguasaan Tanah ( Sertifikat, Perjanjian Sewa Menyewa Perikatan jual
Beli);

Pas Foto Berwarna Ukuran 3 % 4 Sebanyak 2 Lembar;

Daftar peralatan dan bahan;

Daftar Fasilitas,

Daftar Tenaga Kerja

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku

Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 Lembar;

Permohonan Perpanjangan

Mengisi Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab [ KTP ) yang masih berlaky;

Foto Copy Surat Izin Panti MandiUap yang lama;

Pas Foto Berwarna Ukuran 3 x 4 Sebanyak 2 Lembar;

Daftar peralatan dan bahan;

Daftar Fasilitas,

Daftar Tenaga Kerja

Pas Foto berwarna Penanggung jawab sebanyak 3 lembar ukuran 3 x 4;

Surat Kuasa Bermeterai Rp. 6.000,- [ jika diurus pihak ke 3) dan fote copy penerima kuasa;

Yo W W

YYYY VY

Y VY Y YYYYY

Prosedur

d.

b.

pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

Dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberi.ahuan kepada Pemohon bahwa Proses Izin
lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;

Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku;

Pemohon mengambil SK izin di loket pengambilan lzin.

Waktu Pelayanan :

Y OY VN

senin s/d Kamis : 08.30 WIT = 15.00 WIT
Jumat (0830 WIT-13.30WIT
Jamn Istirahat Pelayanan  :12.00 WIT-13.00 WIT
Waktu Penyelesaian lzin  : Baru 3 Hari Kerja

: Perpanjangan 1 Hari Kerja

Biaya : GRATIS (Rp.0,-}

Froduk :
Produk yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen izin
Pantl Mandi Uap. :



7. Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a. Tlpn.; (0901) 3262043
b. SMS ;
c. E-Mail;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

8. Saranadan Prasarana Pelayanan
a. Meja dan Kursi
Komputer
Mesin Pencetak [ Printer)
laringan Internet
1 [satu} set peralatan 5IM Pelayanan yang berbasis Internet Server.

oToan o

9. Kompetensl Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon |V, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon I, dan pejabat
eselon il dilakukan oleh pejabat eselon [, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11, Jumilah Pelaksana

ASN Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari :

a. Berdasarkan Jabatan :
s Kepala Dinas
s Sekretaris Dinas
* Kepala Bidang
= Kepala Seksi
s Staf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

13. jJaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan 5K Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang S5ah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14, Evaluasi Kinerja

m,  bvalupasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP

b, Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi
Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika cari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan

1

maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi

informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA TAMAN REKREASI

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan;

b. Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

¢. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Crganisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;

d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan

Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan Baru / Perpanjang / Perubahan

#» Mengisi formulir permohonan Izin Hiburan bermeterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;

» Surat Persetujuan/tidak keberatan dari tetangga yang diketahui RT, RW, Lurah, dan Kepala
Distrik dan Foto Copy KTP Warga yang menyetujui yang masih berlaku;

# Foto Copy KTP Pemohon/Penanggungjawab yang masih berlaku;

» Rekomendasi Tim Teknis;

> Foto Copy SITU,SIUP,TDP yang masih berlaku;

» Dokumen lzin Lingkungan (UKL, dan UPL, AMDAL) . Terbaru sebanyak 1 rangkap;

# Foto Copy IMB dengan menunjukan Aslinya atau Bukti Penguasaan Tanah atau Perjanjian sewa
menyewa / jual beli;

# Daftar Tenaga Kerja;

» Daftar Fasilitas;

# Surat Kuasa Bermeterai Rp. 6.000,- ( jika diurus pihak ke 3) dan foto copy penerima kuasa;

» Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar;

» Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 Lembar.

Prosedur -

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

¢. Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku;

d. Pemohon mengambil 5K Izin di loket pengambilan lzin.

Waktu Pelayanan :

T

Y

b ol .

Senin s/d Kamis +08.30 WIT - 15.00 WIT
Jumat (0830 WIT-13.30 WIT
lam Istirahat Pelayanan  :12.00 WIT - 13.00 WIT
Waktu Penyelesaian Izin  : Baru 3 HariKerja

: Perpanjangan 1 Hari Kerja

Biaya :GRATIS (Rp.0)

Produk :
Produk yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan adalah

retirmen lzin Usaha Taman Rekreasi.

S e |
15l Fepgaduan pemohon dapat melalui:

| Dty 2252043

ioengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan



8. Sarana dan Prasarana Pelayanan
a. Meja dan Kursi

Komputer

fMesin Pencetak | Printer)

Jaringan Internet

1 [satu) set peralatan 5IM Pelayanan yang berbasis Internet Server.

(=R -

9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon 1ll, dan pejabat
eselon |l dilakukan oleh pejabat eselon Il, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawdsi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
aleh Inspektorat serta Bupati secara umum, .

11. Jumiah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari :

a. Berdasarkan Jabatan;
* Kepala Dinas
= Sekretaris Dinas
s Kepala Bidang
s Kepala Seksi
=« Staf Pelaksana

12, Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

13. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang 5ah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14, Evaluasi Kinerja

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP
Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi
Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
ralam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
vizka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



[ %]

STANDAR PELAYANAN
1ZIN USAHA PONDOK WISATA

Dasar Hukum

b.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

c. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.B6/HK.501/MKP2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;

d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Maodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tipe A ;

e. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

" Persyaratan

# Surat Permohonan Bermeterai Rp. 6000,

» Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen;

# Surat Pernyataan Persetujuan;

» Dokumen lzin Lingkungan Hidup (SPPL/UKL-UPL,AMDAL) Terbaru Sebanyak 1 Rangkap;

» Foto Copy Sertifikat / Bukti Kepemilikan Tanah;

» Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak / Sewa Menyewa atas Tanah dan Bangunan;

¥* Foto Copy Akte Pendirian Badan Hukum / Usaha yang Sah;

> Foto Copy KTP Pemohon;

* Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (5ITU);

» Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

» Foto Copy Bukti Setoran Pajak / Retribusi Daerah;

> Foto Copy NPWP / NPWPD;

¥ Pas Foto Berwarna Ukuran 3x4 Sebanyak 4 Lembar;

* Rekomendasi Dari Instansi / SKPD Teknis Terkait;

¥ Rekomendasi dari Kepala Disbudparpora / Pejabat yang Berwenang.

Prosedur

a, Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office nntuk pendaftaran izin dan
dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;

Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

Pemohon mengambil 5K Izin di loket pengambilan izin.

Waktu Pelayanan :

> Senin s/d Kamis :08.30 wit - 15.00 wit
» Jumat (0830 wit - 13.30 wit
# Jam Istirahat Pelayanan :12.00 wit - 13.00 wit
= Waktu Penyelesaian lzin :Baru 5 Hari Kerja

:Perpanjangan 3 Harj Kerja

Biaya : GRATIS (Rp.0-,)

Produk Pelayanan :
Praduk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dolkumen Surat lzin Usaha Pondok Wisata.

Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a.

Tipn. & (0901) 3262043



b, SMS
c. E-Mall ;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan .

8. Saranadan Prasarana Pelayanan

a. Meja dan Kursi
b. Komputer
¢.  Maesin Pencetak (Printer)
Jaringan Internet
1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

9, Kompetensi Pelaksana

Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu [DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur:

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan cleh
pejabat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon |ll, dan pejabat
eselon |l dilakukan oleh pejabat eselon II, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasl
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasl
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11. Jumlah Pelaksana

ASN Dinas PMPTSP berjumiah 80 Orang terdiri dari :

Berdasarkan Jabatan |
¢ Kepala Dinas

s Sekretaris Dinas

» Kepala Bidang

s Kepala Seksi

s« Staf Pelaksana

12, Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang tefah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku.

13. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14, Evaluasi Kinerja

d.

Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasl bersama

_dilingkungan DPMPTSP
| snaran bulanan disampaikan cleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

elakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
oo metnby usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang dizjukan. Pelaku Usaha shan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. fika dari hasil
sannolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
{alam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi

informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN AGEN BIRO PERJALANAN WISATA

1. Dasar Hukum

Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Kepariwisataan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
¢. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A
d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika.
2. Persyaratan
a. Permohonan Baru
» Mengisi Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;
% Salinan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB );
» Akta Usaha Sebanyak Satu Rangkap;
» Foto Copy Surat lzin Tempat Usaha ( 5ITU) dengan Menunjukan Aslinya,
¥ Foto Copy SIUP,
% Dokumen lzin Lingkungan (UKL,dan UPL, AMDAL) . Terbaru sebanyak 1 rangkap;
% Foto Copy Bukti Penguasaan Tanah ( Sertifikat, Perjanjian Sewa Menyewa Perikatan jual
Beli};
% Pas foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
% Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang masih berlaku;
¥ Denah Lokasi dan Fasilitas Restoran;
¥ Rekomendasi Tim Teknis; £
¥ Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 Lembar.
b. Permohonan Perpanjangan .
» Mengisi Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;
% Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab { KTP ) yang masih berlaku;
% Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha ( SITU) dengan Menunjukan Aslinya;
» Foto Copy 5IUP,
% Fota Copy Surat Izin Usaha Agen/Biro Perjalanan Wisata yang lama;
% Pas foto berwarna Penangggungjawab ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
% Surat Kuasa Bermeterai Rp. 6.000,- ( jika diurus pihak ke 3) dan foto copy penerima kuasa.
3. Prosedur
a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;
c. Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku;
d. Pemohon mengambil SK lzin di loket pengambilan lzin.
4. Waktu Pelayanan:
= Senins/d Kamis 108,30 WIT—15.00 WIT
# Jumat ;0830 WIT=-13.30WIT
% Jam Istirahat Pelayanan  :12.00 WIT - 13.00 WIT
¥ Waktu Penyelesaian lzin  : Baru 6 Hari Kerja
! Perpanjangan 3 Jam
5, Biaya: GRATIS (Rp.0,-)
6. Produk:
Produk yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen
Surat Izin Usaha Agen / Biro Perjalanan Wisata.
7. Pengelolaan Pengaduan

pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalul:



5 Tieno:  (0901) 3262043

¢, E-Mall;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

8. Sarana dan Prasarana Pelayanan
a. Meja dan Kursi

Komputer

Mesin Pencetak ( Printer)

Jaringan internet

.7 (=at0) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis Internet Server.

0. Kompetens] Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang -
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

Tenw

10. Pengawasan Internal

pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan cleh
pejabat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon [V dilakukan oleh pejabat eselon Ill, dan pejabat
cecion 11l dilakukan cleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat eselion Il diawasl
~1=4y Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
~Tohy inspekiorat serta Bupati secara umum.

1i. Jumiah Pelaksana

B b

AT Dinas PRMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari ¢

a. Derdzsarkan jabatan :
+ Keooala Dinas
= Sekretaris Dinas
r  Mapola Bidang
A Kenala Seksi

tr=f Pelaksana

Zeminan Pelayanan

“imzs PMIPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
Lianjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
yaktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang

Bertatu.

. i=minan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Fode e Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yeng
berizku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
i-wabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

nnjang berdasarkan tngkatan eseion dan atau i

oz i @b v R

an thasvais ol Ciperoleh denga cara meny< s
wrus izin berdasarkan jenis l2in yang diajukan.

capearn besdosadkan petimjul/fpenieleissas

-nlely =3 0 20w 68 (sedang) maka diperigken

el Pl oy ool GETLUEE Rd

ilaian pelayanan kepadd masyarakal.

R Ttk
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STANDAR PELAYANAN

SURAT IZIN KARACKE

Dasar Hukum

a.
b.
C.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan;

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;
Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanga nan Perizinandan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika.

Persyaratan

—

v

VY Y YYYY Y Y YYY

Mengisi formulir permohonan Izin Hiburan bermeterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;
Surat Persetujuan/tidak keberatan dari tetangga yang diketahui RT,RW,Lurah, dan Kepala Distrik
dan Foto Copy KTP Warga yang menyetujui yang masih berlaku:

Foto Copy KTP Pemohon/Penanggungjawab yang masih berlaku;

Dokumen Izin Lingkungan (UKL,dan UPL, AMDAL) . Terbaru sebanyak 1 rangkap;
Rekomendasi Tim Teknis;

Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dengan menunjukan Aslinya;

Foto Copy Bukti Penguasaan Tanah atau Perjanjian sewa menyewa/jual beli:

Melampirkan Bukti Pembayaran Fajak [ 55PD);

Daftar Peralatan;

Daftar Fasilitas:

Surat Kuasa Bermeterai Rp. 6.000,- { jika diurus pihak ke 3) dan foto copy penerima kuasa;
Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar;

Pas Foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;

Asli Izin Karaoke Yang Lama ( Perpanjang).

Prosedur

&,

b.

d.

Pemaohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku;

Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan Izin.

Waktu Pelayanan :

¥ oW

-

i

Senin s/d Kamis :0B.30 WIT = 15.00 WIT
lumat (0830 WIT—13.30 WIT
Jam Istirahat Pelayanan  :12.00 WIT - 13.00 WIT
Waktu Penyelesaian lzin  : Baru 3 Hari Kerja

. Perpanjangan 1 Hari Kerja

Biaya :GRATIS (Rp.0)

rrocy

e a
e

rodut yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan adalah

. "

WK A

a0 pemohen dapat melalul;

[ (02Ul s4b04uU43

‘engisi Formulir Fengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan.



2. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Vie]a dan Kursl

Komputer

Mesin Pencetak [ Printer)

Jaringan Internet

1 {satu) set peralatan 5IM Pelayanan yang berbasis Internet Server.

9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSR)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

b= L~

iu. Pengawasan Internal

Fengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pelabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon IIl, dan pejabat
realon 1l dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon || diawasi
mlel Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
nieh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11. Jurniah Pelaksana

ASN Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari :

wt

Beroasarkan Jabatan :
= HKepala Dinas

= Sekretaris Dinas
+« Kepala Bidang

*»  Kepala Seksi

s 'S1af Pelaksana

12, Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
tlii=njikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
vt yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang

berianu.
13. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Datumen Administrasl Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
herlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang 5ah serta dapat dipertanggung
jmwabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

I, Evaluasi Kinerja

minsst gitakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
il snaungan DPMPBTSP
-_mrm.-. bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi
"Mz survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kenada
mataky claaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usahs 2%#n
*emypertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas, Jika el hosl
tmrmlab oY A atan B8R [cadane) maka dimoel - i
i WIERS vanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal ya iz Lean dfy i
b ' rr prlavanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajusn (o
“atan peiayanan kepada masyarakat,



STANDAF P: LAYANAN
SURAT |/ ‘N RESTORAN

Dasar Hukum

a.
b.
C.

&

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Pusat Penjualan
Makanan;

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;
Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinandan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika.

JAratan

» Mengisi Sural permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ; dengan lampiranya;

# Akta Usaha sebanyak 1 rangkap;

= Dokumen Lingkungan (UKL dan UPLAMDAL). Terbaru sebanyak 1 rangkap;

» Foto Copy Bukti Penguasaan Tanah ( Sertifikat, Perjanjian Sewa Menyewa perikatan jual beli
dan IMB (bila bangunana milik sendiri}; -

# Pas Foto Berwarna Pepanggung jawab ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;

» Foto Copy KTP Penanggungjawab yang masih berlaku;

= Denah Lokasi dan Fasilitas Restoran;

Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar

Perpanjang

& viengisi Surat permohonan bermeterai Rp. 6.000,- ; dengan lampiranya;

Foto Copy KTP Penanggungjawab yang masih berlaku;

Foto Copy [ Asli Surat Izin Usaha Restoran yang lama;

Pas Foto Berwarna Penanggung jawab ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;

Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 lembar;

Surat Kuasa Bermeterai Rp. 6.000,- ( jika diurus pihak ke 3) dan foto copy penerima kuasa.

b4
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Prosedur

a.

b.

Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

Pemehon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
ndministrasi secara lengkap dan benar;

Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku;

Pemohon mengambil SK izin di loket pengambilan lzin.

VWaktu Pelavanan :

-
[
-~

Senin s/d Kamis 0B 30 WIT = 15.00 WIT
lurmat ;0830 WIT—13.30WIT
lam Istirahat Pelayanan :12.00 WIT = 13.00 WIT

Panvaiesaian 1zin :Baru 3 Hari Kerja

) . et ¥ apiz

coroosarkan Standar Fetayanan (SOP) yang telah ditetapkan acal:h

v iniormiasi Fengaduan pemanaon dapat melalui;



c. E-Mail:
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan.

8. Saranadan Prasarana Pelayanan

Meja dan Kursi

Komputer

Mesin Pencetak | Printer)

Jaringan Internet

1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis Internet Server.

fon ow

9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adaiah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10, Pengawasan Internal

pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon Ill, dan pejabat
eselon |1l dilakukan oleh pejabat eselon Ii, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi

oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.
11. Jumlah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari : :

a. Berdasarkan Jabatan;
+ Kepala Dinas
» Sekretaris Dinas
s Kepala Bidang
s Kepala Seksi
o Staf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesual dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesual dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang

berlaku,
i3. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten pimika.

r1a

“uilunsi gilakukan secara berjenjang berdasarkan ungkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersamia
eimskungam: DEMPYSP
{ === tyilanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaiuas!
. MR ukan survey inceks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan Khaisics
N rmhe when prengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelate L !
; ‘anvaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petuss
== d=ro o eeleu=nan diperoleh <3.4 atau 68 {sedang) maka diperlukan Garnban g

| a BT | [

=8 Hils vapper poninisn mencapai standard minimal vn

Pl ks '|"'|:'d'|-|-ﬂ‘r! repdad fasyal did.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN RUMAH MAKAN

1. Dasar Hukum

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
¢. PeraturanMenteriPariwisataNomor 28 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Pusat Penjualan
Makanan;
d. PeraturanMenteriPariwisataNomaor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
e. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas’
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;
f.  Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika.
2. Persyaratan
a. Permohonan Baru
*> Mengisi Surat Permohonan dengan lampirannya;
» Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha ( SITU) dengan Menunjukan Aslinya;
~ Foto Copy SIUP;
» Pasfoto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
» Foto Copy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang masih berlaku;
» Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 Lembar:
# Foto Copy lzinLaikSehat;
» Dokumen lzin Lingkungan (UKL, UPL, AMDAL). Terbar u Sebanyak 1 Rangkap;
b. Permohonan Perpanjangan
» Mengisi Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;
» Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab ( KTP ) yang masih berlaku;
> Foto Copy / AsliSuratizin Usaha RumahMakan Yang lama;
> Pas foto berwarna Penangggungjawab ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar:
» Meterai Rp.6.000,- sebanyak 2 lembar;
» Surat Kuasa Bermeterai Rp. 6.000,- ( jika diurus pihak ke 3) dan foto copy penerima kuasa.
3. Prosedur
3. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;
¢. Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku;
d. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan Izin.
4, Waktu Pelayanan :
» Senin s/d Kamis : 08.30 WIT - 15.00 WIT
®  Jumat : 08.30 WIT - 1330 WIT
# Jam Istirahat Pelayanan  :12.00 WIT - 13.00 WIT
» Waktu Penyelesaian lzin ~ : Baru 3 Hari Kerja

: Perpanjangan 1 Jam

o aRATD (npa,-)

“yong dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen

IzinFumahMakan.

7. Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a.
b

Tipn.;  (0901) 3262043
SMS ;



c. E-Mail;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

8. S5aranadan Prasarana Pelayanan
a. Mejadan Kursi
b. Komputer
c.  Mesin Pencetak ( Printer)
d. Jaringan Internet
e. 1(satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis Internet Server.

9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Maodal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan aleh
pejabat eselon |V. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon |11, dan pejabat
eselon lIl dilakukan oleh pejabat eselon Il, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi
cleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11. Jumlah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumiah 80 Orang terdiri dari ;

a. Berdasarkan Jabatan:
« Kepala Dinas
s Sekretaris Dinas
* Kepala Bidang
e«  Kepala Seksi
e Staf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan vang
berlaku.

13. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14. Evaluasi Kinerja

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP

b, Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknnlogi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA DISKOTIK DAN PUB

Dasar Hukum

d.

Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
¢. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentan Pendaftaran Usaha Pariwisata;
d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuTipe A ;
e. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika.
Persyaratan
a. Permohonan Baru
» Mengisi Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;
# Salinan i1zin Mendirikan Bangunan ( IMB );
» Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha ( SITU) dengan Menunjukan Aslinya;
# Foto Copy SIUP dan TDP;
» Daftar Fasilitas dan Izin Pariwisata ( izin Karaoke/Izin Minuman Beralkohol dll };
» Daftar Tenaga Kerja dan Foto lzin Ketenaga Kerjaan;
* Foto Copy Bukti Penguasaan Tanah ( Sertifikat, Perjanjian Sewa Menyewa Perikatan jual
Beli);
» Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan usaha dan pengesahan Badan Hukum
di Dep. Hukum dan HAM bagi PT. Di Pengadilan Negeri bagi CV;
» Dokumen lzin Lingkungan (UKL,dan UPL, AMDAL) . Terbaru sebanyak 1 rangkap;
> Pas Foto Berwarna Ukuran 3 x 4 Sebanyak 2 Lembar;
> Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
» Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 Lembar:
» Denah Lokasi dan Data Fasilitasl;
#» Rekomendasi Tim Teknis;
b. Permohonan Perpanjangan
» Mengisi Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;
> Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab ( KTP ) yang masih berlaku;
» Foto Copy Surat 1zin Tempat Usaha | SITU) dengan Menunjukan Aslinya;
* Foto Copy SIUP;
» Foto Copy Surat Izin Usaha Bar,Diskotik,dan Pub yang lama;
» Pas foto berwarna Penangggungjawab Teknik ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar:
» Surat Kuasa Bermeterai Rp. 6.000,- ( jika diurus pihak ke 3) dan foto copy penerima kuasa.
Prosedur
a. Pemaohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir:
b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar:
. Dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Proses lzin
lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;
d. Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku:
e. Pemohon mengambil 5K [zin di loket pengambilan Izin.

Waktu Pelayanan :

YWYy

Senin s/d Kamis c08.30WIT=15.00 WIT
lumat (0B30WIT —13.30WiT
Jam [stirahat Pelayanan  :12.00 WIT - 13.00 WIT
Waktu Penyelesaian lzin- : Baru 3 Hari Kerja

: Perpanjangan 1 Ha# Kerja



5. Biaya: GRATIS (Rp.0,-)

6. Produk:
Produk yang dihasiikan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen
Surat lzin Usaha Diskotik dan PUB.

7. Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a. Tlpn.; (0901) 3262043
b. 5MS ;
c. E-Mail;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

8. Sarana dan Prasarana Pelayanan
a. Mejadan Kursi
b. Komputer
c. Maesin Pencetak ( Printer)
d. Jaringan Internet
e. 1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis Internet Server.

9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil 5taf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon [V dilakukan oleh pejabat eselon |Il, dan pejabat
eselon lll dilakukan cleh pejabat eselon Il, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi

oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.
11. Jumlah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumiah 80 Orang terdiri dari :

a. Berdasarkan Jabatan:
s Kepala Dinas
o Sekretaris Dinas
» Kepala Bidang
Kepala Seksi
Staf Pelaksana

12. lJaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku

=1 Ueamanan dan Keselamatan Pelayanan

cohiuman Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.



14. Evaluasi Kinerja

a.

b.

Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP

Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan Jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan.
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN PANTI PLIAT

Dasar Hukum

a. Undang—undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
¢, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Pendaftaran Usaha Pariwisata;
d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;
e. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika.
Persyaratan
a. Permohonan Baru
# Mengisi Surat Permohonan dengan lampirannya;
# Salinan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB J;
¥* Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha ( SITU) yang masih berlaku dengan Menunjukan Aslinya;
# Foto Copy 51UP;
# Dokumen lzin Lingkungan (UKL, UPL, dan AMDAL) . Terbaru sebanyak 1 rangkap;
% Foto Copy Bukti Penguasaan Tanah ( Sertifikat, Perjanjian Sewa Menyewa Perikatan jual
Beli);
¥ Pas Foto Berwarna Ukuran 3 x 4 Sebanyak 2 Lembar;
= Daftar peralatan dan bahan;
¥ Daftar Fasilitas;
» Daftar Tenaga Kerja
¥ Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
¥ Meterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 Lembar.
b. Permohonan Perpanjangan
» Mengisi Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;
» Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab ( KTP ) yang masih berlaku; -
¥ Foto Copy Surat Izin Panti Pijat yang lama;
%» Pas Foto Berwarna Ukuran 3 x 4 Sebanyak 2 Lembar;
» Daftar peralatan dan bahan;
* Daftar Fasilitas;
» Daftar Tenaga Kerja
% Pas Foto berwarna Penanggung jawab sebanyak 3 lembar ukuran 3 x 4;
¥ Surat Kuasa Bermeterai Rp. 6.000,- ( jika diurus pihak ke 3) dan foto copy penerima kuasa.
Prosedur
a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;
c. Dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Proses Izin *
lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;
d. Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang

berlaku;
Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan Izin.

Waktu Pelayanan :

"-

~
-
i

Senin s/d Kamis 0B A0 WIT = 15.00 WIT
Jlumat (0830 WIT=13.30WIT
J2m Istirahat Pelayanan :12.00 WIT - 13.00 WIT
Waktiu Penyelesaian lzin  : Baru 3 Hari Kerja

: Perpanjangan 1 Hari Kerja

Biaya : GRATIS (Rp.0,-)



6. Produk: ;
Produk yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen izin
Pantl Pijat.

7. Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a. Tlpn.; (0901) 3262043
b. SMS ;
c.  E-Mail;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

8. Saranadan Prasarana Pelayanan

Meja dan Kursi

Komputer

Mesin Pencetak | Printer)

Jaringan Internet

1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis Internet Server.

moan oW

9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon Iil, dan pejabat
eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon |1, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon |l diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11, Jumiah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri darj

a. Berdasarkan labatan
* Kepala Dinas
= Sekretaris Dinas
* Kepala Bidang
« [Kepala Seksi
» 5taf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan vang
berlaku.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.



14. Evaluasi Kinerja

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersarma
dilingkungan DPMPTSP
Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi
Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
paEa pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN FISKAL

Dasar Hukum

a. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi
Tugasdan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tipe A ;

b. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Persyaratan

#~ Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;
Foto Copy bukti Pelunasan PBB dan SPPT tahun terakhir;
Foto Copy Sertifikat Tanah;

Surat Sewa Gedung (jika sewa);

Foto Copy Akta Perusahaan;

Pajak Reklame;

Foto Copy Rekomendasi Kepala Distrik / Kepala Kelurahan;
Foto Copy Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup;

Foto Copy Rekomendasi Dinas Kesehatan;

Foto Copy Surat lzin Tempat Usaha [ 5ITU ) yang lama;
Surat Kuasa (Jika bukan pemohon yang mengur«s izin )

b G . A A
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Prosedur

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemochon menyerahkan formulir ke Fronteffice untuk pendaftaran izin dan
dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;

c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin
sesuai prosedur dan ketentuan vang berlaku;

d. Pemohon mengambil 5K Izin di loket pengambilan izin.

Waktu Pelayanan :

# Senin s/d Kamis :08.30 wit - 15.00 wit
# Jumat :08.30 wit - 13.30 wit
# Jam Istirahat Pelayanan 112,00 wit - 13.00 wit
» Waktu Penyelesaian Izin :Baru 3 Hari Kerja

:Perpanjangan 1 Hari Kerja
Biaya : GRATIS (Rp.0-,)

Produk Pelayanan :
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah

Dokumen Surat KetaranganFiskal.

Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui;

a. Tlpn.; (0901) 3262043
b. SMS ;
c. E-Mail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

Sarana dan Prasarana Pelayanan
a, Meja dan Kursi

b. Komputer

(3 Mesin Pencetak (Printer)



d. Jaringan Internet
e, 1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon Ill, dan pejabat
eselon |l dilakukan cleh pejabat eselon Il, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Urmum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum,

11. Jumlah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumliah 80 Orang terdiri dari :

a. Berdasarkan Jabatan:
* Kepala Dinas
= Sekretaris Dinas
= Kepala Bidang
s Kepala Seksi
e Staf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan _
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
beriaku dan 5K Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang 5ah serta dapat dipertanggung
jawabkan ocleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14, Evaluasi Kinerja

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP

b. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi .

¢. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. lika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknalogi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



wn

STANDAR PELAYANAN
I1ZIN REKLAME

DasarHukum :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Tipe A

e. Keputusan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Maodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika;

Persyaratan :

a. Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

b. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Foto Copy Pajak Reklame;

d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akta pendirian
koperasi bagi pemohon berbentuk koperasi dan kartu tanda kependudukan untuk pemohon
perorangan;

b. Rekomendasi dari OPD Teknis (bila diperlukan);

¢. Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan pemaohon/
Perwakilan);

=

Prosedur :

a, Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi farmulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku;,

d. Pemohon mengambil SK lzin di loket pengambilan izin.

Waktu Pelayanan :

a. Senin s/d Kamis : 0B.30 wit - 15.00 wit
bh. Jumat © 08.30 wit-13.30 wit
¢ Jamlstirahat Pelayanan :  12.00 wit - 13.00 wit
d. Waktu Penyelesaian Izin :  Baru 7 Hari Kerja

:  Perpanjangan 3 Hari Kerja
Biaya : GRATIS (Rp.0-,)

Produk Pelayanan :
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen SURAT IZIN REKLAME.

Pengelolaan Pengaduan
petayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a Tlpn.; (0901} 3262043
b. SM5 ;
c. E-Mail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

Sarana dan Prasarana Pelayanan @
a, Meja dan Kursi

b. Kormnputer

¢, Maesin Pencetak (Printer)
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11.

12,

13,

14,

d. Jaringan Internet
e, 1(satu)set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

Kompetensi Pelaksana :
ASN Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

Pengawasan Internal :

pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
oleh pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon Il
dan pejabat eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
eselion Il diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

Pelaksana : -
ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

Sekretaris Dinas;

Kepala Bidang;

Kepala Seksi;

Staf Pelaksana;

map g

Jaminan Pelayanan :

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesual
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

Evaluasi Kinerja :

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
bersama dilingkungan DPMPTSP;

b. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi;

c. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner
kepada para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku
Usaha akan menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan
petugas. lika dari hasil pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka
diperlukan tidankan perbaikan dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian merncapai
standard minimal yang telah ditetapkan maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi
pelayanan berdasarkan kemajuan teknolog informasi guna peningkatan pelayanan kepada
masyarakat;



1.

STANDAR PELAYANAN
IZIN TRAYER

DasarHukum :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang Dengan Kendaraan Umum;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Tipe A ;
Keputusan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika;

Persyaratan:

3. Surat Permohenan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman iModal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

b. Foto Copy Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c. Foto Copy Pembayaran Fiskal;

d. Foto Copy Bukti Pembayaran Retribusi terminal;

e. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akta pendirian
koperasi bagi pemohon berbentuk koperasi dan kartu tanda kependudukan untuk pemohon
perorangan;

f. Persyaratan Administratif .

o Memiliki atau menguasai kendaraan yang laik jalan yang dibuktikan dengan :
- Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sesuai domisili;
- Foto Copy Buku Uji Kendaraan,

g. Rekomendasi dari OPD Teknis (bila perlu);

h. Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 Lembar,;

i, Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- { apabila dalam pengurusan bukan pemohon/
Perwakilan);

Prosedur :

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir; i

b, Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku;

d. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

Waktu Pelayanan :

d,
b.
C.
d.

Senin s/d Kamis + D830 wit - 15.00 wit
Jumat : D830 wit - 13.30 wit
Jam Istirahat Pelayanan :  12.00 wit - 13.00 wit

Waktu Penyelesaian Izin :  Baru 7 Hari Kerja
. Perpanjangan 3 Hari Kerja

Biaya : GRATIS (Rp.0-,) .

Produk Pelayanan :
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen SURAT IZIN TRAYEK
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11

12,

i3.

14,

Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a. Tipn.;  (0901) 3262043

b. SMS ;

c. E-Mail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

Sarana dan Prasarana Pelayanan:

a. Mejadan Kursi

Komputer

Mesin Pencetak (Printer)

laringan Internet

1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

man o

Kompetensi Pelaksana :
ASN Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

Pengawasan Internal :

pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana {staf) diiakukan
aleh pejabat eselon |V, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselan I,
dan pejabat eselon |1l dilakukan oleh pejabat eselon |l, selanjutnya Kepala Dinas sebagal pejabat
esellon |l diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum. )
Pelaksana :

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

Sekretaris Dinas;

Kepala Bidang;

Kepala Seksi;

Staf Pelaksana;

m oo o

Jaminan Pelayanan :

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :
Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

Evaluasi Kinerja :

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
bersama dilingkungan DPMPTSP;

b. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi;
Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner
kepada para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku
Usaha akan menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan
petugas, Jika dari hasil pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka
diperiukan tidankan perbaikan dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai
standard minimal yang telah ditetapkan maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi
pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada
masyarakat;



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN PENGIRIMAN BARANG ANTAR PULAU

1. DasarHukum :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Sungai dan Danau;

¢. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan; ‘

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahu
2014 tentang Standar Pelayanan;

e, Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Tipe A;

f. Keputusan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika;

Persyaratan :

a. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen &
data ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PelayananTerpaduSatuPintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

b. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP );

c. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan ( Apabila Berbadan Hukum I

d. Foto Copy Surat lzin Usaha Perdaganan (SIUP);

e. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

f. Foto Copy Dokumen lzin Lingkungan;

g. Surat Izin Operasicnal Galian (Khusus untuk galian pasir dan batu);

h. Pas Foto terbaru warna Ukuran 3 x 4 sebanyak 2 Lembar;

i ©urat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan pemohon/
Perwakilan);

Prosedur :

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat

administrasi secara lengkap dan benar;

¢. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan

yang berlakuy;

d. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

Waktu Pelayanan :

a.
b.

€.

d.

Senin s/d Kamis : 0B.30 wit - 15.00 wit
Jumat : 08.30 wit - 13.30 wit
Jam Istirahat Pelayanan :  12.00 wit - 13.00 wit

Waktu Penyelesaian Izin : Baru 7 Hari Kerja
:  Perpanjangan 3 Hari Kerja

Biaya : GRATIS (Rp.0-,)

Produk Pelayanan :
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen SURAT SURAT IZIN PENGIRIMAN BARANG ANTAR PULAU.

Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

d.

b.
C.
d

Tipn.;  (0901) 3262043

SMS ;

E-Mail ;

Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

-



8. Saranadan Prasarana Pelayanan :
a. Meja dan Kursi

b. Komputer
t. Mesin Pencetak (Printer)
d. Jaringan Internet

e. 1(satu)set peralatan 5IM Pelayanan yang berbasis internet server

9. Kompetensi Pelaksana:
ASN Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

10. Pengawasan Internal :
Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
oleh pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon Il
dan pejabat eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon Il, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
esellon 1| diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11. Pelaksana:
ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari ;
a. Kepala Dinas;

. Sekretaris Dinas;

Kepala Bidang;

Kepala Seksi;

Staf Pelaksana;

m oo o

12. Jaminan Pelayanan :

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

13. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan:

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk gijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika,

14, Evaluasi Kinerja :

2 Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
bersama dilingkungan DPMPTSP;

b. Laparan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi;

¢. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner
kepada para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku
Usaha akan menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan
petugas. lika dari hasil pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka
diperlukan tidankan perbaikan dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai
standard minimal yang telah ditetapkan maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi
pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada
masyarakat;



S5TANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN TRAYEK

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

c. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;

d. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinandan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika.

Persyaratan Baru / Perpanjang / Perubahan

= Mengisi Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;

Foto Copy BPKB / STNK, yang masih berlaku; [Perpanjangan / Baru )

Foto Copy Buku KIR yang masih berlaku; | Perpanjang / Baru )

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku; (Perpanjang / Baru )
Lampirkan lzin Trayek yang Asli (Perpanjang);

Rekomendasl Dinas Perizinan Untuk yang Pindah Trayek dan Balik Nama;

Trayek Hilang harus ada Surat Kehilangan izin Trayek dari Polisi,

Yo ¥y
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Prosedur

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi farmulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

c. Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku;

d. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan Izin.

Waktu Pelayanan:

* Senins/d Kamis :0B.30 WIT=15.00 WIT
#  lumat :0B30WIT=-1330WIT
¥ Jam Istirahat Pelayanan  :12.00 WIT - 13.00 WIT
» Waktu Penyelesaian lzin  : Baru 1 Hari Kerja

: Perpanjangan 30 Menit
Biaya : Terlampir.

Produk :
Produk yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan adalah
Dokumen lzin Trayek.

Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a. Tlpn.: (0901) 3262043

b, 5MS ;

c. E-Mail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

Sarana dan Prasarana Pelayanan

a. Meja dan Kursi

Komputer

Mesin Pencetak ( Printer)

Jaringan Internet

1 [satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis Internet Server.

R -S -



9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperaleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon |V dilakukan oleh pejabat eselon lll, dan pejabat
eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi

oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.
11. Jumlah Pelaksana

ASN Dinas PMPTSP berjumlah. 80 Orang terdiri dari :

a. Berdasarkan Jabatan:
o Kepala Dinas
e Sekretaris Dinas
#+ Kepala Bidang
» [Kepala Seksi g
s Staf Pelaksana

12, Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14, Evaluasi Kinerja

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP

b. Llaporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

c. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. lika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



E

STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP}

DasarHukum

a. Undang-Undang MNomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar  Perusahaan;

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ; 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaa=;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

e. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas _

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;

f. Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika.

Persyaratan
a, Baru

» Mengisi formulir permohonan TDP bermetarai Rp. 6000;

= Foto Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan;

# Perusahaan yang membuka Cabang / Perwakilan dan Berkedudukan Di Kabupaten

Mimika Wajib Memiliki Akta cabang/Perwakilan;

TDP Kantor Pusat bagi Perusahaan yang

Membuka Cabang/Perwakilan;

# Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT Dari Kementrian
Hukum dan HAM dan CV, Pengesahan dari Pengadilan Negeri;

# Foto Copy KTP Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;

» Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (jika diurus pihak ke-3) danfoto copy

penerima kuasa;

Foto copy Surat penunjukan sebagai Distributor/Sub Distributor

Foto Copy NPWP Cabang Kabupaten Mimika.
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b. Perpanjang/Perubahan

Mengisi formulir permohonan TDP bermeterai Rp. 6.000;

Foto Copy AktePerubahan perusahaan dan Melampirkan Izin SIUP lama yang asli
Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT Dari Kementrian
Hukum dan HAM dan CV, Pengesahan dari Pengadilan Negeri;

Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- (jika diurus pihak ke-3) dan foto copy
penerima kuasa;

vV Yy
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Prosedur
a. Pemohon dating ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan
dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan ben-r;
. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
d.. Pemohon mengambil 5K Izin di loket pengambilan izin.

Maktu Pelayanan :

¥ Senin s/d Kamis :08.30 wit - 15.00 wit

= Jomat 0830 wit - 13.30 wit
I k= ey | +12.00 wit - 13,00 wit
Waktu Penyelesaian lzin :Baru 5 Hari Kerja

:Perpanjangan 3 Hari Kerja

Dlaya 1 GRATIS {Rp.0-)



6. ProdukPelayanan:
produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen Surat lzin Tanda Daftar Perusahaan

7. PengelolaanPengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a.Tipn. ; {0901) 3262043
b. SMS ;
c. E-Mail;
d, Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

8. Sarana dan Prasarana Pelayanan
a.Meja dan Kursi
b.Komputer
¢.Mesin Pencetak (Printer)
d.Jaringan internet
e.1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

9. Kompetensl Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta palatihan yang pernah diperoleh baik yang

terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10. Pengawasan Internal

pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon |V dilakukan oleh pejabat eselon Ill, dan pejabat
ecelon Il dilakukan cleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat eselion Il diawasl
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11. Jumlah Pelaksana
ASHN Dinas PMPTSP berjumiah 80 Orang terdiri dari :

a. Berdasarkan Jabatan:
» Kepala Dinas
s Sekretaris Dinas
# Kepala Bidang
s Kepala Seksi
e Staf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Ahirmen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesual standar yang
perlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang 5ah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14. Evaluasi Kinerja

i il-tukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan OPMPTIP
L aporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi



Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

1. DasarHukum

a.
b.

Undang-Undang Nomar 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Masional;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daeran;

Peraturan PemerintahNomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prasedur Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2015 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Tipe A ; -
Keputusan Bupati Mimika Nomar 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika;

2. Persyaratan

-

Baru

% Mengisi formulir permohonan SITU bermetarai Rp. 6000; dengan lampirannya;

% Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan (Bagi usaha yang berbadan Hukum};

% Perusahaan yang membuka Cabang / Perwakilan dan Berkedudukan Di Kabupaten Mimika
WAJIB MEMILIKI AKTA CABANG / PERWAKILAN

Foto copy Sertifikat Tanah / ljin Mendirikan Bangunan ( IMB) / Keterangan Sewa
Menyewa/Kontrak bila status tempat ( Sewa [ kontrak );

Pas Photo Ukuran 3 x 4 =2 lembar ;

MeteraiRp. 6000 = 2 Lembar

Asli / Foto copy Pembayaran Fiskal (ASLI) dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Mimika;

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku’

Asli Surat Keterangan Domisili Usaha Dari Kelurahan / Distrik;

Foto Copy izin depot air minum (DAM) (bagi usaha Depot Air Minum);

Dokumen Lingkungan Hidup (UKI,/UPL,SPPL) Bagi Usaha yang Mempunyai Dampak
Lingkungan,

Foto copy surat penunjukan Sebagai Distributor/Sub distributor,

Rekomendasi Tim Teknis (Bila Diperiukan);

Foto Copy Bukti Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Y
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Perpanjang/Perubahan

Mengisi formulir permohonan SITU bermeterai Rp. 6.000; dengan lampirannya;

Foto Copy Akte Perusahaan Perubahan dan Melampirkan Izin lama yang Aslhi
pembayaran Fiskal [ASLI ) dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika;
Perusahaan/Usaha yang Pindah alamat wajib mengurus Surat Keterangan Domisili Usaha
dari Kelurahan setempat (ASLI};

Pas Photo Ukuran 3 x 4 =2 Lembar

MeteraiRp. 6.000 = 2 Lembar

» Fota Copy izin depot air-minum (DAM)] (bagiusaha Depot Air Minum);

* Foto Copy Bukti Pembayaran Premi Kepesertaan BPIS Ketenagakerjaan.

VYWY
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3., Prosedur

2. Pemohondatangkeloket Reception mengambildanmengisiformulir;
. remohonmenyerahkanformulirke Front Office untukpendaftaranizindan
dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;



¢. Dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberitahuan Kepada Pemochon bahwa
Proses lzin lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ( Bila di
Perlukan);

d. Apabila Proses Lanjut dan berkas sudah lengkap selanjutnya diproses penerbitan izin
sesuai prosedurdan ketentuan yang berlaku;

e. Pemohon mengambil SK izin di loket pengambilan izin

4. WaktuPelayanan :

» Senin s/d Kamis :08.30 wit - 15.00 wit
* Jumat :08.30 wit - 13.30 wit
# Jam IstirahatPelayanan :12.00 wit - 13.00 wit
# Waktu Penyelesaian lzin :Baru 5 Hari Kerja

:Perpanjangan 3 Hari Kerja
5. Biaya:GRATIS (Rp.0-,)

6. ProdukPelayanan:
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen Surat lzin Tempat Usaha (SITU)

7. Pengelolaan Pengaduan
pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
3.Tlpn. ; (0901) 3262043
b. SM5 ;
€. E-Mail;
d. MengisiFormulirPengaduan yang telahtersediapadakotakPengaduan

8. Sarana dan Prasarana Pelayanan
a. Meja dan Kursi
b. Komputer
c. Mesin Pencetak (Printer)
d. Jaringan Internet
e. 1(satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

7. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

i0. Pengawasan Internal

pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf] dilakukan oleh
peiabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon lll, dan pejabat
ccolon Il dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi
cinhy Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasl
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum,

11, fymiah Pelaksana

. PTSP berjumiah BO Orang terdiri dari :

# Sraf Pelaksana



12, Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang

dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan

waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan 5K Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertangiung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14, Evaluasi Kinerja

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama

dilingkungan DPMPTSP
. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

¢. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan, Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

1. Dasar Hukum

T o 2

Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah;
Undang-Undang Nomaor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Permendag No. 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas

Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Tipe & ;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

2. Persyaratan
a. Baru

>
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Mengisi formulir permohonan SIUP bermetarai Rp. 6000; dengan lampirannya,
Foto Copy Akte Motaris Pendirian Perusahaan;

Perusahaan yang membuka Cabang / Perwakilan dan Berkedudukan Di Kabupaten Mimika
Wajib Memiliki Akta Cabang / Perwakilan;

Foto copy SITU, SIUP dan TDP kantor Pusat bagi Perusahaan yang

Membuka Cabang / Perwakilan;

Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT Dari Kementrian
Hukurn dan HAM dan CV, Pengesahan dari Pengadilan Negeri,

Foto Copy KTP Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;

Foto Copy NPWP Perusahaan dan NPWP Direktur Perusahaan,

Perhitunigan Modal Usaha | Neraca ), untuk perusahan Menengah (PM) dan
Perusahaan Besar (PB) dan Melampirkan Tanda Daftar Peralatan Perusahaan,
Daftar personalia perusahaan, rekening Koran 3 bulan terakhir dan bukti
kepemilikan kendaraan perusahaan/faktur pembelian (khusus alat berat};
Surat Kuasa bermeterai Rp. 6.000,- {jika diurus pihak ke-3) dan foto copy
penerima kuasa;

Pas Photo berwarnalkuran 3 x 4 Sebanyak 2 lembar ;

MeteraiRp. 6000,

b, Perpanjang/Perubahan

b G ERE o)
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Mengisi formulir permohonan SIUP bermeterai Rp. 6.000;

Foto Copy Akte Perubahan perusahaan (khusus yang berbadan hukum)
Melampirkan Izin SIUP lama yang asli

Surat Kuasa bermeteral Rp. 6.000,- {jikadiurus pihak ke-3) dan foto copy
penerima kuasa,

Pas Photo berwarnaUkuran 3 x 4 Sebanyak 2 lembar ;

Meterai Rp. 6000,-

3. Prosedur
a. Pemohon dating ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan
dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
c. Ap=hila berkas lengkap, selanjutnyadiproses penerbitan izin
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlakuy;
d, Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izir.



4. Waktu Pelayanan :

= Senin s/d Kamis :08.30 wit - 15.00 wit
= Jumat :08.30 wit - 13,30 wit
# Jam Istirahat Pelayanan 112.00 wit - 13.00 wit
»  Waktu Penyelesaian Izin :Baru 5 Hari Kerja

:Perpanjangan 3 HariKerja
5. Biaya:GRATIS (Rp.0-,)

6. Produk Pelayanan:
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen Surat 1zin Usaha Perdagangan (SIUP)

7. Pengelolaan Pengaduan i
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a.Tlpn. ;{0901) 3262043
b. SMS ;
c. E-Mail;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

8. Sarana dan Prasarana Pelayanan
a. Meja dan Kursi
b. Komputer
c. Mesin Pencetak (Printer)
d. Jaringan Internet
e. 1 (satu) set peralatan 5IM Pelayanan yang berbasis internet server

9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang .
terstruktur maupun yang tidak terstruktur ;

10. Pengawasan internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon lll, dan pejabat
eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon 1l, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon || diawasi
ofzh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi

pigh Inspektorat serta Bupati secara umum.
11, Jumlah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumlah BO Orang terdiri dari :

a. Berdasarkan Jabatan:
= Kepala Dinas
»  Sekretaris Dinas
- Henala Bidang

"=ty Rake]

ST Kanumaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
[han pada SUF masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
"hi yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang



13, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang ~
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14. Evaluasi Kinerja

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP
Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi
Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan _
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang — undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Rl Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan
Pembinaan Gudang;

peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan,
susunanOrganisasiTugasdanFungsiserta Tata Kerja Dinas Penanaman Muodal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tipe A;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

2. Persyaratan

a.

e.

Baru

Mengisi formulir TDG bermeterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;

Foto Copy SIUP, TDP,SITU;

Foto Copy KTP Pemilik Gudang yang masih berlaku;

Foto Copy Perjanjian pemakai/Pemanfaatan Gudang bagi perusahaan yang
menyewa/memanfaatkan Gudang pihak lain;

Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Gudang;

Foto Copy NPWP Perusahaan;

Surat Kuasa Bermeterai Rp. 6.000,- ( jika diurus pihak ke 3) dan foto copy penerima kuasa;
Rekomendasi Tim Teknis;

Foto Copy Fiskal (Ukuran minimal 100 m2 );

Perpanjangan/Perubahan

Mengisi formulir TDG bermeterai Rp. 6.000,- dengan lampirannya;

Foto Copy SIUR, TDP,SITU;

Foto Copy KTP Pemilik Gudang yang masih berlaky;

Foto Copy Perjanjian pemakai/Pemanfaatan Gudang bagi perusahaan yang
menyewa/memanfaatkan Gudang pihak lain;

Surat Kuasa Bermeterai Rp. 6.000,- ( jika diurus pihak ke 3) dan foto copy penerima kuasa;
Rekomendasi Tim Teknis ( Apabila Perluasan Gudang);

Foto Copy Fiskal (Ukuran minimal 100 m2}):

Surat Kuasa Bermeterai Rp. 6.000,- ( jika diurus pihak ke 3) dan foto copy penerima kuasa;
Foto Copy IMB Perubahan apabila perubahan luas gudang; )

v
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Prosedur
a.
b.

pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

Dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Proses Izin
lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan,;

Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang
beriaku;

Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan lzin.

4. Waktu Pelayanan:

-~
N

G

Senin s/d Kamis : 08.30 WIT - 15.00 WIT
at : DB.30 WIT = 13,30 WIT
Jor tstirahat Pelavanan 3 12.00 WIT - 13.00 WIT

» \Waktu Penyelesaian lzin  : Baru/Perubahan 5 Hari Kerja

: Perpanjangan 1 Hari

Ciaya :GRATIS (Rp.0)-



6. Produk:
Produk yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen

Surat |zin Tanda Daftar Gudang (TDG).

7. Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a. Tipn.; (0901) 3262043

b. SMS ;

c. E-Mail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan
8. Sarana dan Prasarana Pelayanan

a. Mejadan Kursi

b. Komputer

¢. Mesin Pencetak ( Printer)

d. Jaringan Internet

e. 1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis Internet Server.

9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu {DPMPTSP)

Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur

10. Pengawasan Internal

pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon lil, dan pejabat
eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon Il, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon |l diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi _

oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.
11. Jumliah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari :

a. Berdasarkan Jabatan:
« Kepala Dinas
« Sekretaris Dinas
+ Kepala Bidang
* Kepala Seksi
e 5Staf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apakila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang

beriaku.
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.



14, Evaluasi Kinerja

2. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP

b. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

c. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. lika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR VEL
SURAT IZIN TANDA DAF ISTRL{TDI

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 2ntang Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Perdagangan Rl Noimc 11/M-IND/PER 6/2008 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Perizinan Izin Usaha industri 1zin Perluasan Tanda Daftar Industri;

peraturan Menteri Perdagangan Rl Nomaor 7 "4 .IND/PER 5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis
Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Pajak;

peraturan Bupati Mimika Nomor 58 © 2017 TentangKedudukan,
SusunanOrganisasiTugasdanFungsiserta 1. 'a KerjaDinasPenanaman Modal
danPelayananTerpaduSatuPintuﬂpe h

Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tanu (Ul7 Tentang Pendelegasian Kewenangan
pengelolaan dan Penandatanganan perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
penanaman Modal dan Pelayanan Terpaciu Satu Pintu Kabupaten Mimika ;

Papsyaratan

o

fRaru

> Mengisi formulir TDI dengan lampirannya;

Foto Copy KTP Pemilik atau Penang3ung ,wab/Direktur yang masih berlaku;
Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang Berbadan Hukum;

Foto Copy NPWP Perusahaan;

Foto Copy Fiskal;

Rekomendasi Tim Teknis ( Bila Dipertukn);

Dokumen UKL, UPL,SPPL bagi perusahas . yang wajib UKL UPL,dan SPPL;
Surat Kuasa Bermeterai Rp. 6.000,- ( jika diurus pihak ke 3) dan foto copy penerima kuasa;
Foto 3 x 4 Sebanyak 2 Lembar

Meterai Rp. 6.000,-

Ferpaniangan{Peruhahan

» Mengisi formulir TDI dengan lampirannya;

Foto Copy KTP Pemilik atau penanggungiawab/Direktur yang masih berlaku;
Foto Copy Akte Pendirian perusahaan yang Berbadan Hukum [ Bila ada );
Foto Copy SITU, SIUP,dan TOP | bagi perusahaan/ Usaha yang memiliki)

Foto Copy Fiskal;

Dokumen UKL UPL,SPPL bagi perusahaan yang wajib UKL,UPL,dan SPPL( bagi
perusahaan/Usaha yang Pindah alamat)

Asli TDI lama;

surat Kuasa Bermeterai Rp. 6.000,- { jika diurus pihak ke 3) dan foto copy penerima kuasa;
Foto 3 x 4 Sebanyak 2 Lembar

Meterai Rp. 6.000,-

YYVYYVYYYY
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Prosedur

a.
b.

(=]

pemaohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

Dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberitahuan kepada pemohon bahwa Proses 1zin
lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;

finabila berkas lengkap, Proses Janjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang
beriaku;

pemohon mengambil SK 1zin di loket pengambilan lzin.

Wakiu Pelayanan

"
=
Lo

e
r

Senin o/d Kamis - 08.30 WIT - 15.00 WIT
Jumat - 58,30 WIT = 13.30 WIT
Jam Istirahat Pelayanan 17.00 WIT = 13.00 WIT
Waktu Penyelesaian lzin  : Baru 7 Hari Kerja

: perpanjangan 3 Hari

Eiaya :GRATIS (Rp.0)



6. Produk:
Produk yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen
Surat lzin Tanda Daftar Industri (TDI).

7. Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a. Tipn,; (0901) 3262043

b. SM5 ;

c. E-Mail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan
8, Sarana dan Prasarana Pelayanan

a. Meja dan Kursi

b. Komputer

¢. Mesin Pencetak ( Printer)

d. laringan Internet

e. 1(satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis Internet Server.

9. HKompetensi Pelaksana

Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon |ll, dan pejabat
eselon 11l dilakukan oleh pejabat eselon |l selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Ii diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11. Jumlah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumiah 80 Orang terdiri dari :

a. Berdasarkan Jabatan:
= Kepala Dinas
s Sekretaris Dinas
+ Kepala Bidang
e Kepala Seksi
s Staf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuaj peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika. =



14, Evaluasi Kinerja

a.

Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP

Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat dipercleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas, Jika dari hasil
pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat,



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUPMB)

1. DasarHukum ;

a.
b.

C.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah No.74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
Peraturan Menteri Perdagangan No.20/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap
Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Peraturan Walikota Bogor No.74/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap -
Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Tipe A ;
Keputusan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika;

2. Persyaratan:

]
B

a. Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PelayananTerpaduSatuPintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;
b. Foto Copy NPWP yang masih berlaku;
c. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan (Bagi usaha yang berbadan Hukuml;
d. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TOP);
e. Foto Copy Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau
Penjual Langsung;
f. Surat pernyataan menjual minuman berlabel edar resmi;
g. Surat Pakta Integritas,
h. Daftar minuman yang dijual;
i, Rekomendasi Tim Teknis (Bila Diperiukan);
j. Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 3 Lembar;
k. Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- | apabila dalam pengurusan bukan pemohon/
Perwakilan);
Prosedur :
a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;
c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku;
d. Pemochon mengambil 5K izin di loket pengambilan izin.

Waktu Pelayanan :

a.
h

-

tl.

Senin sfd Kamis ¢ 0B.30 wit - 15.00 wit
lumat = 0B.30 wit - 13.30 wit
lam lstirahat Pelayanan @ 12.00 wit - 13.00 wit
Waktu Penyelesaian lzin :  Baru 7 Hari Kerja

¢ «Perpanjangan 3 Hari Kerja

Biaya : GRATIS (Rp.0-,)

Produk Pelayanan : Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan
ari=lah

Dokumen SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUPME)



7. Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a. Tlpn.; (0901) 3262043

b, SMS ;
c. E-Mail;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

8, Saranadan Prasarana Pelayanan:
a. Meja dan Kursi

b. Komputer

¢. Maesin Pencetak (Printer)

d. laringan Internet

e. 1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

9. Kompetensi Pelaksana :
ASN Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

10. Pengawasan Internal :
Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
oleh pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan cleh pejabat eselon lil,
dan pejabat eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
esellon || diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

Pelaksana:

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari :
a. Kepala Dinas;

Sekretaris Dinas;

Kepala Bidang;

Kepala Seksi;

Staf Pelaksana;

11

man o

12. Jaminan Pelayanan :
Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan secuai
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesual peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

13. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag

berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung

jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

-

14. Evaluasi Kinerja :

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasl
bersama dilingkungan DPMPTSP; ’

b. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi;
Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner-
kepada para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku
Usaha akan menjawab 14 jtem pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan
petugas, Jika dari hasil pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka
diperlukan tidankan perbaikan dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai
standard minimal yang telah ditetapkan maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi
pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada
masyarakat;



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN TEMPAT USAHA MINUMAN BERALKOHOL {SITUMB)

DasarHukum :

a. Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

b. Peraturan Pemerintah No.74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkoho!:

¢. Peraturan Menteri Perdagangan No.20/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap
Pengadaan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

e, Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Tipe A ;

f. Keputusan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelelaan dan Penandatanganan Perizinan dan MNon Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5atu Pintu Kabupaten Mimika;

Persyaratan :

a. Surat Permochonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cg Kepala Dinas Penanaman Maodal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

b. Foto Copy NPWP yang masih berlaku;

s Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan (Bagi usaha yang berbadan Hukum);
* Foto Copy Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau
Penjual Langsung;

c. Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 3 Lembar;

d. Surat Kuasa Pemchon bermeterai Rp.6.000,- | apabila dalam pengurusan bukan pemohon/
Perwakilan);

Prosedur :

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohen menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat

administrasi secara lengkap dan benar;

c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan

yang berlaku;

d. Pemchon mengambil 5K izin di loket pengambilan izin.

Waktu Pelayanan :

a. Senin s/d Kamis : D8.30 wit - 15.00 wit

b. Jumat : 08.30 wit - 13.30 wit

¢. Jam Istirahat Pelayanan :  12.00 wit - 13.00 wit

d. Waktu Penyelesaianlzin :  Baru 7 Hari Kerja

:  Perpanjangan 3 Hari Kerja

Biaya : GRATIS (Rp.0-,)

Produk Pelayanan:
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen SURAT SURAT IZIN TEMPAT USAHA MINUMAN BERALKOHOL (SITUMB)

Aralelaan Feangaduan

Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

b

L.

d.

Tlpn.;  (0901) 3262043
SMS ;

E-Mgil;

Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;



8. Saranadan Prasarana Pelayanan:
a. Meja dan Kursi
b. Komputer
c. Mesin Pencetak (Printer)
d. Jaringan Internet
e. 1 (satu} set peralatan 5IM Pelayanan yang berbasis internet server

9, Kompetensi Pelaksana:
ASN Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

10. Pengawasan Internal :
Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
oleh pejabat eselon IV, Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon I,
dan pejabat eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon i, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
esellon Il diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11. Pelaksana:
ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari :
Kepala Dinas;
Sekretaris Dinas;
Kepala Bidang;
Kepala Seksi;
Staf Pelaksana;

m a0 oW

12. Jaminan Pelayanan:
Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

13

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14. Evaluasi Kinerja :

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
bersama dilingkungan DPMPTSP;

b. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi,

¢. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner

" kepada para pelaku usaha yang mengurus jzin berdasarkan jenis izin yang diajukan, Pelaku
Usaha akan menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan
petugas. lika dari hasil pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka
diperlukan tidankan perbaikan dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapal
standard minimal yang telah ditetapkan maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi
pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi infcrmasi guna peningkatan pelayanan kepada
masyarakat;
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STAMDAR PELAYANAN
IZIN AGEN MINYAK TANAH

DasarHukum :

a.
b.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun~
2014 tentang Standar Pelayanan;

. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Tipe A ;
Keputusan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika;

Persyaratan :

a.

N0 o

Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

. Foto Copy Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPY);

Foto Copy Surat penunjukan dari Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;

. Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 Lembar;

Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan pemohon/
Perwakilan};

Prosedur :

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar,;

c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku;

d. Pemohon mengambil SK lzin di loket pengambilan izin.

Waktu Pelayanan :

a. Senin s/d Kamis :  08.30 wit - 15.00 wit

b. Jumat - 08.30 wit - 13.30 wit

c. Jam lstirahat Pelayanan :  12.00 wit - 13.00 wit

d. Waktu Penyelesaian lzin :  Baru 7 Hari Kerja

. Perpanjangan 3 Hari Kerja
Biaya : GRATIS (Rp.0-,)
Produk Pelayanan :

Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen SURAT IZIN AGEN MINYAK TANAH.

Pengelolaan Pengaduan
relayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a.

b.
C.
il

Tipn. ; (0901) 3262043

SMS ;

E-Mail ;

Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

Sarana dan Prasarana Pelayanan :

n o0 o

Meja dan Kursi

Komputer

Mesin Pencetak (Printer)

Jaringan Internet

1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server



10.

11.

12.

13,

14,

Kompetensi Pelaksana :
ASN Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu 5atu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

Pengawasan Internal : |
Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
oleh pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon 1,
dan pejabat eselon |l dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
esellon |l diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

Pelaksana :

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari
Kepala Dinas;

Sekretaris Dinas;

Kepala Bidang;

. Kepala Seksi;

Staf Pelaksana;

mon oW

Jaminan Pelayanan :

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :
Dokurnen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang 5ah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

Evaluasl Kinerja :

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
bersama dilingkungan DPMPTSP;

b. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi;

c. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner
kepada para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku
Usaha akan menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan
petugas. Jika dari hasil pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka
diperlukan tidankan perbaikan dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai
standard minimal yang telah ditetapkan maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi
pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada
masyarakat;



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA PETERNAKAN

Dasar Hukum

d.

" AN

Undang — Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Usaha Peternakan

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Budidaya Hewan Peliharaan

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12 2014 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Izin Usaha Dibidang Pertanian dalam Rangka Penanaman Modal Kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A ;
Keputusan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika.

Persyaratan

Mengisi Surat Permohonan dengan lampirannyabermeterai Rp.6000,-;

Foto Copy AktePendirian Perusahaan yang telahdisahkan;

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku

Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha ( SITU) yang masih berlaku

Foto Copy SIUP & Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlakwy;

Foto Copy lzin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), atas Lahan lebih dari 25 (dua puluh
lima) hektar;

Rekomendasi dinas yang membidangi kehutanan atas Lahan yang berada dalam kawasan~®
Hutan;

lzin Lingkungan,

Salinan Izin Mendirikan Bangunan ( IMB );

Pas Foto Berwarna Ukuran 3 x 4 Sebanyak 3 Lembar;

Foto Copy STTS PBB;

Rekomendasi Tim Teknis.

X ¥YY YWY
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Prosedur

a.
b.

Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

Pemohan menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

Dilakukan Pemeriksaan Lapangan dan Pemberitahuan kepada Pemchon bahwa Proses Izin
lanjut atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;

Apabila berkas lengkap, Proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku;

Pemahon mengambil 5K Izin di loket pengambilan izin.

Waktu Pelayanan :

Y W N

Senin s/d Kamis :08.30 WIT - 15.00 WIT
Jumat OBI0OWIT=1330WIT
Jam Istirahat Pelayanan  :12.00 WIT - 13.00 WIT
Waktu Penyelesaian lzin  ; Baru 10 Harij Kerja

: Perpanjangan 5 Hari Kerja

Biaya : GRATIS (Rp.0,-)

Produk :
Produk yang dihasilkan berdasarkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen lzin
Usaha Peternakan.



7.

Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a. Tipn.; (0901) 3262043

b. SMS

c. E-Mail;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

Sarana dan Prasarana Pelayanan

a. Meja dan Kursi

b. Komputer

c. Mesin Pencetak { Printer)

d. Jaringan Internet

e. 1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis Internet Server.

9, Kompetensi Pelaksana

Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu 5atu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur:

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon V. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon Ill, dan pejabat
eselon |1l dilakukan oleh pejabat eselon lI, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon |l diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11. Jumlah Pelaksana

ASN Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari :

d.

Berdasarkan Jabatan :
= Kepala Dinas

= Selretaris Dinas
« Kepala Bidang

¢ Kepala Seksi

# Staf Pelaksana

ninan Felayanan

©mas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan wakiu dan kualitas vang
¢iianjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
~Lti yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang

panoan Keselamatan Pelayanan

Dakumen Administrasi Pelaku Usana yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesual standar yang

‘=5 SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
Lo Dinea PNVIETSP Kabupaten Mimika.

hasi Kinerja

evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
Alingkunzan DPMPTSP e

Laparan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

“rat=bilan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisigner kepada
~=ri meigku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan, Pelaku Usaid 2"
menjawab 14 jtem pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika dari hasil
o -o'ihan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidankan perbaikan
dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah ditetapkan
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



LA

STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Dasar Hukum

undang-Undang Nomor 28Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang 1zin Mendirikan
Bangunan;

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5atu PintuTipe A ;
Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika.

Persyaratan

% Surat Permohenan lzin Mendirikan Bangunan {IMB) ditujukan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika, Bermeterai Rp.
6000,-;

Foto Copy Sertifikat Tanah/Pelepasan Tanah yang Dilegalisasi Distrik;

Foto Copy KTP { Kab. Mimika );

Foto Copy Pajak Bumni dan Bangunan;

Gambar Bangunan dan Perhitungan Struktur ( Bangunan Bertingkat);

Rekomendasi Camat;

Gambar Situasi Bangunan ( Site Plan).

b G A N R SR

Prosedur

a.
b.

d.

pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

Pemaohon menyerahkan formulir ke Front office’ untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izinsesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku;

Pemohon mengambil SK lzin di loket pengambilan izin.

Waktu Pelayanan :

» Senin s/d Kamis :08.30 wit - 15.00 wit
# Jumat 08,30 wit - 13.30 wit
» lam Istirahat Pelayanan :12.00 wit - 13.00 wit
» Waktu Penyelesaian lzin :Baru 7 Hari Kerja

:Perpanjangan 3 Hari Kerja

Diaya : Terlampir

Produk Pelayanan :
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen Surat lzin Mendirikan Bangunan.

Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

a.
b.

Tipn.;  (0901) 3262043
SMS



c. E-Mail;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan r

8. Sarana dan Prasarana Pelayanan
a. Mejadan Kursi
Komputer
Mesin Pencetak (Printer)
Jaringan Internet
1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

® o 0o

9. Kompetensi Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur

10. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon I, dan pejabat
eselon |l dilakukan oleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon Il diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11. Jumiah Pelaksana

ASN Dinas PMPTSP berjumiah B0 Orang terdiri dari :

e aialy i
Ko ['.-;»:.1 Dinas
= Sekretaris Dinas
s Kepala Bidang
~  Kepala Seksi
- stal Pelaksana

riRaT Sivanan

5 S0 matainaion Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yrog
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang

berlaku, 5
13, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
herlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
I=m nfnky Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

]

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP

b. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi

c. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
para pe!aku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha akan
r—rinuat 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. Jika darl hml

Cen dete oL lovanan diperoleh €3.4 atau 68 (sedang) maka diperlukan tidanks e

dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard minimal yang telah dutemphn
maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi
informasi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
SURAT IZIN ( PERPANJANGAN ) MEMPEKERJAKAN TERNAGA KERJA ASING

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata cara
Penggunaan Tenaga Kerja Asing; _

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A |
Peraturan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika.

2. Persyaratan

=
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Surat Permohonan Perpanjangan IMTA { Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) ditujukan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika,
Bermeterai Rp. 6000,-;

Surat Kuasa;

Foto Copy KTP Pimpinan / Penanggungjawab; .
Foto Copy IMTA yang Masih Berlaku;

Foto Copy Paspor TKA yang masih berlaku; .
KITAS;

Bukti Pembayaran Retribusi {DKP-TKA] Melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten
Mimika;

Laporan Realisasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia Pendamping;
Keputusan RPTKA yang masih berlaku;

Kontrak Kerja;

Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1981;

Foto Berwarna Tenaga Kerja Asing 4 x 6 Sebanyak 4 Lembar;

SK Pendamping;

Rekomendasi Dari Instansi / SKPD Terkait untuk Sektor Tertentu;

Foto Copy NPWP;

Foto Copy Bukti Lapor SPT Tahunan { 2 Tahun Terakhir).

3. Prosedur
2. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan

dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;

c. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaky;

. Pemohon mengambil SK Izin di loket pengambilan izin.

i, Waktu Pelayanan :

# Senin s/d Kamis :08.30 wit - 15.00 wit
# Jumat :08.30 wit - 13.30 wit
» Jam istirahat Pelayanan :12.00 wit - 13.00 wit
¥ Waktu Penyelesaian lzin :Baru & Hari Kerja

:Perpanjangan 3 Hari Kerja



5. Biaya : Terlampir

6. Produk Pelayanan:
Produk yang dihasiikan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen Surat lzin (Perpanjangan) Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

7. Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a.Tlpn. ; (0901) 3262043
b. SMS ;
c. E-Mail;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan
a. Meja dan Kursi
Komputer
Mesin Pencetak (Printer)
Jaringan Internet
1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

® A n T

9, Kompetensl Pelaksana
Berikut adalah Profil Staf di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Mimika berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh baik yang
terstruktur maupun yang tidak terstruktur :

10. Pengawasan Internal

pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan oleh
pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon Ill, dan pejabat
eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon |I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat esellon || diawasi
oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan keseluruhan tersebut diawasi
oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

11. Jumlah Pelaksana
ASN Dinas PMPTSP berjumlah 80 Orang terdiri dari :

a. Berdasarkan Jabatan:
+ Kepala Dinas
s Sekretaris Dinas
‘# Kepala Bidang
« Kepala Seksi
o Staf Pelaksana

12. Jaminan Pelayanan

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-undangan yang
berlaku.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yang
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.



14. Evaluasi Kinerja

2. tualuasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi bersama
dilingkungan DPMPTSP
. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi
-, Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner kepada
st penha vans menpurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku Usaha ahn
roniawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan petugas. lika darl b
nerpatahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 {sedang) maka diperlukan tidankan perhaukwn
falsm prmaq pelayanan. Apabila target penilaian mencapai standard miniral yang telah ditetapkan
to=tacan nalayanan berupa inovasi pelayanan berdasarkan kemajuan teknalani
informasi guna pemngkatan pelayanan kepada masyarakat.



STANDAR PELAYANAN
IZIN PENGGUNAAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR]

DasarHukum :

a.
b.

€,

d.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birckrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Tipe A ;
Keputusan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika;

Persyaratan :

a. Surat Permohanan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

b. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP);

h. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;

c. Rekomendasi dari OPD Teknis {bila diperlukan);

¢l. Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 Lembar;

e, Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp. 6.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan pemohan/
Perwakilan);

Prosedur :

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;

c. Apabhila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan kelentuan
yvang berlaku;

d. Pemochon mengambil 5K Izin di loket pengambilan izin.

Waktu Pelayanan :

d.

b.

C.

d.

Senin s/d Kamis ¢ 08.30 wit- 15.00 wit

Jumat . 08.30 wit - 13,30 wit

Jam Istirahat Pelayanan @ 12.00 wit - 13.00 wit v
Waktu Penyelesaian izin :  Baru7 Hari Kerja

Perpanjangan 3 Hari Kerja

Biaya : GRATIS (Rp.0-))

Produk Pelayanan :
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen SURAT IZIN PENGGUNAAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR).

cngeinlaan Pangaduan
t=yanzn Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:

; {G201) 3262043

<=5l Euemnulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

*

[‘mxsorana ifelayanan ;

oot W IEE]

o osot s Tala SE Pelayanan yang berbasis inlermet server



9. Kompetensi Pelaksana:
ASN Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

10. Pengawasan Internal ¢
Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
oleh pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon lil,
dan pejabat eselon IIl dilakukan oleh pejabat eselon Il, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
esellon 1l diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh inspektorat serta Bupati secara umum.

Pelaksana :
ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari :
. Kepala Dinas;
. Sekretaris Dinas;
Kepala Bidang;
. Kepala Seksi;
. Staf Pelaksana;
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12. Jaminan Pelayanan :

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-

undangan yang berlaku.

13. jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

14. Evaluasi Kinerja :

a. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
bersama dilingkungan DPMPTSP;

b. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi;

c. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner
kepada para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan, Pelaku
Usaha akan menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan
petugas. Jika dari hasil pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka
diperlukan tidankan perbaikan dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai
standard minimal yang telah ditetapkan maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi
pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada
masyarakat;



STANDAR PELAYANAN
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
PEMBANGKIT TENAGA LISTRIX ( kapasitas <200 kVA )

1. DasarHukum :

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usalma
Penyediaan Tenaga Listrik;

d. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik |
Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan lzin Operasi;

e, Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha
Ketenagalistrikan;

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Standar Pelayanan;

g. Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Maodal dan Pelayanan Terpadu Satu Tipe A ;

h. Keputusan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan MNon Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika;

2. Persyaratan:
a. Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mimika Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan |

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;

Gambar denah lokasi;

Gambar diagram garis tunggal instalasi;

Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;

Jadwal pembangunan dan pengoperasian;

Data tenaga teknik operator pembangkit;

Surat pernyataan di atas kertas materai, bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak

melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai peruntukannya;

j. PasFoto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 Lembar;

bh. Surat Kuasa Pemohon bermeterai Rp.6.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan pemchon/
Perwakilan);

T T@mmpAano

3. Prosedur:
a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;
b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat
administrasi secara lengkap dan benar;
¢. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku;
d. Pemohon mengambil SK-izin di loket pengambilan izin.

4. Waktu Pelayanan :

a. Senin s/d Kamis : 08.30 wit - 15.00 wit
b.. Jumat : 0B.30 wit-13.30 wit
c. Jam Istirahat Pelayanan : 12,00 wit - 13.00 wit
d.

Waktu Penyelesaian lzin :  Baru 7 Hari Kerja
:  Perpanjangan 3 Hari Kerja
5. Biaya: GRATIS {(Rp.0-,)

6. Produk Pelayanan :
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen SURAT KETERANGAN TERDAFTAR PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK ( kapasitas <200 kVA )

7. Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Informasi Pengaduan pemohon dapat melalui:
a. Tipn.; (D901) 3262043
b, SM5;
c. E-Mail;
d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;



10.

11

12

13.

14,

Sarana dan Prasarana Pelayanan :

a. Meja dan Kursi

Komputer

Mesin Pencetak (Printer)

Jaringan internet

1 (satu) set peralatan SIM Pelayanan yang herbasis internet server

mano

Kompetensi Pelaksana :
ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayar 1Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika_
berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

Pengawasan Internal :

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang, Pengawasan terhadap pelaksana (staf} dilakukan
oleh pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon 111,
dan pejabat eselon Ill dilakukan cleh pejabat eselon I, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
esellon Il diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektarat sertla Bupati secara umum.

Pelaksana :

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari ;
a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris Dinas,

c. Kepala Bidang;

d. Kepala Seksi;

e. Staf Pelaksana;

Jaminan Pelayanan :

Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apabila proses pelayanan tidak dilakukan sesuai
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :

Gokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.

Evaluasl Kinerja :

3. Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
bersama dilingkungan DPMPTSP,;

b. Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi;

c. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner
kepada para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku
Usaha akan menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjelelasan
petugas. Jika dari hasil pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau 68 (sedang) maka
diperlukan tidankan perbaikan dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapai
standard minimal yang telah ditetapkan maka perlu peningkatan pelayanan berupa inoiwasi
pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada
masyarakat;



1.

STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKAT PANGAN 11/ TUSTRI RUMAH TANGGA (SPIRT)

DasarHukum :

a.
b. Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

¢. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

d.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 un 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Peraturan Pemerintah Republik indonesia No. 68 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

Pangan;

Peraturan Kepala Badan POM Rl No.HK.03.1.23.04.12.2205/2012 tentang Pedoman Pemberian
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;

pPeraturan Kepala Badan POM RI No Hk ' .1.73.04.12.2207/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi Noemor 15 Tahun

2014 tentang Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Mimika Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Tipe & ;
Keputusan Bupati Mimika Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan
pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan MNon Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika;

Persyaratan:

d.

Formulir permohonan Sertifikat Produksi Pangan Iindustri Rumah Tangga (SPP-PIRT) ditujukan
Kepada Bupati Mimika Cg Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S5atu Pintu
Kabupaten Mimika Bermeterai Rp. 6000,-;

b. Sertifikat penyuluhan keamanan pangan,

c. Hasil Rekomendasi pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga;

d. Foto Copy NPWP yang masih berlaku;

e. Foto Copy Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP);

f. Pas Foto terbaru warna Ukuran 4 x 6 sebanyak 2 Lembar;

g. Rekomendasi dari OPD Teknis;

h. Surat Kuasa Pemohon bermeteral Rp.6.000,- ( apabila dalam pengurusan bukan pemohon/
Perwakilan);

Prosedur :

a. Pemohon datang ke loket Reception mengambil dan mengisi formulir;

b. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran izin dan dilampiri syarat

administrasi secara lengkap dan benar;

¢. Apabila berkas lengkap, selanjutnya diproses penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku;

d. Pemohon mengambil 5K Izin di loket pengambilan izin.

Waktu Pelayanan :

a,

b.
r:
d

senin s/d Kamis ¢ 0B.30 wit - 15.00 wit
Jumat © 0830 wit -13.30 wit
Jam Istirahat Pelavanan ©  12.00 wit - 13.00 wit

Waktu Penyelesaian lzin :  Baru 7 Hari Kerja
! Perpanjangan 3 Hari Kerja

Biaya : GRATIS (Rp.0-,)

Produk Pelayanan :
Produk yang dihasilkan berdasarkan standar Pelayanan yang telah ditetapkan adalah
Dokumen SERTIFIKAT PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPIRT)



10.

p 8

12.

13,

Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Informasi Pengaduan pemaohan dapat melalui:
a. Tlpn.; (0901) 3262043 )

b. SM5 ;

c. E-Mail ;

d. Mengisi Formulir Pengaduan yang telah tersedia pada Kotak Pengaduan;

Sarana dan Prasarana Pelayanan :

a. Meja dan Kursi

b. Komputer

¢.  Mesin Pencetak (Printer)

d. Jlaringan Internet

e. 1 [satu) set peralatan SIM Pelayanan yang berbasis internet server

Kompetensl Pelaksana :
ASN Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika

berdasarkan Bidang Keilmuan serta Pelatihan yang pernah diperoleh.

Pengawasan Internal :

Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana (staf) dilakukan
oleh pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon I, |
dan pejabat eselon Il dilakukan oleh pejabat eselon II, selanjutnya Kepala Dinas sebagai pejabat
esellon Il diawasi oleh Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Umum dan pelaksanaan
keseluruhan tersebut diawasi oleh Inspektorat serta Bupati secara umum.

Pelaksana :

ASN Dinas PMPTSP yang terdiri dari :
a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris Dinas;

Kepala Bidang;

Kepala Seksi;

Staf Pelaksana;

an

®

Jaminan Pelayanan : ,
Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika member jaminan layanan sesuai dengan waktu dan kualitas yang
dijanjikan pada SOP masing-masing Perizinan, apahila proses pelayanan tidak dilakukan sesua]
dengan waktu yang telah dijanjikan maka, siap menerima sanksi sesuai peraturan Perundnag-
undangan yang berlaku.

jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan :
Dokumen Administrasi Pelaku Usaha yang masuk dijamin aman dan diarsipkan sesuai standar yag
berlaku dan SK Perizinan yang diterbitkan merupakan Produk yang Sah serta dapat dipertanggung
jawabkan oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Mimika.



14, Evaluasi Kinerja :

d.

Evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatan eselon dan atau rapat evaluasi
bersama dilingkungan DPMPTSP:

Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing Kepala Bidang pada rapat evaluasi;
Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat diperoleh denga cara menyebarkan kuisioner
kepada para pelaku usaha yang mengurus izin berdasarkan jenis izin yang diajukan. Pelaku
Usaha akan menjawab 14 item pertanyaan yang ada berdasarkan petunjuk/penjaielasan
petugas. lika dari hasil pengolahan data pelayanan diperoleh <3.4 atau &8 (sedang) maka
diperiukan tidankan perbaikan dalam proses pelayanan. Apabila target penilaian mencapal
standard minimal yang telah ditetapkan maka perlu peningkatan pelayanan berupa inovasi
pelayanan berdasarkan kemajuan teknologi informasi guna peningkatan pelayanan kepada
masyarakat;

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG
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